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ABSTRAK 

 

Moch. Badrut Tamam, 2021 : Implementasi Pasal 10 Huruf G Pp No. 17 Tahun 

2018 Tentang Kecamatan Perspektif Siyasah Idariyah (Studi Kecamatan 

Mayang Kabupaten Jember) 

 

Kecamatan merupakan bagian dari sistem pemerintahan di Indonesia. 

Dengan dijalankannya konsep otonomi daerah, pemerintah kecamatan menerima 

mandat dari pemerintah kabupaten/kota untuk menjalankan beberapa peran. Salah 

satu peran yang diemban oleh pemerintah di tingkat kecamatan yaitu melakukan 

pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah desa.   

Fokus kajian dalam penelitian ini sebagai berikut: 1) Bagaimana 

pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan 

Mayang? 2) Apa saja faktor penghambat dalam pembinaan dan pengawasan 

penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Mayang? 3) Bagaimana 

implementasi pembinaan dan pengawasan oleh Kecamatan Mayang terhadap desa 

perspektif Siyasah Idariyah 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan 

kualitatif deskriptif, subyek penelitian menggunakan purposive sampling. Metode 

pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Sedangkan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Adapun analisa data 

menggunakan model Miles dan Huberman. 

Adapun hasil dari penelitian ini adalah: 1) Pelaksanaan pembinaan dan 

pengawasan di Kecamatan Mayang terhadap pemerintah desa setempat telah 

benar-benar dilakukan. Hal ini dibuktikan dengan beberapa program pembinaan 

yang dikemas dalam bentuk pelatihan dan bimbingan. Sedangkan pengawasan, 

dilakukan secara langsung dan tidak langsung. 2) Adapun hambatan yang dialami 

oleh pemerintah Kecamatan Mayang dalam melakukan pembinaan dan 

pengawasan di antaranya, latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, 

banyaknya tugas camat dan akses jalan yang rusak. 3) Praktik pembinaan dan 

pengawasan yang dilakukan oleh Kecamatan Mayang, telah menerapkan nilai-

nilai yang terkandung dalam konsep Siyasah Idariah, seperti cepat dalam 

pelayanan, profesional dalam pelayanan dan sederhana dalam peraturan. 

 

 

Kata Kunci: Kecamatan Mayang, Siyasah Idariah, Pembinaan, Pengawasan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Demi mencapai tujuan pembangunan nasional yang terarah dan sesuai 

dengan apa yang diharapkan, yaitu mampu mewujudkan keadilan dan 

kesejahteraan, oleh karena itu pembangunan harus dilakukan secara merata 

sampai pada pelosok-pelosok daerah. Adapun beberapa cara atau mekanisme 

yang dapat dilakukan yaitu dengan memberikan kesempatan kepada 

pemerintah daerah untuk bisa mengurus dan mengatur proses 

pembangunannya sendiri melalui konsep otonomi daerah. 

Dalam pelaksanaannya, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-

Undang Otonomi Daerah, konsep otonomi daerah tentu dilaksanakan dengan 

memberikan kesempatan yang seluas-luasnya pada daerah tersebut, tetapi 

setiap daerah yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan otonomi 

daerah, harus bisa bertanggung jawab kepada daerah itu sendiri.
1
 

Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah akan mengakibatkan suatu 

perubahan struktural, fungsional dan bahkan kultural dalam tatanan 

penyelenggaraan pemerintah daerah. Salah satu perubahan yang bisa dilihat 

adalah bagaimana kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangan seorang 

pemimpin kecamatan atau yang biasa disebut camat. 

Dengan terjadinya perubahan pada tatanan penyelenggaraan 

pemerintah daerah tadi, yang semula pemerintah kecamatan sebagai kepala 

                                                             
1
 Abdul Kholiq Azhari dan Abul Haris Suryo Negoro, Desentralisasi dan Otonomi Daerah di 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, (Malang: Intrans Publishing, 2019), 19. 
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wilayah berubah menjadi wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah. 

Sehingga dengan terjadinya perubahan seperti itu akan menimbulkan 

perubahan hubungan antara pemerintah kecamatan dengan pemerintah desa.
2
 

Seorang camat adalah orang yang menyelenggarakan pemerintahan di 

kecamatan yang menerima mandat dari pemerintah kota atau kabupaten dalam 

hal ini yaitu seorang bupati, untuk bisa menyelenggarakan dan melaksanakan 

tugas-tugas nya di kecamatan. Adapun tugas pokok seorang camat adalah 

sebagai pelaksana kebijakan di daerahnya sesuai bidang dan tugasnya masing-

masing. Camat mempunyai tanggung jawab baik dari teknis operasional 

maupun administratif kepada bupati melalui sekretaris daerah, dalam 

menyelenggarakan tugasnya camat dituntut untuk mampu menjalin hubungan 

dengan instansi yang lain yang berkaitan dengan fungsinya.
3
 

Pemerintah kecamatan sebagai suatu organisasi pemerintah daerah 

yang secara strategis langsung berhadapan dengan masyarakat, maka harus 

bisa membangun dan memberdayakan masyarakat di lingkup daerahnya, 

sesuai dengan apa yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-

undangan. 

Pasal 10 

Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas: 

a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan 

sesuai dengan ketentuan peraturan penrndang-undangan yang 

mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;  

b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:  

                                                             
2
 Moh. Sulfikar Suling, “Kedudukan Camat Menurut UU No. 32 Tahun 2004  Dan Implikasinya 

Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Di Era Otonomi Daerah,“ Jurnal Media Hukum 1: 43. 
3
 Dadang Supriatna, “Pembinaan dan Pengawasan Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa di Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Sumedang,” Jurnal MODERAT 6, no. 2 (2020): 314. 
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1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan 

pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan;  

2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan 

masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di 

wilayah kerja Kecamatan;  

3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah 

Kecamatan; dan 

4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di 

wilayah kerja Kecamatan kepada bupati/wali kota; 

c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan 

ketertiban umum, meliputi:  

1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah 

Kecamatan; 

2.  harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh 

masyarakat; dan 

3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban 

kepada bupati/wali kota;  

d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan 

Peraturan Kepala Daerah, meliputi: 

1. Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya 

di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau 

Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan 

2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan 

perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali 

kota; 

e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan 

umum, meliputi: 

1. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal 

yang terkait; 

2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan 

umum yang melibatkan pihak swasta; dan 

3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas 

pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali 

kota; 

f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat 

Kecamatan, meliputi: 

1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat 

daerah dan instansi terkait; 

2. efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat 

Kecamatan; 

3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat 

Kecamatan kepada bupati/wali kota; 

g. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa; 
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h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 

kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat 

daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan, meliputi: 

1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di 

Kecamatan; 

2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di 

wilayahnya; 

3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah 

Kecamatan; dan 

4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di 

wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota melalui sekretaris 

daerah; dan 

i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan 

 

Dalam peraturan pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan 

disebutkan pada Pasal 10 huruf g bahwa Camat dalam memimpin Kecamatan 

menjalankan tugas membina dan mengawasi pelaksanaan pemerintahan desa 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa
4
, 

yaitu Undang-Undang No. 6 Tahun 2004 tentang Desa. 

Adapun pertimbangan dari dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini 

yaitu sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah yang 

dimaksud yaitu sebagai bahan pelaksanaan dari Pasal 228 dan Pasal 230 UU 

No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Oleh karenanya perlu 

kemudian untuk mengeluarkan peraturan pemerintah tersebut. Dalam pasal 

tersebut dijelaskan bahwa ketentuan tentang kecamatan, akan lebih lanjut 

dijelaskan di Peraturan Pemerintah, sehingga disahkanlah Peraturan 

Pemerintah tentang Kecamatan tersebut. 

Peran pemerintah sangatlah penting dan sangat berpengaruh terhadap 

pembangunan yang ada di dalam masyarakat, melalui ketentuan huruf g Pasal 

                                                             
4
 Sekretariat Negara RI Peraturan Pemerintah  No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan 
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10 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, di mana 

kecamatan menjalankan pembinaan dan pengawasan terhadap berlangsungnya 

pemerintahan di tingkat desa, agar masyarakat dapat dipastikan memperoleh 

pelayanan yang memuaskan, sehingga visi pembangunan nasional dengan 

mudah dapat tercapai karena salah satunya peran kecamatan yang mampu 

menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat. 

Tujuan dari pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah kecamatan 

(Camat) kepada pemerintah desa (Kepala Desa/Kades) adalah untuk 

meningkatkan kemampuan para pegawainya, baik dari keterampilan dan 

pengetahuan pegawai dalam suatu organisasi. Kegiatan pembinaan tersebut 

meliputi pengarahan, bimbingan, dan pelatihan. 

Pembinaan sendiri adalah sebuah proses untuk memelihara, melatih, 

menambah pengetahuan supaya menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. 

Tujuan adanya pembinaan adalah supaya menambah kemampuan, 

kedisiplinan, semangat dan kegairahan dalam bekerja. Adapun pembinaan 

tersebut bisa dilakukan dengan berbagai cara di antaranya melalui, 

penyuluhan, pengarahan dan bimbingan.
5
 

Dalam hal pembinaan seorang camat mempunyai peranan yang 

sangatlah penting, karena dalam satu kecamatan mencakup beberapa desa. 

Oleh sebab itu pembinaan ini adalah kewajiban dengan tujuan menciptakan 

sebuah tata tertib administrasi pemerintahan dalam poses apapun seperti 

pembuatan peraturan desa, maupun keputusan kepala desa. Sehingga apa yang 

                                                             
5
 Dadang Supriatna, “Pembinaan dan Pengawasan Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa di Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Sumedang,” Jurnal MODERAT 6, no. 2 (2020): 311. 
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dihasilkan nantinya akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Pemerintah kecamatan harus memberikan pelayanan-pelayanan yang 

berkaitan dengan keadministrasian di desa. Seorang camat mempunyai 

wewenang untuk dapat melakukan pengawasan dan pembinaan kepada kepala 

desa walaupun secara  de jure kepala desa dipilih langsung oleh rakyat bukan 

oleh camat, akan tetapi mengenai wilayah desa adalah sebuah wilayah yang 

terdapat dalam suatu kecamatan, oleh karena itu seorang camat mempunyai 

hak untuk membina dan mengawasi kepala desa. 

Selain tugas yang telah disebutkan di atas, camat juga mempunyai 

wewenang dalam melakukan pengawasan kepada perangkat-perangkat desa 

supaya mengetahui tugas apa saja yang sudah terlaksana maupun yang belum 

terlaksana kepada masyarakatnya. Setelah melakukan pengawasan kepada 

kepala desa dan perangkat-perangkatnya, maka tugas selanjutnya adalah 

Camat melaporkan hasil dari pengawasan dan pembinaan kepada 

Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah untuk dijadikan bahan evaluasi 

selanjutnya. 

Dalam melakukan pembinaan dan juga pengawasan diperlukan adanya 

kerja sama yang baik antara kepala desa dengan kepala kecamatan. Kerja 

sama itu sendiri adalah faktor yang sangat penting dalam tercapainya tujuan 

pemerintah dalam menjalankan fungsinya. 

Selain kerjasama, hal lain yang dibutuhkan adalah komunikasi yang 

baik masing-masing pihak. Sering sekali terjadi kegagalan yang disebabkan 
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kurangnya jalinan komunikasi yang baik antara pemerintah kecamatan dengan 

pemerintah desa. Oleh karenanya, komunikasi menjadi bagian penting dalam 

rangka menjalankan tugas kecamatan berupa pembinaan dan pengawasan 

kepada pemerintah desa. 

Kecamatan Mayang sendiri sebagai objek kajian dalam penelitian ini, 

terletak di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Luas wilayah Kecamatan Mayang 

yaitu 63,78 km2 yang terdiri dari 7 desa yaitu : Seputih, Sidomukti, Sumber 

Kejayan, Tegalwaru, Mayang, Mrawan dan Tegalrejo. Kecamatan Mayang 

memiliki 24 sekolah dasar, 13 Madrasah Ibtidaiyah, 6 sekolah menengah, 14 

Madrasah Tsanawiyah, 1 Sekolah Menengah Atas, 5 Madrasah Aliyah, dan 5 

Sekolah Menengah Kejuruan yang tersebar di masing-masing desa. 

Sedangkan jumlah penduduk usia 5 tahun ke atas sebanyak 44.580 jiwa. 

Beberapa alasan peneliti sehingga mengambil Kecamatan Mayang 

sebagai lokasi penelitian adalah, karena Kecamatan Mayang pernah menjadi 

kecamatan yang memiliki penduduk miskin paling tinggi setelah Kecamatan  

Sumber Baru dengan jumlah 7.526 orang.
6
 Selain itu, lokasi Kecamatan 

Mayang juga cukup dekat dengan Pemerintah Kabupaten Jember. Biasanya 

daerah kecamatan yang berdekatan dengan pemerintah pusat/kabupaten 

memiliki tingkat kemakmuran yang lebih tinggi dari pada kecamatan lainnya. 

Namun, di sini kita dapat melihat bahwa Kecamatan Mayang justru masih 

dalam tahap perkembangan. Sehingga peneliti tertarik untuk melihat sejauh 

                                                             
6
 Bappeda, Kabupaten Jember, 2012. 
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mana progress yang dilakukan oleh Kecamatan Mayang dalam menjalankan 

tugas dan perannya.   

Seorang camat mempunyai wewenang dalam menjalankan 

pemerintahan di tingkat kecamatan, serta bertanggung jawab kepada 

bupati/walikota untuk melaporkan hasil kinerjanya seperti melakukan 

pengawasan dan pembinaan kepada kepala desa dan perangkat-perangkat 

sebagai evaluasi dari program otonomi daerah. Penyelenggaraan kecamatan 

baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya harus sesuai 

dengan peraturan pemerintah. Penyerahan laporan desa kepada kecamatan 

harus sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh pihak kecamatan.
7
 

Tugas atau peran yang telah disebutkan di atas, menjadi penting untuk 

terus dilakukan baik oleh pemerintah kecamatan yang bertugas melakukan 

pembinaan dan pengawasan terhadap desa, termasuk desa yang juga menjadi 

bagian dari unit pemerintahan di negara Indonesia. Jika tugas atau peran telah 

dijalankan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka tujuan 

dari Pancasila khususnya pada sila kelima yaitu keadilan bagi seluruh rakyat 

di Indonesia dapat tercapai. 

Di sisi lain, Islam dengan kesempurnaannya turut mengatur kehidupan 

umat manusia termasuk dalam bidang pemerintahan. Hal ini dapat dilihat 

dalam konsep Fiqih Siyasah yang dikenal dalam dunia Islam. Fiqih Siyasah 

adalah ilmu fiqih yang di dalamnya menjelaskan tentang konsep-konsep dasar 

negara yang bernafaskan Islami, khususnya mengenai penetapan hukum, 

                                                             
7
 Dadang Supriatna, “Pembinaan dan Pengawasan Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa di Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Sumedang,” Jurnal MODERAT 6, no. 2 (2020): 315 
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aturan-aturan pemerintahan, lembaga-lembaga pemerintahan yang mempunyai 

tujuan mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan manusia.
8
 Seperti apa 

yang sudah dijelaskan pada kaidah fiqih di bawah ini; 

 جلب المصالح ودرء المفاسد
Artinya: “Meraih yang maslahat dan menolak yang mafsadat” 

Untuk mendapatkan kemaslahatan di tingkat desa sebenarnya banyak 

cara yang bisa dilakukan, salah satunya dengan cara menggunakan prinsip 

Siyasah Syar’iyyah yaitu sebuah cara untuk dapat mendapatkan kemaslahatan. 

Prinsip Siyasah Syar’iyyah adalah mengelola masalah-masalah yang terkait 

dengan pemerintahan Islam yang menjamin akan terciptanya kemaslahatan 

dan terhindarnya dari kemudharatan untuk masyarakat Islam, dengan tidak 

bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Seperti bunyi kaidah dibawah ini 

“Meraih yang maslahat dan menolak yang mufsadat”
9
 

Kaidah ini menerangkan bahwa Allah mensyariatkan hukum agar bisa 

mengambil kemaslahatannya dan supaya terhindar dari kemudharatan. Bentuk 

kemudharatan sendiri banyak macamnya, adapun dalam sistem pemerintahan 

kemudharatan sering terjadi karena beberapa kasus, seperti; korupsi, kolusi, 

dan nepotisme. Padahal, upaya pencegahan sudah dicoba untuk 

memberantasnya, namun hal ini belum bisa menghentikan permasalahan 

tersebut. Cara yang bisa dilakukan untuk dapat melihat bagaimana maju 

tidaknya sebuah negara yaitu dengan melihat dari administrasi di 

pemerintahan tersebut. 

                                                             
8
 Agung Pangestu Adi Rahmana, “Tinjauan Fiqih Siyasah Syar’iyyah Terhadap Prinsip-Prinsip 

Good Governance (Studi Kasus Kelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota 

Pematangsiantar)” (Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2018,), 78. 
9
 Abu Bakar al-ahdaly, al-faraidul bahiyyah (Kediri:  Hidayatul Mubtadiin), 27. 
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Berkaitan dengan ini, dalam konsep Siyasah Syari`Iyah terdapat istilah 

Siyasah Idariyah atau juga dikenal dengan administrasi negara. Menurut 

Imam al-Mawardi dalam kitabnya yang berjudul al-Ahkam al-Sulthaniyyah, 

bahwa lingkup kajian fiqih siyasah di antaranya tentang siyasah dusturiyah 

(peraturan perundang-undangan), siyasa maliyyah (ekoomi dan moneter), 

siyasah harbiyyah (hukum perang), siyasah qadha`iyyah (administrasi 

negara).
10

 

Konsep dari Siyasah Idariyah pernah dicontohkan pada masa 

pemerintahan Nabi Muhammad Saw. Nabi sebagai kepala pemerintahan 

mengangkat Zaid bin Tsabit sebagai sekretaris negara yang bertugas mencatat 

mengenai administrasi negara. Sepeninggal Rasulullah estafet pemerintahan 

dilanjutkan oleh para khulafaur rasyidin yaitu Abu Bakar Ash Shidiq. Pada 

masa pemerintahannya Abu Bakar juga mengangkat beberapa orang untuk 

membantunya dalam mengurus administrasi pemerintahan, kemudian 

dilanjutkan oleh Umar bin Khattab, dilanjutkan oleh Usman bin Affan hingga 

kemudian dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Perhatian terhadap administrasi 

negara ini terus dilakukan hingga sampai sekarang. 

Siyasah Idariyah sendiri pada zaman sekarang adalah merupakan suatu 

jalan untuk dapat membentuk pemerintahan yang baik. Siyasah Idariyah ini 

menerangkan tentang apa yang ada di dalam pemerintahan, seperti 

kewenangan, lembaga-lembaga dan badan-badan pemerintahan. Siyasah 

Idariyah ini tentu juga berpedoman pada Al-Qur’an, As-Sunnah, Ijma’, Qiyas, 

                                                             
10

 Imam al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyah, Sistem Pemerintahan Khilafah Islam, (Jakarta: Qisthi 

Press, 2017), 213.  
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dan juga dari sumber-sumber yang lain. Dalam menjalankan pemerintahan 

dibutuhkan seorang pemimpin yang mengerti dan mengikuti apa yang sudah 

dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw. Sebagaimana dijelaskan dalam 

kaidah berikut ini. 

 “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya tergantung pada 

kemaslahatan” 

 

Kaidah tersebut menjelaskan bagaimana peran yang sangat penting 

sebagai seorang pemimpin, karena pemimpin harus bisa memutuskan 

kebijakan yang memberikan kemaslahatan bagi yang dipimpin. 

Oleh karenanya bagi peneliti menarik untuk dilakukan kajian terkait 

“Implementasi Pasal 10 huruf g PP No. 17 Tahun 2018 Tentang 

Kecamatan Perspektif Siyasah Idariyah (Studi Kecamatan Mayang 

Kabupaten Jember)” 

B. Fokus Penelitian 

Berangkat dari latar belakang di atas, maka terdapat beberapa fokus 

dalam penelitian ini, di antaranya; 

1. Bagaimana implementasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan 

pemerintahan desa di Kecamatan Mayang? 

2. Apa saja faktor penghambat dalam implementasi pembinaan dan 

pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Mayang? 

3. Bagaimana implementasi pembinaan dan pengawasan oleh Kecamatan 

Mayang terhadap desa perspektif Siyasah Idariyah? 
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C. Tujuan Penelitian 

Dari fokus penelitian di atas, terdapat beberapa tujuan yang hendak 

dicapai oleh penulis dalam penelitian ini, di antaranya: 

1. Mengetahui implementasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan 

pemerintahan desa di Kecamatan Mayang 

2. Mengetahui faktor penghambat dalam implementasi pembinaan dan 

pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Mayang 

3. Mengetahui implementasi pembinaan dan pengawasan oleh Kecamatan 

Mayang terhadap desa perspektif Siyasah Idariyah 

D. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini, diharapkan mampu memberikan manfaat baik 

secara teoritis maupun praktis di antaranya sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran 

ataupun konsep yang berkaitan dengan implementasi Pasal 10 huruf g PP 

No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan perspektif Siyasah Idariyah. Selain 

itu, penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi sumber rujukan dari 

penelitian yang tentunya berkaitan. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan yang berkaitan 

dengan bentuk implementasi pemerintah daerah, yaitu kecamatan 

dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah 
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desa. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan gambaran 

terhadap bentuk implementasi pembinaan dan pengawasan yang 

dilakukan oleh kecamatan. 

b. Bagi Masyarakat 

Bagi masyarakat luas lebih memahami ataupun lebih 

mengetahui tentang perilaku yang pantas terhadap pemerintah desa dan 

pemerintah kecamatan. 

E. Definisi Istilah 

Definisi istilah yaitu berisi tentang istilah-istilah penting yang menjadi 

titik perhatian peneliti dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi 

kesalahpahaman makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti.
11

 

Maka dari itu peneliti akan mendefinisikan kata kunci dalam judul penelitian 

ini. Definisi istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

1. Implementasi 

Ahmad Joko Susila menerangkan bahwasanya implementasi 

merupakan sebuah penerapan terhadap suatu teori, konsep, peraturan, 

kebijakan dan sebagainya ke dalam suatu bentuk tindakan atau praktik 

yang dapat memberikan sebuah dampak, seperti berwujud perubahan 

keterampilan dan pengetahuan serta sikap.
12

 Jika dilihat dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, implementasi juga memiliki makna berupa 

penerapan atau pelaksanaan. Artinya, implementasi dalam hal ini adalah 

                                                             
11

 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: IAIN Jember Press, 2019), 101. 
12

 Abdul Majid, Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis Dan Praktis, (Bandung: Interes 

Media, 2014), 6. 
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suatu bentuk praktik dari konsep atau materi yang dilakukan oleh 

seseorang untuk mewujudkan sebuah perubahan. 

2. Peraturan Pemerintah 

Peraturan Pemerintah merupakan seperangkat peraturan yang 

dikeluarkan oleh seorang presiden dalam upaya menjelaskan lebih lanjut 

terkait praktik pelaksanaan yang diatur dalam peraturan di atasnya, dalam 

hal ini berupa Undang-Undang. Peraturan Pemerintah juga dapat diartikan 

sebagai peraturan yang dibentuk untuk menjalankan peraturan perundang-

undangan yang berada di atasnya dalam rangka menjalankan 

pemerintahan.
13

 

3. Kecamatan 

Kecamatan merupakan bagian dari pemerintahan yang dipimpin 

oleh seorang camat dan terdapat di dalam suatu wilayah atau daerah di 

pemerintahan tingkat kabupaten atau kota. Misalnya sebagaimana 

dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Perangkat Daerah bahwa “Pemerintah daerah di tingkat kabupaten 

atau kota terbagi menjadi dua. Pertama, pemerintahan kecamatan yang 

dipimpin oleh camat. Kedua pemerintah desa atau lurah yang dipimpin 

oleh kepala desa.” Maka pemerintahan daerah tingkat kecamatan menjadi 

perangkat daerah di tingkat pemerintahan kabupaten atau kota.   

4. Pembinaan 

Pembinaan adalah suatu praktik berupa aktivitas yang dapat 

menghasilkan suatu tindakan yang lebih baik. Maka pembinaan senantiasa 

                                                             
13

 Narsih, “Pemerintah Daerah” CUSS, 12 Januari 2021,  

http://jdih.dgip.go.id/produk_kategori/view/id/3/t 

http://jdih.dgip.go.id/produk_kategori/view/id/3/t
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memiliki visi berupa kemajuan atau peningkatan terhadap sesuatu. 

Terdapat beberapa hal penting dari pengertian pembinaan. Pertama, 

pembinaan berupa tindakan. Kedua, pembinaan dapat mengarah kepada 

perbaikan atas sesuatu.
14

 

5. Pemerintah Desa 

Desa merupakan suatu bagian dari pemerintahan suatu negara di 

tingkat bawah yang ada di Indonesia. Pemerintahan desa yang dipimpin 

langsung oleh seorang kepala desa. Dalam menjalankan roda 

pemerintahan desa, kepala desa juga dibantu oleh perangkat desa.
15

 

6. Siyasah Idariyah 

Siyasah Idariyah juga bisa disebut sebagai ilmu Hukum 

Administrasi Negara (HAN), hal ini karena Siyasah Idariyah adalah 

masdar dari asal kata adara asy-syay`a yudiruhu idarah yang memiliki 

makna mengatur sesuatu atau menjalankan sesuatu.
16

 

Adapun perbedaannya yaitu Hukum Administrasi Negara sumber 

hukumnya berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam 

suatu negara (hukum positif), sedangkan siyasah idariyah bersumber dari 

hukum vertikal dan horizontal. Sumber vertikal yaitu al-quran dan hadis 

seperti pada umumnya, sedangkan sumber horizontal yaitu dari manusia 

dan lingkungannya.
17

 

 
                                                             
14

 Mifta Thoha, Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2005), 181. 
15

 Hengki Andora, “Desa Sebagai Unit pemerintah Terendah Di kota Pariaman,” jurnal Ilmu 

Hukum 2, no. 2: 12. 
16

 Ahmad Sukardja, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih 

Siyasah (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 238. 
17

 Ahmad Sukardja, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam perspektif fikih 

siyasah (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), 240. 
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F. Sistematika pembahasan 

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan 

skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.
18

 Adapun 

sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan merupakan dasar atau pijakan dalam penelitian 

yangmeliputi: latar belakang masalah, fokus kajian, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan. Adapun fungsi bab ini 

nantinya dapat memberikan gambaran secara umum mengenai pembahasan 

dan tujuan yang akan ditulis dalam penelitian skripsi. 

BAB II Kajian pustaka merupakan bagian bab yang di dalamnya terdiri 

dari penelitian terdahulu dan kajian teori. Tujuannya yaitu dapat memberikan 

pola pikir dan teori yang akan dipakai oleh penulis selama proses penelitian 

berlangsung. 

BAB III Dalam bab tersebut menjelaskan tentang metode penelitian 

yang akan digunakan oleh peneliti selama menjalani proses penelitian 

khususnya dalam upaya mengetahui bentuk implementasi pembinaan dan 

pengawasan yang dilakukan oleh Kecamatan Mayang Jember. 

BAB IV Bab ini berisi tentang penyajian data dan analisis, di dalamnya 

akan menjelaskan tentang gambaran objek penelitian, penyajian data dan 

analisis, serta pembahasan temuan terkait hasil penelitian tentang 

implementasi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Kecamatan 

Mayang Jember. 

BAB V Bab ini berupa penutup yang berisi tentang kesimpulan dan 

saran-saran konstruktif dari penulis. 

                                                             
18

 Penyusun, Pedoman Penulisan, 53. 
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BAB II 

KAJIAN KEPUSTAKAAN 

A. Penelitian Terdahulu 

Sebelum melakukan penelitian, terdapat beberapa penelitian yang 

dilakukan dan berhubungan, sehingga membantu penulis untuk 

mengembangkan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan 

dengan peran kecamatan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan 

terhadap pemerintah desa atau penelitian yang berkaitan dengan Siyasah 

Idariah. Berikut beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya di 

antaranya; 

1. Skripsi yang ditulis oleh Laela Aryani dengan judul penelitian 

“Implementasi Good Governance di Desa Rempoah Kecamatan 

Baturraden Kabupaten Banyumas Perspektif Sisayah Idariyah”. Dalam 

penelitian ini ditemukan bahwa konsep dari siyasah idariyah telah 

dijalankan dengan indikator adanya sikap profesionalitas dan pelayanan 

yang cepat dan sigap dari para perangkat desa. Tentu penelitian ini 

berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, di mana skripsi ini ingin 

melihat penerapan good governance yang dilakukan oleh pemerintah desa 

ditinjau dari perspektif Siyasah Idariyah, sedangkan penelitian yang akan 

ditulis oleh peneliti, akan mengkaji terkait pelaksanaan pengawasan dan 

pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah camat kepada pemerintah 

desa. Meskipun demikian, penelitian ini juga terdapat kesamaan, yaitu 

17 
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dengan menjadikan konsep Siyasah Idariyah sebagai pisau analisis dalam 

kedua penelitian ini. 

2. Penelitian selanjutnya berupa jurnal ilmiah yang ditulis oleh Dadang 

Supriatna dengan judul penelitian “Pembinaan dan Pengawasan Camat 

dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan Tanjungsari 

Kabupaten Sumedang” Dalam penelitian ini terdapat beberapa konteks 

yang sama dengan penelitian skripsi ini, salah satunya yaitu sama-sama 

mengkaji pembinaan dan pengawasan camat terhadap pemerintah desa. 

Walaupun demikian, penelitian ini juga terdapat perbedaan dengan 

penelitian yang akan ditulis oleh peneliti, yaitu peneliti mengkaji 

pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan 

terhadap pemerintah desa dengan dilihat dari sudut pandang Siyasah 

Idariyah. 

3. Penelitian selanjutnya berupa skripsi yang ditulis Nuzul Fitra Salam 

dengan judul penelitian “Kedudukan Fungsi Camat Sebagai Penghubung 

Pemerintahan Kabupaten Dengan Pemerintahan Desa Berdasarkan PP No. 

17 Tahun 2018”. Terdapat beberapa persamaan antara skripsi ini dengan 

penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Persamaan ini terletak pada 

kajian mengenai hubungan pemerintah camat dengan pemerintah desa 

menurut PP No. 17 Tahun 2018. Namun juga terdapat perbedaan antara 

keduanya, yaitu dalam penelitian ini menjadikan konsep Siyasah Idariyah 

sebagai pisau analisa. 
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4. Kemudian penelitian skripsi yang ditulis oleh Al Amin Syukur dengan 

judul “Peran Camat dalam Melakukan Pembinaan Aparatur Desa di 

Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaoro Jambi”. Penelitian ini 

mengkaji mengenai langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah 

kecamatan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 

pemerintah desa. Meski demikian, penelitian ini tidak menjadikan konsep 

Siyasah Idariyah sebagai kajian analisis, sehingga menjadikan penelitian 

skripsi ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan. Persamaan dari 

penelitian ini dengan penelitian yang akan ditulis, adalah sama-sama 

membahas tentang pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintah 

kecamatan terhadap pemerintah desa. 

5. Kemudian terdapat penelitian skripsi yang ditulis oleh Roza Nanda Saputri 

dengan judul penelitian “Upaya Camat dalam Membina Aparatur Desa” 

Penelitian ini mengkaji kewenangan camat dalam melakukan pembinaan 

terhadap aparatur desa. Artinya penelitian ini juga mengkaji bagaimana 

cepat melakukan upaya terhadap tugasnya dalam membina aparatur desa. 

Penelitian ini juga terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan ditulis 

oleh peneliti yaitu tidak menjadikan siyasah idariyah sebagai analisis 

kajiannya. 

Penelitian-penelitian yang pernah ditulis di atas, dapat disimpulkan 

bahwa tidak terdapat penelitian yang sama persis dengan penelitian ini. 

Sehingga penelitian yang akan ditulis dengan judul “Implementasi Pasal 10 

huruf g PP No. 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan Perspektif Siyasah 
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Idariyah (Studi Kecamatan Mayang Kabupaten Jember)” masih sangat 

menarik untuk dilakukan karena terdapat novelty atau kebaharuan dengan 

penelitian lainnya. 

Tabel 2.1 

Kajain Terdahulu 

 

No Nama Judul Penelitian Persamaan Perbedaan 

1 Laela 

Aryani 

“Implementasi 

Good Governance 

di Desa Rempoah 

Kecamatan 

Baturraden 

Kabupaten 

Banyumas 

Perspektif 

Sisayah Idariyah” 

Kedua penelitian 

ini sama-sama 

menjadikan 

Siyasah Idariyah 

sebagai perspektif 

kajian 

Penelitian ini 

tidak mengkaji 

mengenai 

pelaksanaan 

pemerintah 

kecamatan 

dalam 

melakukan 

pembinaan dan 

pemerintah 

daerah terhadap 

pemerintah desa. 

2 Dadang 

Supriatna 

“Pembinaan dan 

Pengawasan 

Camat dalam 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan 

Desa di 

Kecamatan 

Tanjungsari 

Kabupaten 

Sumedang” 

Penelitian ini sama-

sama mengkaji 

terkait pelaksanaan 

pemerintah 

kecamatan dalam 

melakukan 

pembinaan dan 

pemerintah daerah 

terhadap 

pemerintah desa. 

Tidak 

menjadikan 

Siyasah Idariyah 

sebagai 

perspektif kajian 

3 Nuzul Fitra 

Salam 

“Kedudukan 

Fungsi Camat 

Sebagai 

Penghubung 

Pemerintahan 

Kabupaten 

Dengan 

Pemerintahan 

Desa Berdasarkan 

PP No. 17 Tahun 

2018” 

Persamaan ini 

terletak pada kajian 

mengenai 

hubungan 

pemerintah camat 

dengan pemerintah 

desa menurut PP 

No. 17 Tahun 2018 

Tidak 

menjadikan 

Siyasah Idariyah 

sebagai 

perspektif kajian 

4 Al Amin 

Syukur  

“Peran Camat 

dalam Melakukan 

Pembinaan 

Penelitian ini sama-

sama mengkaji 

terkait pelaksanaan 

Tidak 

menjadikan 

Siyasah Idariyah 
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Aparatur Desa di 

Kecamatan 

Sungai Gelam 

Kabupaten Muaro 

Jambi” 

pemerintah 

kecamatan dalam 

melakukan 

pembinaan dan 

pemerintah daerah 

terhadap 

pemerintah desa. 

sebagai 

perspektif kajian 

5 Roza Nanda 

Saputri 

“Upaya Camat 

dalam Membina 

Aparatur Desa” 

Penelitian ini sama-

sama mengkaji 

terkait pelaksanaan 

pemerintah 

kecamatan dalam 

melakukan 

pembinaan dan 

pemerintah daerah 

terhadap 

pemerintah desa. 

Tidak 

menjadikan 

Siyasah Idariyah 

sebagai 

perspektif kajian 

 

B. Kajian Teori 

Teori yang dicantumkan di bawah ini guna menjadi pedoman dalam 

proses penelitian yang akan dilakukan, agar mendapatkan hasil penelitian 

yang berkualitas. Maka dari itu, kajian teori wajib untuk dicantumkan dalam 

suatu penelitian ilmiah. Selain itu, kajian teori juga dapat memberikan potret 

tentang teori yang nantinya akan ditulis oleh peneliti. 

1. Pengertian Implementasi 

Implementasi merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang telah 

direncanakan, tersusun dan sistematis. Pada umumnya implementasi baru 

dilakukan setelah melalui proses perencanaan yang sempurna. Lebih lanjut 

Nurdin Usman menjelaskan, bahwa implementasi bukan hanya sekedar 

tindakan, melainkan sebagai aksi, tindakan atau perbuatan yang terkonsep 

secara matang untuk mencapai tujuan dari kegiatan yang dilakukan.
19

  

                                                             
19

 Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum (Jakarta: Grasindo, 2002), 70.  
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Secara bahasa, implementasi kalau ditinjau ke dalam bahasa 

Inggris adalah Implement artinya melaksanakan. Artinya implementasi 

umumnya dilakukan ketika perencanaan telah matang.
20

 Berikut pendapat 

beberapa tokoh dalam karyanya yang memberikan arti terhadap maka 

implementasi. 

Guntur Setiawan menjelaskan implementasi merupakan kegiatan 

atau aktifitas yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh 

sesuai dengan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.
21

 

Sedangkan menurut Purwanto dan Sulistyastuti, implementasi 

dimaknai dengan kegiatan yang menyalurkan suatu kebijakan (to deliver 

policy output) yang dilaksanakan oleh para implementor terhadap anggota 

kelompok yang menjadi sasaran (target group) dalam rangka mewujudkan 

kebijakan.
22

 

2. Pemerintah Kecamatan 

Kecamatan adalah daerah kabupaten yang dijadikan sebagai 

wilayah kerja camat. Camat bukanlah kepala wilayah, melainkan sebagai 

perangkat daerah di wilayah kabupaten atau kota.
23

 Dalam Peraturan 

Pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan disebutkan 

bahwasanya kecamatan merupakan wilayah kerja perangkat daerah yang 

dipimpin oleh camat dan menjadi bagian dari wilayah kabupaten.
24

 

                                                             
20

 E. Mulyasa, Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Jakarta, Bumi Aksara, 2013), 

56.  
21

 Guntur Setiawan, Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan, (Jakarta, Balai Pustaka, 2004), 

39. 
22

 Purwanto dan Sulistyastuti, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan 

(Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 21. 
23

 Nurcholis, Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Jakarta, Grasindo, 2005), 133. 
24

 Sekretariat Negara RI, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, Pasal 

2 Ayat (1). 
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Melalui sistem otonomi daerah, pemerintah pusat dapat 

menyelenggarakan urusannya sendiri atau dapat pula dilimpahkan kepada 

pemerintah daerah atau pemerintah kecamatan. 

Pemerintah kecamatan bertanggung jawab kepada pemerintah 

kabupaten/kota. Demikian, pemerintah kecamatan dalam pelaksanaannya 

mendapatkan tugas berupa kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota 

untuk menjalankan otonomi daerah dan tugas-tugas pemerintahan. 

Beberapa tugas camat dalam menjalankan suatu pemerintahan di 

antaranya: 
25

 

Pasal 10 

Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas: 

a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat 

Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan penrndang-

undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;  

b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:  

 

1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan 

pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan;  

2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan 

masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di 

wilayah kerja Kecamatan;  

3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah 

Kecamatan; dan 

4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di 

wilayah kerja Kecamatan kepada bupati/wali kota; 

 

c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan 

ketertiban umum, meliputi:  

 

1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah 

Kecamatan; 

                                                             
25

 Sekretariat Negara RI, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, Pasal 

10 
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2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh 

masyarakat; dan 

3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban 

kepada bupati/wali kota;  

 

d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan 

Peraturan Kepala Daerah, meliputi: 

 

1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di 

bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau 

Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan 

2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan 

perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali 

kota; 

 

e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan 

umum, meliputi: 

1. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal 

yang terkait; 

2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan 

umum yang melibatkan pihak swasta; dan 

3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas 

pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali 

kota; 

f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di 

tingkat Kecamatan, meliputi: 

 

1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat 

daerah dan instansi terkait; 

2. efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat 

Kecamatan; dan  

3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat 

Kecamatan kepada bupati/wali kota; 

 

g. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

mengatur desa; 

h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja 

perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan, meliputi: 

 

1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di 

Kecamatan; 

2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di 

wilayahnya; 
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3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di 

wilayah Kecamatan; dan 

4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat 

di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota melalui 

sekretaris daerah; dan 

 

i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan 

 

Dalam hal pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh 

pemerintah kecamatan terhadap pemerintah desa, kemudian hasil dari 

tugas tersebut selanjutnya akan dikirimkan kepada Pemerintah 

Kabupaten/Kota melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan laporan yang 

kemudian dijadikan bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten. Selain 

bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa, 

Camat juga mendapat tugas dari bupati/walikota dalam aspek-aspek 

perijinan, koordinasi, pengawasan, pembinaan, rekomendasi, fasilitasi, 

penetapan, penyelenggaraan dan tugas lainnya.
26

 

Pelimpahan wewenang kepada pemerintah kecamatan oleh 

pemerintah kabupaten dalam rangka efisiensi dan eksternalitas.
27

 Efisiensi 

yang dimaksud yaitu urusan pemerintahan yang dinilai lebih efisien 

dilakukan oleh pemerintah kecamatan. Adapun eksternalitas yaitu urusan 

pemerintahan yang dipandang dari akibat yang akan ditimbulkannya. Jika 

lebih berdampak melalui pemerintah kecamatan, maka akan menjadi 

kewenangan kecamatan. 

  

                                                             
26

 Pasal 15 Ayat (2) 
27

 Pasal 15 Ayat (4) 
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3. Pengertian Fiqh Siyasah  

Fiqh Siyasah ialah kalimat majemuk dari asal kata fiqh dan 

siyasah. Secara lughowi, berasal dari bentuk kata masdhar fuqiha-

yafqahu-fiqhan yang artinya pemahaman yang mendalam serta akurat 

dalam memahami ucapan dan tindakan tertentu. Secara istilah, ilmu 

mengenai hukum syara’ yang membahas perbuatan sebagaimana dalil-

dalilnya secara rinci.
28

 

Istilah siyasah merupakan saduran dari Bahasa Arab asli. Siyasah 

mempunyai ragam makna, di antaranya pengarahan, perbaikan, bimbingan 

dan pengaturan. Istilah siyasah termasuk kata yang yang uniterm, artinya 

dapat dipakai dalam banyak makna, tidak hanya pada satu makna saja, 

bahkan juga memuat signifikansi. Oleh karenanya istilah siyasah dapat 

dipakai pada lebih satu makna.
29

  

Fiqh siyasah pada dasarnya akan selalu berbicara tentang 

perundang-undangan. Termasuk juga hubungan masyarakat dengan 

warganya dan warga negara lainnya, hubungan antar negara, hubungan 

antar lembaga negara. Maka setelah dilihat dari segi bahasa, siyasah 

adalah mengurus, mengatur atau memerintah kaum. Adapun secara istilah, 

siyasah adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan 

syara.
30

 

                                                             
28

 Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami, Fiqih siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam 

(Jakarta: Erlangga, 2008), 31. 
29

 Muhammad, Politik Islam Ta’liq Siyasah Syar’iyyah Ibnu Taimiyah, (Jakarta Timur : Griya 

ilmu, 2009), 10-11. 
30

 A. Dzajuli, Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu – Rambu Syari’ah,  

(Jakarta:  Kencana, 2009), 31. 
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Sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Wahab Khalaf, bahwa siyasah 

bagi Abdul Wahab Khalaf adalah mengidentifikasikan sebagai Undang-

Undang yang dirumuskan untuk menjaga ketertiban dan kemaslahatan 

serta mengatur keadaan untuk terhindar dari kemafsadatan.
31

 

Dengan itu, dapat disimpulkan bahwa fiqih siyasah merupakan 

ilmu yang menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan urusan 

negara dengan rakyatnya dalam segala bentuk hukum, pengaturan, 

kebijaksanaan yang diciptakan oleh pemimpin di negara tersebut sesuai 

dengan ajaran syariat Islam guna menjaga umat agar terhindar dari 

kemafsadatan.
32

 

4. Objek Kajian Fiqh Siyasah 

Fiqh Siyasah memiliki objek kajiannya yakni segala pengaturan 

hubungan antara warga negara dengan segala aspek yang berkaitan dengan 

negara baik hubungan dalam negeri ataupun luar negeri terhadap berbagai 

aspek kehidupan. Jadi, objek kajian siyasah ialah dipusatkan terhadap 

bidang pengaturan. 

Objek siyasah secara garis besar membahas pengaturan 

kemashlahatan dan hubungan antar penguasa dan warga negara serta 

masing-asing hak dan kewajibannya dalam mencapai tujuan negara. 

Metode yang digunakan tidak berbeda dari ilmu fiqh lain, fiqh siyasah juga 

menggunakan Ilmu Ushul Fiqh dan Qowaid Fiqh. Umumnya metode yang 

                                                             
31

 Beni Ahmad Saebani, Fiqih Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 

2008), 25- 27. 
32

 Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam, (Semarang: Pustaka Rizki 

Putra, 1997), 30. 
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digunakan ialah al-ijma’, al-Qiyas, al-Mashlahah al-Mursalah, Sadd al-

Dzari‟ah  dan Fath al-Dzari‟ah, al-„Adah, alIstihsan dan Kaidah-kaidah 

kulliyah fiqhiyah. 

5. Macam-Macam Fiqh Siyasah 

Para ulama memiliki pendapat yang berbeda dalam menentukan 

macam dari Fiqh Siyasah, ada yang menyebutkan lima, ada yang empat, 

dan ada yang tiga. Bahkan ada sebagian yang menyebutkan menjadi 

delapan bagian. Al-Mawardi berpendapat, bahwa ruang lingkup Fiqh 

Siyasah mencakup sebagai berikut;
33 

 

a) Kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan 

(Siyasah Dusturiyah). 

b) Ekonomi dan militer (Siyasah Maliyah). 

c) Peradilan (Siyasah Sadha’iyah). 

d) Hukum perang (Siyasah Harbiah). 

e) Administrasi negara (Siyasah Idariyah). 

Sementara itu, Ibn Taimiyah menyebutkannya mejadi empat objek 

kajian, yakni;  

a) Peradilan. 

b) Administrasi negara. 

c) Moneter. 

d) Serta hubungan internasional. 

                                                             
33

 Ibnu Syarif Mujar, Fiqh Siyasah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam (Jakarta : Erlangga, 

2008), 36. 
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Adapun Abdul Wahab Khallaf membaginya menjadi tiga objek 

kajian, yakni: 

a) Peradilan. 

b) Hubungan internasional. 

c) Keuangan negara 

Teungku Muhammad Hasbi memiliki pendapat yang berbeda, ia 

membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan objek kajian yaitu: 

a) Politik pembuatan perundang-undangan. 

b) Politik hukum. 

c) Politik peradilan. 

d) Politik moneter/ekonomi. 

e) Politik administrasi. 

f) Politik hubungan internasional. 

g) Politik pelaksanaan perundang-undangan. 

h) Politik peperangan. 

6. Pengertian Siyasah Idariyah 

Cara untuk berakhlak kepada Nabi Muhammad SAW salah satunya 

dengan meneladaninya. Hal ini merupakan sebab akibat yang logis dari 

iman yang meyakini Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Beriman 

kepada Rasul-Nya ialah dengan meyakini dan percaya dengan segenap hati 

bahwa Allah SWT memilih seseorang di antara manusia untuk 

menyampaikan wahyu-Nya kepada umat manusia serta dijadikannya 

sebagai Rasulullah. Dalam meneladani Nabi Muhammad SAW harus 
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mengetahui sifat-sifat apa saja yang dimilikinya.
34

 Ada empat sifat Nabi 

yang di antaranya, Shidiq, Amanah, Fathonah, dan Tabliq.  

Menurut sebagian ulama, sifat-sifat ini sudah pasti melekat pada 

Nabi dan Rasul. Nabi Muhammad mengemban dua tugas, di satu sisi 

menjadi Nabi dan Rasul Allah, di sisi lain menjadi pemimpin agama dan 

negara. Mulai muncul permasalahan politik (siyasah) sepeninggal Nabi 

SAW. wafat. 

Dalam Islam diperlukan sebuah peraturan untuk hubungan antara 

penguasa dengan rakyatnya. Peraturan tersebut merupakan wujud dari 

sistem pemerintahan, upaya pengelolaan negara. Di mana landasan, 

sistem, serta garis hukum untuk seluruh masyarakat Islam terbentuk dari 

administrasi negara (Siyasah Idariyah). 

Idariyah berasal dari bahasa Arab dan dari bentuk masdar adara-

asy-syay’ayudiru-idariyah yang maknanya mengatur atau menjalankan 

sesuatu. Sementara itu, secara terminologi banyak para ahli yang 

menyebut Siyasah Idariyah sebagai hukum administrasi (al-Ahkam al-

Idariyyah).
35

 

Di dalam  ayat al-Quran tidak dijumpai kata Idariyah. Namun kita 

dapat menjumpai kata yang menyerupai seperti kata tudirunnaha dan kata 

tadiru. Di dalam al-Mu’jam al-Mufahras, di bawah kata “dawr” telah 

dikemukakan sejumlah ayat yang memuat kata pecahan dari fi’il tsulasi 

“dara” begitu juga setelah menelaah kitab-kitab indeks hadist, jelas bahwa 
                                                             
34

 Marzuki, “Meneladani Nabi Muhammad SAW Dalam Kehidupan Sehari-Hari,” HUMANIKA 8, 

no. 1, (2008): 75. 
35 Imam al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyah, Sistem Pemerintahan Khilafah Islam, (Jakarta: Qisthi 
Press, 2017), 213. 
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kata al-Idarah tidak dijumpai dalam satu hadis pun dari sekian banyak 

hadis Rasulullah SAW, hampir semua kitab bahasa menyebutkannya 

dengan kata “dawr” dan semua kata pecahan dari kata tersebut tetapi tidak 

ada kata “idarah” jadi hal ini menegaskan bahwa istilah tersebut baru di 

gunakan di era modern. 

Ada dua macam Siyasah Idariyah dalam Islam sebagaimana dalam 

sumber Fikih Siyasah, yaitu sumber hukum vertikal dan sumber hukum 

horizontal. Sumber hukum vertikal berasal dari al-Quran dan Hadits, 

sedangkan sumber hukum horizontal berasal dari manusia dan 

lingkungannya yakni pemikiran para ahli, cendikiawan, ulama, zu’ama, 

sumber berupa sejarah kehidupan manusia, peraturan yang dibuat 

penguasa, serta pengalaman dan hukum adat.
36

 

Salah satu dari sifat penting yang dilakukan Rasulullah dalam 

administrasi ialah kesederhanaan dan kemudahan menangani masalah-

masalah administratif. Cara mengukur kualitas pelayanan dalam Siyasah 

Idariyah ialah dengan realitas kepentingan pelayanan itu sendiri. 

Masyarakat yang mempunyai kepentingan pasti mengharapkan kecepatan 

dan kesempurnaan yang sesuai syara’ dalam bekerja secara jelas. 

Untuk mewujudkan ihsan (kebaikan kesempurnaan) dalam 

menjalankan suatu urusan, terdapat tiga faktor, yaitu cepat dalam 

pelayanan, profesional dalam pelayanan dan sederhana dalam peraturan.
37

 

  

                                                             
36

 Ahmad Sukardja, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam perspektif Fikih 

Siyasah (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), 240. 
37

 Achmad Fajar Rifa’i, “Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) 

dakam Penerepan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah 

Perspektif Siyasah Idariyah” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2017), 84. 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

 32 

a. Cepat dalam pelayanan  

Cepat dalam pelayanan merupakan kemampuan dalam diri kita 

yang mampu memberikan kepuasan dalam pelayanan terhadap 

pelanggan. Hal ini dinilai dalam syariat Islam bahwa pelayanan atau 

perbuatan baik terhadap orang lain termasuk ia berbuat baik kepada 

diri sendiri. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. al-Isra’ ayat 7: 

                       

                     

            

Artinya: “Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi 

dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, Maka 

(kejahatan) itu bagi dirimu sendiri, dan apabila datang 
saat hukuman bagi (kejahatan) yang kedua, (kami 

datangkan orang-orang lain) untuk menyuramkan muka-

muka kamu dan mereka masuk ke dalam mesjid, 

sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali 

pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa 

saja yang mereka kuasai.” 

 

Ayat tersebut menerangkan apabila kita taat dan berbuat baik 

kepada Allah, maka kebaikan itu adalah untuk diri kita di dunia dan 

akhirat nanti. Dan apabila kita berbuat maksiat terhadap-Nya, maka 

sebenarnya kita telah merusak diri kita sendiri. Hal ini sebagaimana 

hadits Nabi berikut: 

ثَ نَا أَحْمَدُ بمنُ  ثَ نَا حََّْادُ بمنُ زيَمدٍ عَنم حَدَّ عَبمدَةَ وَسُوَيمدُ بمنُ سَعيِدٍ قاَلََ حَدَّ
ثاَبِتٍ المبُ نَانِِّ عَنم عَبمدِ اللَّهِ بمنِ ربَاَحٍ عَنم أَبِ قَ تَادَةَ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ 

اصَلَّى اللَّهُ عَلَيمهِ وَسَلَّمَ سَاقِي المقَوممِ آخِرهُُمم شُرمب    
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Artinya: “Dari Abu Qatadah, ia berkata: Rasulullah SAW 

bersabda: “pemberi minum kaum adalah orang terakhir 

yang minum””. 

 

Hadits tersebut menerangkan perlunya seorang pemimpin 

dalam memberi pelayanan untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. 

Pelayanan publik kelak akan mendapat pertolongan Allah SWT. di hari 

akhir. Maka dari itu, wajib bagi seorang pemimpin untuk melayani 

rakyatnya dengan cara yang terbaik. Pelayanan yang baik harus 

memperhatikan sarana dan prasarana yang akan mampu membantu 

karyawan dalam memberikan pelayanan secara maksimal terhadap 

pelanggan. 

b. Profesional dalam pelayanan  

Profesional ialah sifat dalam profesi yang berarti kumpulan 

pekerjaan yang dikerjakan sesuai ketentuan atau standar operasional 

kerja di dalam masing-masing bidang. Professional juga dapat berarti 

seseorang yang memiliki kompetensi dalam suatu pekerjaan dan 

memiliki kepandaian khusus dalam menjalankannya. Profesional 

merupakan sikap yang berkaitan dengan tingkat kualitas kerja. 

Kesimpulannya, professional ialah sebutan kepada seseorang yang 

melakukan suatu pekerjaan dengan baik sesuai profesinya, baik dalam 

segi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku dalam melakukan 

pekerjaan secara baik. Hal tersebut sebagaimana dalam QS. al-

Bayyinah ayat 7 : 
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                       

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan 

mengerjakan amal saleh, mereka itu adalah Sebaik-baik 

makhluk.” 

 

Dalam ayat lain juga dijelaskan bahwa orang-orang yang 

beriman dan bekerja secara optimal dan professional akan mendapat 

kebahagiaan di dunia dan akhirat kelak. Dua kebahagiaan tersebut 

merupakan suatu kemenangan besar yang setiap orang dambakan. Hal 

ini sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Buruj ayat 11 : 

                          

         

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan 

mengerjakan amal-amal yang saleh bagi mereka surga yang 

mengalir di bawahnya sungai-sungai; Itulah keberuntungan 
yang besar.” 

 

Islam sangat mendorong terbentuknya sikap yang profesional, 

baik dalam profesi dalam pandangan yang duniawi dan ukhrawi. Amal 

perbuatan di dunia harus dilaksanakan sebaik mungkin (sebagai amal 

saleh) sama halnya dengan amal perbuatan yang ditujukan kepada 

akhirat. Semua itu merupakan ibadah kepada Allah SWT. Jadi yang 

disebut profesional ialah mengerjakan tugas atau sesuatu dengan 

kualitas tinggi sehingga mampu menghasilkan nilai yang tinggi juga. 

c. Sederhana dalam peraturan  

Sederhana dalam peraturan yakni dengan memberikan 

kesederhanaan yang tidak memerlukan banyak peraturan yang berbelit-

belit atau rumit yang dapat menimbulkan kesulitan.
38

 

                                                             
38

 Anita Tri Rahayu, “Analisis SIYASAH Idariyah terhadap kasus kartu tanda penduduk 

Elektronik ganda di desa gumeno kecamatan karang anyar, kabupaten gersik menurut Undang-
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7. Pengertian Pembinaan 

Pembinaan adalah proses, hasil, atau pernyataan menjadi baik. 

Maka pembinaan senantiasa menunjukan adanya kemajuan, peningkatan 

atau pertumbuhan terhadap sesuatu. Ada dua hal pokok yang berkaitan 

dengan pengertian pembinaan yakni pembinaan yang berupa tindakan, 

proses atau pernyataan tujuan, kemudian kedua pembinaan yang mengarah 

kepada perbaikan atas sesuatu.
39

 

Pembinaan organisasi atau pegawai merupakan respons dari 

perubahan yang terjadi dalam sebuah organisasi, dengan melakukan 

pendidikan secara komprehensif untuk mengubah pola pikir, cara kerja, 

tujuan dan struktur dari suatu organisasi atau keadaan kepegawaian. 

Dengan demikian, mereka dapat menyelesaikan tugas, tantangan dan 

kerumitan lebih baik dari perbuatan itu sendiri.
40

 

8. Unsur-Unsur Pokok Pembinaan 

Dari pengertian di atas menunjukan bahwasanya pembinaan ialah 

suatu perubahan berencana dalam suatu tujuan dan organisasi tertentu.  

Adapun unsur-unsur pokok dari pendapat tersebut antara lain sebagai 

berikut. 

a) Berencana dan Berjangka Panjang.  

Operasi pembinaan tentu harus dilakukan dalam jangka waktu 

yang cukup panjang, terstruktur, terencana dan berkaitan dengan 

proses, bukan peristiwa. 

                                                                                                                                                                       
Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan” (skripsi, UIN Malik Ibrahim, 

2019). 
39

 Mifta Thoha, Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2005), 181. 
40

 Mifta Thoha, Dimensi-Dimensi, 183. 
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b) Pembinaan Secara Menyeluruh.  

Perubahan yang terjadi di dalam suatu organisasi contohnya, 

hendaklah memandang secara menyeluruh, bukan hanya parsial 

sepotong demi sepotong. 

c) Dikelola.  

Untuk mencapai proses pembinaan yang maksimal, maka 

pembinaan perlu ditekankan melalui sistem pengelolaan. 

d) Efektivitas dan Kesehatan Organisasi.  

Pembinaan yang dilakukan harus berorientasi pada hasil dan 

penyesuaian dengan hal kemampuan organisasi untuk mencapai hal 

tersebut. Sehingga dibutuhkan pembinaan yang berjalan secara efektif 

ditambah dengan usaha-usahanya dilakukan secara sehat. 

e) Intervensi yang Berencana.  

Intervensi dilakukan untuk melakukan perubahan yang 

berencana dan dapat dilakukan melalui pendekatan, metode refleksi, 

introspeksi diri. 

f) Pengetahuan Ilmu Prilaku.  

Kegiatan pengembangan dan pembinaan tidak saja mengurusi 

pekerjaan manusia melainkan meliputi perasaan, sikap tingkah-laku, 

kebutuhan, dan motivasinya bekerja dalam kelompok kegiatan 

tersebut.
41

 

  

                                                             
41

 Mifta Thoha, Dimensi-Dimensi, 185 
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Pembinaan juga dapat dilakukan dengan empat bentuk yaitu; 

a) Bimbingan 

Bimbingan berupa pendidikan dan pelatihan yang ditujukan 

kepada individu agar mempunyai kemampuan dalam menghadapi 

problem demi mencapai tujuan organisasi. Pengawasan 

b) Pengawasan 

Adalah proses pengamatan terhadap jalannya segala 

kegiatan, untuk memastikan program berjalan sesuai dengan apa 

yang diharapkan. 

c) Pengarahan 

Berupa kegiatan yang bertujuan menggerakkan individu 

agar berjalan dengan baik sesuai dengan target yang akan dicapai, 

misalnya melalui masukan dan kritik yang membangun. 

d) Pelatihan 

Berupa kegiatan dalam rangka membenahi performa 

pekerjaan oleh perangkat atau anggota organisasi. 

9. Pengertian Pengawasan 

Pengawasan adalah proses kegiatan untuk memantau 

perkembangan jalannya sebuah roda organisasi agar tujuan tercapai. 

Pengawasan dilakukan pada kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan 

sebelumnya, sehingga diyakinkan agar sesuai dengan prinsip visi dan misi 

organisasi. Robert J. M Ockler mengatakan jika pengawasan merupakan 

usaha untuk menjalankan unsur dan tujuan perencanaan dengan standar 

yang dipilih sebelumnya.
42

 

                                                             
42

 Hani Handoko, Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia (Jakarta: PT Rafika Aditama 

1999), 360. 
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Pengawasan jika dikaji dari bahasa Indonesia, maka berasal data 

kata awas yang artinya hanya mengawasi saja. Sarwoto menjelaskan jika 

pengawasan merupakan proses yang dilakukan oleh kepala atau manager 

untuk melihat para pekerjanya telah bekerja sesuai dengan garis yang 

ditetapkan sebelumnya.
43

 

10. Maksud dan Tujuan Pengawasan  

Kemudian menurut Handayaningrat menyebutkan jika maksud dan 

tujuan dari pengawasan, antara lain: 

a) Menghindari kesalahan atau ketidaksesuaian dalam pekerjaan 

sebagaimana tugas dan wewenang yang telah diatur sebelumnya. 

b) Bertujuan agar hasil pengawasan dapat berguna dan menjadi bahan 

evaluasi ke depannya untuk organisasi. 

11. Prinsip- Prinsip Pengawasan  

Menurut Handayaningrat, prinsip-prinsip pengawasan terdiri dari, 

di antaranya;
44

 

a) Pengawasan yang fokus pada tujuan lembaga 

b) Pengawasan yang dilakukan secara objektif dan jujur serta 

mendahulukan kepentingan umum. 

c) Pengawasan yang fokus pada kegiatan yang sesuai dengan hukum 

yang berlaku. 

d) Pengawasan bertumpu pada sumber daya yang terjamin dan berdaya 

guna. 

e) Pengawasan dilakukan secara teliti, tepat dan objektif. 

f) Pengawasan bersifat kontinu. 

g) Pengawasan menghasilkan umpan balik dalam rangka perbaikan 

organisasi.  

  

                                                             
43

 Sarwoto, Dasar-dasar Organisasi dan Management (Jakarta: Ghalia Indonesia), 93. 
44

 Sopi, Pengaruh Pengawasan dan Penilaian Prestasi Kerja terhadap Motivasi Pegawai Kantor 

Bea dan Cukai Tipe Madya (Bandung, 2013), 17. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Secara bahasa, metode yang berasal dari kata method dengan makna 

sebagai cara sistematis ketika melakukan penelitian dengan mudah. Maka 

berkaitan dengan langkah upaya untuk memudahkan proses penelitian, diperlukan 

suatu mekanisme khusus tentang tata cara memahami suatu objek penelitian 

dengan ilmu pengetahuan yang bersangkutan.
45

 Oleh karena itu, penulis 

cantumkan metode penelitian yang akan dipakai di penelitian skripsi berikut ini.   

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Metode penelitian yang dipakai adalah desain penelitian kualitatif. 

Jenis penelitian ini menghasilkan temuan yang tidak diperoleh melalui 

mekanisme statistik/kuantifikasi.
46

 

Metode kualitatif dalam Moleong yang ditulis oleh Bogdan dan Taylor 

menyebutkan bahwa, penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kumpulan kata-kata, tertulis dan lisan dari orang dan perbuatan yang tengah 

dihadapi. Itulah yang disebut sebagai metodologi kualitatif.
47

 

Selain itu, makna lain yang dikemukakan oleh Denzin dan Lincoln 

bahwa penelitian kualitatif adalah multi metode, dengan menggunakan 

pendekatan interpretif dan naturalistik. Selain itu, jenis metode penelitian ini 

dalam proses pengumpulan datanya diperoleh melalui studi kasus, wawancara, 

observasi dan sebagainya.
48

 

                                                             
45

 Koentjoroningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 

1997), 30. 
46

 F. Wiratna Sujarweni, Metodelogi penelitian (Yogyakarta: Pustakabarupress. 2011), 19. 
47

 Muhammad, Metode Penelitian Bahasa (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 30. 
48

 Rulam Ahmadi, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 14. 
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Melalui penelitian kualitatif, peneliti mampu mengembangkan teori 

sensivitas terhadap problem yang tengah dihadapi, menjelaskan kenyataan 

yang berkenaan dengan grounded theory serta mengembangkan beberapa 

fenomena di lapangan penelitian.
49

 

Dengan pendekatan kualitatif, seseorang dapat memahami dari suatu 

data yang diperoleh dari perkataan, tulisan dan perbuatan sebagai bahan objek 

penelitian yang dikaji secara holistik, utuh dan luas.  

Sujana dan Ibrahim (2001) berpendapat bahwa penelitian kualitatif 

mempunyai karakteristik di antaranya: 

a) Empiris-rasional sebagai cara pola pikir. Dengan itu, teori bukan 

dihasilkan dari grounded theory, melainkan timbul dari data. Demikian 

akibat dari menggunakan metode kualitatif.  

b) Data yang didapatkan dari hasil penelitian terkumpul menjadi satu, 

sehingga tidak terpisah antara data satu dengan yang lainnya. 

c) Penelitian yang dilakukan tidak kaku, sehingga rancangan penelitian terus 

berkembang selama proses penelitian berlangsung.  

d) Karakter penelitian adalah mencari sebuah temuan tentang suatu 

kebenaran di balik data, oleh karenanya peneliti perlu memahami. 

e) Analisis data yang dilakukan selama penelitian sedang dan telah 

berlangsung. 

f) Subjek yang diteliti, data yang dikumpulkan, sumber data yang 

dibutuhkan, dan alat pengumpul data bisa berubah sesuai kebutuhan.  
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g) Perspektif partisipan diutamakan dan dihargai. 

h) Untuk mendapatkan data perlu dipahami secara mendalam terhadap suatu 

fenomena yang terjadi. 

i) Data berupa hasil penelitian berbentuk deskripsi dan interpretasi dalam 

situasi dan waktu tertentu.
50

 

Riset kualitatif menjadi mekanisme riset yang dapat menghasilkan 

informasi deskriptif berbentuk data tertulis ataupun lisan dari beberapa orang 

ataupun perbuatan yang dapat diamati. Sehingga cara yang dipakai dalam riset 

ini berupa metode deskriptif. Riset deskriptif merupakan riset yang memandu 

periset untuk mengeksplorasi serta menangkap suasana kehidupan secara 

merata, luas serta mendalam. Hasil dari deskripsinya nanti berupa data 

kualitatif yang diperoleh dari data lapangan.
51

 

Arti dari penelitian deskriptif adalah pengumpulan informasi yang 

nantinya bisa diuji hipotesis ataupun menanggapi perihal pertanyaan/status 

terakhir dari subjek riset.
52

 Riset deskriptif berfungsi menjelaskan secara 

sistematis serta akurat fakta dan ciri dari bidang tertentu. Sebaliknya riset 

kualitatif merupakan tipe riset yang relevan buat menguasai fenomena sosial 

(aksi manusia) di mana informasi hasil riset tidak boleh diolah dengan 

menggunakan cara statistik, melainkan analisis data atau informasi secara 

induktif.
53
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Riset Deskriptif dipakai guna memahami nilai tiap-tiap variabel, baik 

satu ataupun lebih bersifat independen tanpa menciptakan ikatan ataupun 

perbandingan antar variabel satu dengan variabel lainnya sehingga bisa 

menjelaskan dengan akurat serta sistematis berkaitan dengan populasi atau 

bidang.
54

 Oleh karenanya penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

implementasi Peraturan Pemerintah Pasal 10 huruf g  Nomor 10 Tahun 2018 

tentang Kecamatan perspektif Siyasah Idariyah studi kasus Kecamatan 

Mayang Kabupaten Jember. 

B. Lokasi Penelitian 

Dalam proses penelitian ini, tentu peneliti telah menentukan terlebih 

dahulu lokasi penelitian. Pada umumnya, wilayah atau lokasi penelitian 

biasanya berupa tentang lokasi (desa, kecamatan, instansi di suatu wilayah dan 

sebagainya) termasuk pula wilayah analisis.
55

 Adapun lokasi penelitian dalam 

proses penelitian ini bertempat pada Kantor Kecamatan Mayang Kabupaten 

Jember. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan pada bagian latar belakang 

masalah, bahwasanya penelitian ini ingin mengkaji terkait implementasi 

kecamatan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap desa 

ditinjau dengan Siyasah Idariah. 

C. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian akan menjadi kunci dalam proses pengumpulan 

data. Peneliti tentu akan memilih orang-orang yang dinilai mempunyai 

kemampuan atau pengetahuan terkait dengan tema penelitian yang dilakukan. 
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Untuk lebih jelasnya, berikut penulis paparkan subjek penelitian dalam skripsi 

berikut.  

1. Data Primer 

Subyek penelitian dari data primer penelitian ini yaitu Purposive 

Sampling. Teknik ini dipakai dengan mengambil data melalui 

pertimbangan-pertimbangan tertentu. Artinya, data yang diambil dari hasil 

wawancara yang dilakukan dengan informan adalah orang yang dinilai 

mampu dan menguasai terkait objek atau fenomena yang dijadikan objek 

penelitian.
56

 Hal tersebut dilakukan agar data yang diperoleh nantinya 

lebih representatif. 

Untuk mendapatkan sumber data primer, peneliti tentunya 

menggunakan metode wawancara kepada para informan yang dapat 

dipercaya dan dinilai mengetahui dengan judul penelitian, baik secara latar 

belakang, situasi dan kondisi penelitian.
57

 

2. Data Sekunder 

Datta yang didapatkan dari bahan bacaan, penelitian jurnal, dan 

informasi yang berkaitan dengan penelitian. Misalnya jurnal, tesis, 

disertasi dan lainnya. Data sekunder tentu dapat menjadi penunjang atau 

pelengkap dari data primer yang digunakan sebelumnya.
58

 Artinya data 

primer peneliti dapatkan dengan cara menelaah suatu dokumen yang berisi 

informasi tentang kecamatan, pembinaan dan pengawasan kecamatan, 

konsep Siyasah Idariyah dan tema yang tentunya berkaitan. 
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D.  Teknik Pengumpulan Data 

Pada teknik ini, peneliti mengambil suatu cara atau metode yang 

digunakan untuk mendapatkan suatu data. Melalui teknik pengumpulan data, 

peneliti nantinya diharapkan mendapatkan data yang sesuai dengan standar 

yang digunakan.
59

 Adapun teknik pengumpulan data pada skripsi ini terdiri 

dari: 

1. Observasi 

Observasi adalah suatu proses mengumpulkan bahan data yang 

dibutuhkan dalam menyajikan gambaran secara jelas terkait suatu 

fenomena yang berkaitan guna untuk menjawab rumusan penelitian yang 

telah ditentukan sebelumnya.  

2. Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan 

secara lisan ataupun tertulis dengan bertemu langsung atau wawancara 

secara online dengan memanfaatkan telepon dan google form bagi tokoh 

atau informan yang tidak bisa ditemui karena lokasi yang jauh dan lain 

sebagainya. Dengan adanya teknik wawancara, peneliti dapat menemukan 

jawaban dari rumusan masalah dalam suatu penelitian atau juga bisa 

menguji suatu hipotesis.
60

 Pengambilan sample menggunakan teknik 

“Purposive Sampling”, yaitu menentukan sample secara sengaja dengan 

anggapan bahwa informan adalah orang yang kompeten untuk 

diwawancarai. Pada dasarnya wawancara adalah aktifitas mencari 
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informasi yang dilakukan secara mendalam terkait tema yang dipilih untuk 

dibahas dalam suatu penelitian. 

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan pemerintah 

kecamatan, pemerintah desa, dan masyarakat sekitar. Hal ini dilakukan 

untuk mengetahui implementasi Peraturan Pemerintah Pasal 10 Huruf g 

Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kecamatan perspektif Siyasah Idariyah. 

3. Dokumentasi 

Ada dua jenis dokumentasi dalam teknik pengumpulan data. 

Pertama, dokumentasi primer yaitu data diperoleh secara langsung dari 

hasil wawancara dengan beberapa informan. Kedua, dokumentasi 

sekunder, ialah dokumentasi dengan mengkaji sebuah dokumen tertulis 

ataupun tidak tertulis.   

Teknik dokumentasi digunakan dengan mengumpulkan data dari 

dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Data tersebut kemudian 

terkumpul menjadi satu data yang diperoleh dari sumber dokumen 

(tertulis), seperti surat kabar, peraturan pemerintah atau kebijakan 

pemerintah dan lain sebagainya.
61

 

E. Analisis Data 

Analisis data adalah teknik mengelola data adalah aktifitas dalam 

penelitian berupa mengorganisasikan dan memilah data menjadi teori yang 

dapat dikelola. Dengan itu, peneliti dapat memilah data yang perlu dikelola 

untuk dipelajari lebih lanjut sehingga nanti bisa disampaikan kepada orang-
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orang. Banyak model analisis data dalam suatu penelitian, hanya saja peneliti 

dalam hal ini menggunakan model Miles dan Huberman.  

1. Data Reduction 

Artinya reduksi data yaitu merangkum data dengan memilah data 

yang dinilai penting oleh peneliti, sehingga data yang telah direduksi 

dengan mudah dapat dikaji lebih lanjut dalam proses pengumpulan data 

selanjutnya. Adapun data yang dirasa tidak penting, maka akan dibuang 

dan mencari lebih lanjut data yang dibutuhkan lebih lanjut. 

2. Data Display 

Data yang disajikan ke dalam penelitian akan dicantumkan ke 

bentuk tulisan atau kata-kata. Bisa juga dalam penelitian jenis kualitatif, 

penyajian data ditampilkan secara singkat berupa bagan dan semacamnya.  

3. Conclusion Drawing/Verification 

Yaitu kesimpulan dalam penelitian. Dalam tahap ini diharapkan 

dari hasil penelitian ditemukan sebuah teori atau temuan baru yang belum 

ada dalam penelitian sebelum-sebelumnya. Kesimpulan tersebut dapat 

disajikan ke dalam bentuk deskriptif atau suatu gambaran objek yang 

sifatnya kabur, sehingga setelah dilakukan penelitian lebih lanjut, objek 

tersebut akan tampak jelas.
62

 

F. Keabsahan Data  

Suatu research yang mempunyai tingkat ketepatan dan validitas yang 

tinggi, tentu dapat berpengaruh terhadap hasil akhir dari suatu research yang 
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dilakukannya. Maka demi menemukan data yang valid dan kredibel, 

diperlukan suatu mekanisme atau cara tertentu untuk menguji keabsahan data. 

Teknik pengujian data dalam suatu penelitian jenis kualitatif meliputi teknik 

triangulasi, pengamatan partisipan dan meningkatkan kerajinan. 

Data yang diperoleh melalui triangulasi sumber, maka data tersebut 

pada dasarnya peneliti juga telah melakukan uji kredibilitas data. Dalam 

kaitannya untuk mengecek kredibilitas data, dapat dilakukan dengan beberapa 

teknik pengumpulan dan berbagai sumber data.
63

 

Maka dalam penelitian ini, penulis melakukan keabsahan data dengan 

teknik triangulasi sumber. Di mana dalam teknik ini data yang diperoleh dicek 

dan diuji kredibilitasnya melalui berbagai sumber yang ada.
64

  

G. Tahap-Tahap Penelitian  

 Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian 

kualitatif. Dalam proses penelitian mulai dari awal hingga akhir, dibutuhkan 

sebuah rancangan dari tahap-tahap penelitian yang akan dilakukan selama 

proses penelitian berlangsung. Adapun tahap penelitian di dalam skripsi ini di 

antaranya; 

1. Tahap Pra-Riset  

Tahap Pra-Riset merupakan tahap yang dilakukan sebelum 

pelaksanaan penelitian, pada tahap ini dilakukan persiapan diantaranya 

penentuan lokasi penelitian, penentuan hal yang ingin diteliti, penentuan 

jenis dan pendekatan penelitian, subyek penelitian dan sebagainya.  
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2. Tahap Riset 

Tahap Riset merupakan tahapan penelitian di mana pada tahap ini 

terjadi pelaksanaan berbagai hal yang telah direncanakan di tahap Pra-

Riset, yaitu dengan melakukan wawancara ke informan yang telah 

direncanakan pada tahap pra-riset, melakukan dokumentasi dan lain 

sebagainya.  

3. Tahap Pasca-Riset 

Tahap Pasca-Riset merupakan tahap paling terakhir dalam proses 

penelitian ini. Pada tahap ini merupakan titik akhir yaitu berupa penyajian 

data dan hasil penelitian yang dilakukan pada tahap riset. Kemudian, hasil 

dari tahap riset tersebut dijadikan satu ke dalam bentuk suatu karya ilmiah. 
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 

A. Gambaran Objek Penelitian  

1. Kondisi Geografis Kecamatan Mayang 

Di dalam menentukan kebijakan, penting untuk memahami kondisi 

geografi suatu wilayah. Memahami letak geografi dapat menemukan titik 

kelemahan, kekuatan dan kelebihan serta ancaman bagi wilayah itu 

sendiri. Memperhatikan aspek geografi akan dapat lebih memahami 

potensi suatu wilayah. Potensi suatu wilayah merupakan kunci di dalam 

memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. 

Begitu pula dengan Kecamatan Mayang yang terletak di 

Kabupaten Jember, Jawa Timur. Luas wilayah Kecamatan Mayang yaitu 

63,78 km2. Kecamatan Mayang terdapat 7 desa yang berada di bawah 

naungannya. Di antaranya, Desa Tegalrejo, Desa Seputih, Desa Sumber 

Kejayan, Desa Mayang, Desa Sidomukti, Desa Mrawan dan Desa 

Sidomukti. Berdasarkan luas dan ketinggian dari masing-masing desa 

tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel luas dan ketinggian Kecamatan Mayang 

No Kelurahan/Desa Ketinggian 

Tempat (M) 

Luas (Km2) Persentase 

Terhadap Luas 

Kecamatan 

1 Seputih ±154 18,66 33,07 

2 Sidomukti ±238 7,55 13,38 

3 Sumber Kejayan ±263 5,17 9,16 

4 Tegal Rejo ±216 4,25 7,53 

5 Tegal Waru ±187 4,90 8,68 

6 Mayang ±177 5,54 9,82 

7 Mrawan ±140 10,35 18,34 

Kecamatan Mayang  56,42 100,0 

Catatan/note: Luas tanah hutan / tanah negara tidak termasuk di tabel ini  

49 
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2. Sosial dan Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Mayang 

Sebagaimana kita ketahui bersama, Indonesia melalui pembukaan 

konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa, negara wajib 

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 

bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, melaksanakan ketertiban 

dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
65

 

Oleh karena itu, negara wajib memfasilitasi segala hal demi mewujudkan 

kesejahteraan untuk warga negaranya. 

Pemerintah Kecamatan Mayang dalam upaya turut ikut serta 

mengamalkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dengan menyiapkan 

beberapa fasilitas di berbagai bidang. 

a. Bidang Pendidikan 

Hampir di setiap desa yang berada di Kecamatan Mayang 

terdapat fasilitas pendidikan berupa sekolah tingkat Sekolah Dasar 

(SD) dan Madrasah Ibtidaiah (MI). Namun tidak semua desa di 

Kecamatan Mayang yang memiliki fasilitas pendidikan jenjang 

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Sederajat dan tingkat pendidikan 

selanjutnya. 

No 

 

Kelurahan/Desa SD MI SLTP MTs SMA MA SMK Perguruan 

Tinggi 

1. Seputih 3 3 1 1 - - - - 

2. Sidomukti 3 3 3 2 - 1 1 - 

3. Sumber Kejayan 4 1 - 4 - 1 2 - 
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4. Tegal Rejo 1 1 - 1 - 1 - - 

5. Tegal Waru 4 2 1 2 - 1 - - 

6. Mayang 4 3 1 2 1 - 1 - 

7. Mrawan 5 2 - 2 - 1 1 - 

Kecamatan Mayang 24 13 6 14 1 5 5 - 

 Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel jumlah lembaga 

pendidikan yang berada di Kecamatan Mayang 

 

Dari data ini dapat dilihat bahwasanya Kecamatan Mayang 

mempunyai 24 Sekolah Dasar (SD), 13 Madrasah Ibtidaiah (MI), 6 

Sekolah Menengah Pertama (SMP), 14 Madrasah Tsanawiyah (MTs), 

1 Sekolah Menengah Atas (SMA), 5 Madrasah Aliyah (MA), 5 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). 

Fasilitas pendidikan ini tentu perlu dibangun dengan fasilitas 

yang mendukung, seperti kelas yang memadai, guru atau tenaga 

pengajar yang berkualitas, dan lain sebagainya. Begitu pentingnya 

pendidikan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, negara 

telah mengatur sedemikian rupa melalui kebijakan berupa 

dikeluarkannya Undang-Undang No. 30 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. 

Dalam Pasal 3 UU No. 30 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional disebutkan bahwa, faktor utama untuk 

membangun kesejahteraan masyarakat dalam kehidupan bernegara, 

maka perlu dibentuk karakter masyarakat yang memiliki kemampuan 

dan watak yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, 

sebagaimana juga telah disebutkan dalam pembukaan UUD 1945. 
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Itulah beberapa gambaran terkait tujuan dan fungsi dari adanya 

program pendidikan nasional.
66

 

Jika dilihat jumlah dari seluruh penduduk dengan usia 5 tahun 

ke atas yang berada di Kecamatan Mayang, menunjukkan adanya 

angka yang cukup tinggi antara masyarakat yang tidak sekolah dan 

tidak sekolah lagi. 

No Kelurahan/Desa Tidak 

Sekolah 

Masih 

Bersekolah 

Tidak 

Melanjutkan 

Sekolah 

Jumlah 

1 Seputih 2.299 1.349 3.892 7.541 

2 Sidomukti 2.296 1.375 2.305 5.977 

3 Sumber Kejayan 1.917 1.260 3.289 6.466 

4 Tegal Rejo 858 909 2.905 4.672 

5 Tegal Waru 1.389 1.049 2.683 5.122 

6 Mayang 1.528 1.490 4.123 7.142 

7 Mrawan 2.464 1.375 3.821 7.660 

Kecamatan Mayang 12.751 8.807 23.018 44.580 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel jumlah penduduk 

dengan usia 5 tahun ke atas dari sudut pendidikan, baik yang tengah 

sekolah, tidak sekolah dan tidak melanjutkan sekolah.  

b. Bidang Kesehatan 

Fasilitas kesehatan juga menjadi penting untuk membangun 

kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara. Oleh karenanya 

negara akan menjamin segala fasilitas kesehatan yang dibutuhkan 

oleh masyarakat.  
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Fasilitas kesehatan dapat berupa rumah sakit, poliklinik, 

puskesmas, puskesmas pembantu dan banyak fasilitas lainnya. 

Fasilitas kesehatan tersebar di seluruh wilayah di Indonesia, 

termasuk juga di Kecamatan Mayang sendiri. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat tabel berikut ini.  

No Kelurahan/Desa Rumah 

Sakit 

Poliklinik Puskesmas Puskesmas 

Pembantu 

Jumlah 

1 Seputih - - - 1 1 

2 Sidomukti - - - 1 1 

3 Sumber Kejayan - - - 1 1 

4 Tegal Rejo - - - - - 

5 Tegal Waru - - - - - 

6 Mayang - - 1 - 1 

7 Mrawan - - - 1 1 

Kecamatan Mayang - - 1 4 5 

 

3. Struktur Organisasi Kecamatan Mayang 

Sebagai salah satu bentuk organisasi, lembaga pemerintahan juga 

mempunyai struktur organisasi atau struktur pemerintahan. Struktur 

organisasi bukanlah dibentuk tanpa ada maksud, struktur organisasi 

disusun untuk memudahkan tercapainya dari tujuan organisasi. 

Struktur organisasi akan melahirkan bagian-bagian dengan tugas 

atau pekerjaan tertentu, meski demikian antar bagian tersebut akan terus 

melakukan koordinasi satu sama lainnya.
67

 Termasuk juga struktur 

organisasi di pemerintahan Kecamatan Mayang yang telah dibagi dengan 

tugas tertentu dan melakukan koordinasi antar bagian. Berikut struktur 

organisasi Kecamatan Mayang terdiri dari: 
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 Nurlia, “Pengaruh Struktur Organisasi Terhadap Pengukuran Kualitas Pelayanan (Perbandingan 

Antara Ekspektasi/Harapan Dengan Hasil Kerja,” Jurnal Meraja, 2019: 53. 
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a. Camat 

Sebagai kepala pemerintahan kecamatan yang bertanggung 

jawab atas pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pemerintahan 

pada umumnya yang dipasrahkan oleh pemerintah bupati/kota. 

b. Sekretariat 

Sebagai seorang sekretaris, bagian ini bertugas 

menjalankan urusan atau tugas yang diberikan oleh camat tentang 

administrasi pemerintahan kecamatan dan segala aspek yang 

berkaitan dengan perencanaan kepegawaian, keuangan dan 

sebagainya. 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Pada sub ini, menjalankan tugas yang dilimpahkan oleh 

sekretaris tentang rule administrasi umum dan pengadaan 

fasilitas kecamatan dan  

2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 

Sub bagian ini fokus menjalankan tugas yang diberikan 

oleh sekretaris terkait hal keuangan atau hal lain yang berkaitan 

dengan perencanaan anggaran pendapatan belanja kecamatan 

dan sebagainya 

c. Seksi Pemerintahan 

Seksi ini bertugas menjalankan tugas yang berkaitan 

dengan pemerintahan umum desa/kelurahan termasuk juga fasilitas 

kegiatan politik negara. Selain itu, menjalan tugas yang diberikan 
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oleh camat. Seksi pemerintahan diketuai oleh seorang Kepala 

Seksi. 

d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum 

Seksi ini selain bertugas menjalan perintah dari camat, 

seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menjalankan tugas 

pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah. Selain itu, seksi ini 

juga dapat melakukan pembinaan terhadap polisi pamong praja 

e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial 

Tugas seksi ini yaitu menjalankan program pembinaan 

kesejahteraan sosial, baik di bidang pendidikan masyarakat dan 

kepemudaan. Program seksi ini seperti Keluarga Berencana (KB) 

dan peranan wanita tua oleh seorang kepala seksi. Selain itu, Seksi 

Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial di 

pemerintahan kecamatan ini mempunyai peran untuk 

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional 

serta berkoordinasi terkait penyusunan program yang akan 

dijalankan. 

f. Seksi Pelayanan Umum 

Selain menjalankan tugas dari camat, seksi pelayanan 

umum menjalan tugas yang sebagian besar berkaitan dengan 

pelayanan umum di bidang administrasi kependudukan, perijinan, 

program ekonomi masyarakat, pemenuhan fasilitas umum dan 

kebersihan atau perawatan, termasuk juga arahan perijinan. 
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g. Kelompok Jabatan Fungsional  

Adapun tugas pada bagian ini yaitu fokus pada pelaksanaan 

sebagian program kecamatan. Kelompok ini dituntut pula untuk 

bertugas secara profesional dengan bertanggung jawab langsung 

kepada camat. Pada pemerintahan Kecamatan Mayang sendiri, 

terdapat Kelompok Jabatan Fungsional berupa penyuluh 

perkebunan dan kehutanan, penyuluh pertanian, termasuk pula 

Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) 

B. Penyajian Data Dan Analisis 

Dalam menganalisis data, sebelumnya peneliti melakukan beberapa 

tahapan untuk mengetahui sejauh mana informasi yang telah didapat dari 

informan. Adapun tahapan-tahapan tersebut terdiri dari: Pertama, peneliti 

mengelompokkan sejumlah tokoh informan yang terdiri dari perangkat 

kecamatan, perangkat desa dan tokoh masyarakat. Kedua, peneliti membuat 

pedoman wawancara. Ketiga, peneliti memasukkan atau memindahkan data 

berupa informasi yang telah didapat dari hasil wawancara ke lembar 

penelitian. Keempat, peneliti kemudian melakukan analisis data dari hasil 

wawancara sebelumnya. 

Proses pengumpulan data dilakukan secara maksimal dan bersungguh-

sungguh guna mendapat informasi yang berkaitan dengan masalah-masalah 

yang akan diteliti. Proses pengumpulan data dilakukan dengan wawancara 

kepada sejumlah tokoh.  
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Oleh karena itu, peneliti sajikan hasil pengumpulan data yang 

diperoleh dari wawancara dan teori-teori yang berkaitan dengan objek 

penelitian. Kemudian data ini oleh peneliti diuraikan sesuai dengan rumusan 

masalah yang telah disebutkan di atas. 

1. Implementasi Pasal 10 huruf g PP No. 17 Tahun 2018 tentang 

Kecamatan di Kecamatan Mayang 

Hukum yang berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia, 

maka kaidah hukum perlu untuk dilaksanakan dan ditegakkan. Dalam 

melaksanakan atau menegakkan hukum itu sendiri, perlu adanya 

kesadaran pada diri manusia bahwa hukum perlu ditegakkan guna 

menjaga dan melindungi kepentingan diri sendiri maupun orang lain dari 

ancaman yang ada di sekelilingnya.
68

  

Untuk mencapai tujuan dan cita-cita suatu negara, maka 

pemerintah perlu merumuskan suatu sistem hukum nasional sebagai 

sarana atau alat untuk mengatur kehidupan dalam suatu negara. Demikian 

yang disampaikan oleh Sunaryati Hartono. 

Oleh karena itu, suatu negara perlu menggunakan instrumen 

seperangkat hukum atau aturan sebagai alat untuk mengatur prilaku 

masyarakat dalam suatu negara untuk mencapai tujuan dan cita-cita yang 

ingin dicapai.
69
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digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

 58 

Suatu pemerintahan dalam suatu negara, mencakup semua 

tingkatan pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah 

hingga pemerintah desa. Pemerintah desa tentu menjadi ujung tombak 

keberhasilan dari program nasional, hal ini karena di samping 

pemerintahan desa mempunyai wilayah pemerintahan yang tidak begitu 

luas, ditambah setiap harinya pemerintah hampir berhadapan langsung 

dengan masyarakat, sehingga sangat mudah untuk mengatur dan 

menjalankan program yang akan dijalankannya. 

Namun demikian, pemerintah desa tidak sepenuhnya memahami 

terkait kewajiban administratif yang perlu dipenuhi oleh pemerintah desa. 

Hal ini dikarenakan sedikitnya pengalaman dan kurangnya pengetahuan 

untuk memahami pentingnya administrasi pemerintahan. Oleh karena itu, 

pemerintah desa sebagai wilayah administratif dari pemerintahan 

kecamatan, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah 

kecamatan. Dalam Pasal 10 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 17 

Tahun 2018 tentang Kecamatan disebutkan bahwasanya pemerintah 

kecamatan mempunyai tugas salah satu di antaranya yaitu. 

Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

mengatur desa. 

 

Berkaitan dengan itu, Camat Kecamatan Mayang Kabupaten 

Jember yaitu Bapak Ajib, juga menjelaskan jika pemerintah kecamatan 

merupakan ‘kepanjangan tangan’ dari pemerintah daerah. Oleh karena itu 
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pemerintah kecamatan mengemban amanah sebagai tertuang dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. 

“Pemerintah kecamatan adalah kepanjangan tangan dari 

pemerintah daerah. Desa sebagai wilayah administratif pemerintah 

kecamatan, wajib bertanggung jawa kepada pemerintah kecamatan. 

Di samping itu, pemerintah kecamatan jelas mempunyai tugas di 

antaranya membina dan mengawasi pemerintahan desa,” ujar Ajib 

saat diwawancarai.
70

 

 

Untuk menjalankan tugas pemerintah kecamatan dalam membina 

dan mengawasi pemerintah desa, pemerintah Kecamatan Mayang yang 

dikepalai oleh Bapak Ajib melakukan pembinaan dengan metode 

bimbingan dan pelatihan. Untuk lebih jelasnya berikut kutipan pernyataan 

Bapak Ajib ketika diwawancarai. 

“Kami di pemerintah Kecamatan Mayang tentu melakukan 

pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah desa. Ini adalah 

amanah dari PP No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. 

Pembinaan yang kami lakukan untuk desa berupa bimbingan dan 

pelatihan,” jelas Bapak Ajib Camat Mayang.
 71 

 

Dalam sebuah buku yang ditulis oleh Mahrizal Efendi dengan 

judul ‘Pembinaan Dalam Organisasi’ menuturkan bahwasanya bimbingan 

adalah sebuah pembelajaran atau petunjuk yang diberikan kepada 

seseorang atau kelompok agar mempunyai kemampuan dan pengetahuan 

tentang suatu cara untuk menemukan jalan keluar dari persoalan atau 

masalah yang tengah dihadapi guna mempermudah tercapainya suatu 

tujuan organisasi.
72
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 Ajib, diwawancarai oleh Badrut Tamam, Mayang, 20 April 2021. 
72

 Mahrizal Efendi, Pembinaan Dalam Organisasi (Jakarta: Bina Aksara, 2003), 24. 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

 60 

Pemerintah kecamatan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan 

pemerintahan yang ada di desa. Oleh karenanya tugas berupa pembinaan 

terhadap pemerintah desa melalui kegiatan bimbingan terus dilakukan. 

Menurut Bapak Sumaryanto yang menjadi Kepala Seksi Pemberdayaan 

Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mengungkapkan, pembinaan berupa 

bimbingan administratif terus dilakukan ke pemerintah desa di lingkungan 

Kecamatan Mayang. Untuk lebih jelasnya berikut uraian dari penyataan 

Bapak Sumaryanto. 

“Kami sebagai orang yang bertugas di pemerintahan kecamatan, 

tentu harus paham betul terhadap tugas pemerintah kecamatan, di 

antaranya melakukan pembinaan terhadap pemerintah desa. 

Pembinaan yang kami lakukan di pemerintah Kecamatan Mayang 

salah satunya yaitu bimbingan,” ujar Bapak Sumaryanto.
 73

 

 

Menurut Bapak Sumaryanto, kegiatan bimbingan yang dilakukan 

oleh pemerintah Kecamatan Mayang terhadap desa di lingkungannya di 

antaranya berupa bimbingan administratif seperti pembuatan dokumen 

RPJMDes, RKPDes, APBDes dan banyak hal lainnya.  

“Banyak kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah 

Kecamatan Mayang berupa bimbingan-bimbingan administratif 

yang kami lakukan. Di antaranya bimbingan pembuatan dokumen 

RPJMDes, RKPDes, APBDes dan pemenuhan persyaratan 

pencairan dana desa. Tidak hanya itu kami juga menyampaikan 

pertanyaan atau kendala dari desa ke pemerintah kabupaten 

(pemkab),” jelas Bapak Sumaryanto.
74

 

 

Dalam praktiknya, agenda pembinaan desa yang dilakukan oleh 

pemerintah Kecamatan Mayang terhadap desa di sekitarnya dilakukan 

sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. 
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 Sumaryanto, diwawancarai oleh Penulis, Mayang, 21 April 2021. 
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“Bimbingan yang kami lakukan telah terjadwal. Kemudian kami 

bersama-sama menuju tempat. Di sana kami melakukan pelayanan 

terhadap aparatur desa. Seperti memberikan materi terkait tata cara 

pembukuan atau dokumen tentang administrasi desa yang nantinya 

harus dikumpulkan ke pemerintah kecamatan sebagai bentuk 

pelaporan. Tentu kami kawal semua dokumen agar sesuai dengan 

mekanisme yang telah diatur sebelumnya,” ujar Bapak 

Sumaryanto.
75 

 

Peran kecamatan dalam melakukan bimbingan terhadap 

pemerintah desa, juga berupa pengawalan pencairan dana desa. Proses 

pencairan dana desa tentu mempunyai persyaratan-persyaratan yang harus 

dipenuhi. Oleh karenanya, menurut Bapak Sumaryanto pemerintah 

kecamatan hadir untuk membantu memenuhi persyaratan tersebut, 

sebagai bentuk implementasi pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah 

kecamatan. 

“Ya kami sebagai pemerintah kecamatan juga melakukan 

pendampingan terhadap pemerintah desa dalam proses pencairan 

dana desa. Mulai dari persyaratan pencairan yang kemudian kamu 

verifikasi berkasnya. Ketika dana desa cair, pemerintah kecamatan 

tidak mendistribusikannya dalam satu waktu, namun bertahap. Hal 

ini agar meminimalisir kelalaian dari pemerintah desa,” jelas 

Bapak Sumaryanto.
76

 

 

Sebagai perangkat daerah yang lebih dekat terhadap masyarakat, 

pihak kecamatan menjembatani aspirasi dari pihak desa. Apa yang ingin 

diusulkan oleh Desa, itu dikonsultasikan kepada kecamatan. 

 “Begini Mas, di saat ada kebingungan atau ketidakjelasan desa 

mempertanyakan kepada kecamatan. Apabila di kecamatan sudah 

selesai, tidak akan dilanjutkan ke kabupaten. Apabila masih belum 

selesai, pihak kecamatan akan menyampaikan kepada kabupaten. 

Apabila hal ini dirasa begitu serius,” jelas Bapak Sumaryanto. 
77
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Sebagai perangkat daerah kecamatan berperan penting dalam 

mensukseskan program dari pemerintah pusat. Pihak desa yang dibebani 

tanggung jawab untuk menjalankan program dari pemerintah pusat masih 

belum begitu memahami. Oleh karena itu, selaku perangkat daerah yang 

membina desa di wilayah administratifnya, Kecamatan Mayang di sini 

memberikan bimbingan untuk membantu pihak desa bekerja. 

Pada selanjutnya, pihak pemerintah kecamatan akan membentuk 

tim yang sudah sesuai dengan tugasnya, lalu turun ke desa untuk 

memberikan keterangan terkait tata cara bekerja dan lainnya. Selang 

beberapa hari, tim kecamatan turun kembali ke desa untuk menanyakan 

keluhan sekaligus mengawasi kinerja dari desa. 

 “Desa juga dibimbing oleh kecamatan saat mendapatkan tugas 

dari pusat. Jadi, kecamatan membentuk tim yang sudah sesuai 

dengan tupoksinya, terjun ke desa menerangkan tata cara 

bekerjanya sampai pihak desa paham, setelah itu tim kecamatan 

turun lagi ke desa untuk memantau perkembangan dan mungkin 

ada kesulitan dari desa dalam menjalankan,” jelas Bapak 

Sumaryanto.
78

 

 

Setelah selesai mewawancarai Bapak Sumaryanto selaku Kasi 

Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial. Peneliti 

melanjutkan wawancara ke Ibu Ani selaku Sekretaris Kecamatan Mayang. 

Menurut Sekretaris Kecamatan Mayang Ibu Ani bentuk pembinaan 

berupa pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Mayang. 

Salah satu di antara kegiatannya yaitu acara Rencana Anggaran Biaya 

(RAB) desain. Pelatihan ini bertujuan agar aparatur desa lebih memahami 
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bagaimana tata cara perhitungan anggaran dan belanja untuk 

pembangunan yang ada di desa. 

 “Terkait pelatihan yang dilakukan oleh Kecamatan Mayang 

mengangkat tema RAB (Rencana Anggaran Biaya) dengan 

memanggil Ibu Enik Yudayanti yang menjabat sebagai 

Pendamping Ahli Kabupaten. Adapun perangkat yang diundang 

yaitu Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Perencanaan, Kasi Kesra, 

Dan Kader Teknis Infra Struktur,” tutur Ibu Ani.
79

 

 

Selain itu, pemerintah kecamatan Mayang juga melakukan 

pembinaan dengan menggelar pelatihan bagi perangkat desa yang kurang 

memahami dalam hal mengoperasikan komputer, terlebih dalam hal ini 

menggunakan Microsoft Word sebagai media ketika berkaitan dengan hal 

administratif desa.  

 “Pelatihan komputer diadakan untuk perangkat daerah yang tidak 

dapat mengoperasikan komputer dengan baik, yang nantinya dapat 

mempermudah penyelenggaraan administrasi. Perangkat daerah 

yang tidak dapat mengoperasikan, diminta untuk datang ke kantor 

kecamatan. Tim dari kecamatan akan memberikan pelatihan terkait 

Microsoft Office,” tutur Ibu Ani.
80

 

 

Sesuai dengan yang diamanatkan dalam peraturan pemerintah, 

bahwasanya pemerintah kecamatan mempunyai tugas tidak hanya 

melakukan pembinaan saja, tetapi lebih dari itu, yakni melakukan 

pengawasan terhadap jalannya pemerintah desa sebagai wilayah 

administratif.  

Kecamatan Mayang sebagai pemegang amanah dari peraturan 

pemerintah tersebut, tentu berkewajiban untuk melaksanakannya. 

Menurut Camat Mayang, Bapak Ajib menyebutkan bahwasanya 
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Kecamatan Mayang di samping melakukan pembinaan kepada desa di 

wilayah administratifnya, juga melakukan pengawasan terhadap 

pemerintah desa setempat. Berikut pernyataan Bapak Ajib setelah 

diwawancarai pada 20 April 2021. 

“Kecamatan Mayang telah membentuk tim khusus untuk 

melakukan supervisi atau pengawasan terhadap desa. Adapun 

pengawasan yang dilakukan yaitu secara langsung dan tidak 

langsung,” ujar Bapak Ajib Camat Mayang.
81

 

 

Adapun pengawasan secara langsung merupakan kegiatan berupa 

memeriksa atau mengecek suatu kegiatan di tempat atau mengamati 

laporan secara langsung dari pegawai, baik secara datang langsung atau 

laporan di tempat. Sedangkan pengawasan tidak langsung hanya sekadar 

memeriksa laporan dari pejabat baik lisan atau tertulis yang hanya 

diterima.
82

 

Upaya pemerintah Kecamatan Mayang dalam melakukan 

pembinaan terhadap pemerintah desa di Kecamatan Mayang telah benar-

benar dirasakan oleh beberapa perangkat pemerintah desa yang ada di 

Kecamatan Mayang. Misalnya seperti yang disampaikan oleh perangkat 

Desa Sidomukti yaitu Bapak Miswanto ketika wawancara.  

“Peran kecamatan begitu besar dalam penyelenggaraan 

pemerintahan desa. Adanya arahan-arahan dalam administrasi 

meringankan beban aparatur desa,” ujar Miswanto yang juga 

Sekretaris Desa Sidomukti.
83
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Hal yang sama juga dirasakan oleh aparatur pemerintah Desa Tegal 

Rejo yakni Bapak Wasid. Menurutnya, pihak kecamatan selama ini telah 

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah desa 

khususnya di lingkungan Kecamatan Mayang. 

“Peran kecamatan terhadap pemerintah desa begitu penting karena 

setiap ada tugas dan kebingungan-kebingungan pemerintah desa itu 

selalu pergi ke kecamatan,” ujar Bapak Wasid yang juga Sekretaris 

Desa Tegal Rejo.
84

 

 

Peran kecamatan terhadap pemerintah desa memang begitu 

penting. Mengingat SDM yang kurang memadai dari pemerintah desa 

dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan desa. Lebih jelasnya 

Kepala Desa Tegal Rejo yaitu Ibu Dyah mengatakan jika pemerintah 

kecamatan hadir dengan program yang terus mengedukasi kepada 

pemerintah desa guna memperlancar jalanya pemerintahan di wilayah 

desa. 

“Pembinaan yang dilakukan oleh kecamatan dengan memberikan 

pengarahan serta motivasi dan edukasi tentang bagaimana 

pembukuan yang baik dan benar, pengelolaan administrasi berupa 

tahapan pembuatan pelaporan keuangan desa yang baik dan benar, 

serta camat membuka diri jika sewaktu-waktu pemerintah desa 

membutuhkan konsultasi,” ungkap Ibu Dyah Kepala Desa Tegal 

Rejo.
85

 

 

Penjelasan di atas telah menunjukkan bahwa, telah dilakukannya 

pembinaan berupa pengarahan-pengarahan kepada pemerintah desa.  

Bapak Sunardi selaku Kepala Desa Sidomukti juga memberikan 

keterangan. 
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“Pembinaan kecamatan begitu membantu jalannya 

penyelenggaraan pemerintahan desa. Pembinaan tersebut dilakukan 

secara berkala mengunjungi desa serta mengawasi kinerja 

pemerintah desa,” tutur Bapak Sunardi selaku Kepala Desa 

Sidomukti.
86

 

 

Keterangan di atas cukup menunjukkan bahwasanya pembinaan 

dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan benar-benar 

dibutuhkan dan sangat bermanfaat guna melancarkan proses jalannya 

pemerintahan desa di lingkungan Kecamatan Mayang. 

Dari wawancara di atas dapat saya tarik kesimpulan, peran 

pembinaan dan pengawasan kecamatan begitu amat penting bagi 

penyelenggaraan pemerintahan desa. Pembinaan berupa pengarahan, 

edukasi, serta motivasi dibutuhkan bagi pemerintah desa. Pengawasan 

kinerja pemerintah desa juga sudah diterapkan oleh kecamatan Mayang.  

Pemerintah desa dalam hal ini sangat dibutuhkan pembinaan dan 

pengawasan dari pemerintah kecamatan. Hal ini menjadi penting agar 

proses pelaksanaan pemerintahan berjalan dengan lancar. 

Misalnya seperti yang dialami oleh Bapak Koko warga Desa 

Sidomukti Kecamatan Mayang menjelaskan, ketika dirinya tengah 

mengurusi blanko Bantuan Langsung Tunai (BLT) di kantor desa, 

menurutnya alurnya cukup sulit. Berikut penjelasannya saat 

diwawancarai. 

“Di kantor desa, justru sangat ribet. Tampaknya desa masih kurang 

mengenai mekanismenya. Maka dari itu banyak masyarakat yang 

ke kantor kecamatan hanya untuk mengurusi BLT tersebut yang 

pada dasarnya bisa diurus di kantor desa setempat,” tutur Bapak 

Koko. 
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Begitu juga disampaikan oleh salah satu warga Desa Mayang 

Kecamatan Mayang, yaitu Bapak Rudi. Dirinya menyebutkan jika proses 

administrasi yang dilakukan di desa sangat lama. Lebih lanjut dirinya 

menuturkan sebagai berikut. 

 “Lebih enak langsung ke kecamatan dek, dari pada ke desa. Di 

kecamatan diberikan arahan untuk menyelesaikan persyaratan dan 

sebagainya, artinya masih ada pembinaan sehingga orang-orang 

paham. Sedangkan di desa cuma dikasih blanko,” tutur Rudi.
88

  
 

Hal ini menunjukkan bahwasanya pemerintah desa sangat 

membutuhkan pembinaan. Jika dianalisis lebih lanjut seberapa paham 

pihak desa memahami bimbingan-bimbingan yang dilakukan pihak 

kecamatan. 

Dari wawancara di atas bersama 2 warga peneliti menyimpulkan 

bahwasanya pihak desa masih kurang memahami pembinaan dari pihak 

kecamatan. Karena pelayanan yang diberikan oleh pihak desa masih 

kurang memuaskan. Hal ini menjadi sebuah tanda kurang memahaminya 

pihak desa terhadap pelayanan administrasi yang baik dan benar. 

Sehingga pelaksanaan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh 

pemerintah sangatlah wajib untuk dilakukan guna memperlancar 

pemerintahan di desa yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.   

2. Faktor Penghambat dalam Implementasi Pasal 10 huruf g PP No. 17 

Tahun 2018 tentang Kecamatan di Kecamatan Mayang 

Dalam setiap kebijakan publik yang diterapkan oleh pemerintah, 

tentunya juga terdapat hambatan-hambatan yang muncul dalam setiap 
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pelaksanaannya. Termasuk juga dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, khususnya pada Pasal 10 huruf g 

yang menjelaskan tentang peran kecamatan dalam melakukan pembinaan 

dan pengawasan terhadap pemerintah desa. 

Hambatan-hambatan ini pada akhirnya juga turut dirasakan oleh 

pemerintah Kecamatan Mayang dalam menjalankan amanah peraturan 

tersebut, banyak sekali kendala yang perlu dihadapi agar tujuan dari 

Peraturan Pemerintah tersebut dapat terlaksana dengan baik. 

Kendala yang dimaksud dalam tulisan ini merupakan kendala yang 

menjadi penghambat dalam menjalankan pembinaan dan pengawasan 

oleh pemerintah kecamatan terhadap pemerintah desa setempat. Salah 

satu di antara sekian banyak kendala atau hambatan yang dirasakan oleh 

pemerintah Kecamatan Mayang yaitu latar belakang pendidikan yang 

berbeda-beda. 

Menurut Bapak Ajib selaku Camat Kecamatan Mayang 

menjelaskan, jika pihaknya mengalami hambatan dalam melaksanakan 

amanah peraturan pemerintah tersebut karena adanya latar belakang 

pendidikan yang berbeda-beda. 

“Hambatan yang paling sangat kami rasakan ketika berhadapan 

dengan pemerintah desa, adalah adanya latar belakang pendidikan 

yang berbeda-beda. Artinya perbedaan latar belakang pendidikan 

yang berbeda-beda ini dalam hal perbedaan tingkat pendidikan 

yang pernah ditempuh sebelumnya. Misalnya ada pemerintah desa 

yang masih lulusan SLTA dan sebagainya. Namun juga ada 

perangkat desa yang telah lulusan S1,” tutur Bapak Ajib saat 

diwawancarai di kediamannya pada 20 April 2021.
89
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Pendidikan menjadi sangat penting guna meningkatkan kualitas 

pelaksanaan pemerintahan di Indonesia. Namun di sebagian kalangan, 

masih terdapat aparatur pemerintah termasuk di desa yang masih 

berpendidikan rendah. Menurut Ibu Ani Sekretaris Kecamatan 

menuturkan jika masih terdapat beberapa aparatur pemerintah desa yang 

latar belakang pendidikannya berbeda-beda. 

“Ya memang sedikit sudah jika yang kami hadapi adalah mereka-

mereka yang berangkat dari latar belakang pendidikan yang 

berbeda-beda. Namun demikian, apapun yang kami hadapi di 

lapangan, tidak akan menjadi hambatan besar dalam rangka 

menjalankan tugas kami di kecamatan. Bagaimanapun caranya, 

pembinaan dan pengawasan untuk pemerintah desa, harus 

dijalankan secara optimal,” ujar Ibu Ani saat wawancara di 

kediamannya pada 21 April 2021.
90

 

 

Kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kecamatan 

Mayang benar-benar dirasakan ketika ada agenda pelatihan penggunaan 

komputer untuk penyusunan laporan dan sebagainya dari pemerintah 

Kecamatan Mayang untuk desa setempat. Menurut Bapak Sumaryanto 

yang juga Kepala Saksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan 

Sosial mengungkapkan sebagai berikut. 

“Gini Mas, kadang saya juga bingung ketika terdapat aparatur 

pemerintah desa yang belum menguasai dalam menggunakan 

komputer, khususnya surat-menyurat, laporan dan hal-hal yang 

berkaitan dengan administratif lainnya,” jelas Sumaryanto.
91

 

 

Sebagai aparatur pemerintah, tentu harus mempunyai kemampuan 

khusus yang mendukung pekerjaannya. Kemampuan dapat berupa 
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tindakan cerdas, bijaksana dalam menentukan keputusan dan pengetahuan 

tentang pekerjaan.
92

 

Dengan itu, seseorang yang tergabung dalam suatu organisasi 

pemerintahan baik di tingkat desa, kecamatan dan seterusnya, dibutuhkan 

suatu kemampuan, keterampilan dan pengetahuan yang baik dalam 

menjalankan tugas dan fungsi sebagai aparatur pemerintah 

Kemudian salah satu aparatur desa yaitu Bapak Miswanto yang 

menjadi Sekretaris Desa Sidomukti membenarkan hal yang dialami oleh 

beberapa aparatur desa. 

“Ya ada dek sebagian. Hampir di setiap desa di wilayah 

Kecamatan Mayang juga masih ada aparat yang berasal dari 

pendidikan yang berbeda-beda. Namun tidaklah banyak, beberapa 

juga sudah lulusan Strata-1 (S1),” ungkap Miswanto.
93

 

 

Selain itu, Bapak Sunardi selaku Kepala Desa Sidomukti 

menuturkan, jika memang sebagian aparatnya yang belum profesional 

dalam mengoperasikan komputer. 

“Bagi saya, bukan kemudian aparat desa tidak tau sama sekali. 

Hanya saja kurang profesional. Oleh karena itu, pembinaan oleh 

pemerintah Kecamatan Mayang sangat perlu dilakukan guna 

menghasilkan swadaya pemerintah desa yang jauh lebih 

berkualitas dan profesional,” jelas Sunardi Kepala Desa 

Sidomukti.
94

 

 

Penting kemudian untuk melakukan pemilihan dan penempatan 

pegawai yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Hal ini menjadi 
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penting karena sebagai penentu dari keberhasilan pelayanan publik di 

wilayah pemerintahan pada khususnya.
95

 

Tidak hanya itu, Kepala Desa Tegal Rejo Ibu Dyah menuturkan 

jika beberapa aparatur desa memang sebagian yang belum bisa 

mengoperasikan komputer secara maksimal. Namun hal tersebut bukanlah 

menjadi halangan dalam menjalankan pemerintahan di tingkat desa. 

Begitu pula, terkait dengan perbedaan latar belakang pendidikan yang 

dimiliki oleh anggota perangkat desa, memang sangatlah beragam. 

“Tidak semua perangkat desa yang lulusan SLTA kog Mas. Rata-

rata semua sudah lulusan S1 atau kuliah. Jadi ya sebagian aparat 

memang sudah bisa mengoperasikan teknologi seperti halnya 

komputer dan sebagainya. Namun demikian, peran kecamatan 

dalam melakukan pembinaan desa memang tetap sangat 

diperlukan,” ujar Ibu Dyah Kusuma Ningrum saat diwawancarai di 

kediamannya.
96

  

 

Anggota organisasi yang tergabung dalam pemerintahan baik 

daerah maupun pusat mempunyai peran yang sangat berpengaruh dalam 

mencapai tujuan dari suatu organisasi. Hal ini dikarenakan orang-orang 

atau anggota organisasi tersebut menjadi roda yang menggerakkan 

organisasi. Artinya kunci kesuksesan atau keberhasilan berada di tangan 

anggota organisasi.
97

 

Selain itu, hambatan lainnya yang dialami oleh pemerintah 

Kecamatan Mayang, yaitu ketersediaan infrastruktur yang kurang 
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memadai seperti akses jalan raya yang kurang baik, sehingga menjadikan 

perjalanan untuk menuju membutuhkan waktu yang lebih lama dari pada 

waktu yang seharusnya. 

“Hambatan lain yang juga kami rasakan, meski ini hanya sebatas 

teknis di lapangan, yaitu akses transportasi ke beberapa desa di 

daerah Kecamatan Mayang. Tapi hal ini tidaklah menjadi 

hambatan serius bagi kami untuk menjalankan amanah peraturan 

perundangan yang ditujukan kepada pemerintah kecamatan di 

manapun,” ucap dengan tegas Bapak Ajib selaku Camat 

Kecamatan Mayang. 

 

Sekretaris Kecamatan Mayang Ibu Ani juga menegaskan, jika 

memang terdapat beberapa daerah di Kecamatan Mayang yang akses 

transportasinya masih cukup sulit untuk kami jangkau.  

“Kami kan wilayah pedesaan, memang masih ada beberapa lokasi 

yang jalannya kurang baik. Seperti di Desa Sidomukti dan 

Mrawan. Jadi, jarak tempuh yang seharusnya bisa saya lalui dalam 

jangka waktu 30 menit, bisa kami tempuh 1 jam hanya karena 

transportasi tersebut,” ujar Ibu Ani.
98

  

 

Meskipun demikian, halangan karena infrastruktur yang kurang 

memadai tersebut, tidaklah kemudian menjadikan pemerintah Kecamatan 

Mayang untuk tidak menjalankan amanah yang telah diamanahkan oleh 

peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh 

Bapak Sumaryanto selaku Kepala Saksi Pemberdayaan Masyarakat dan 

Kesejahteraan Sosial.  

“Untuk melakukan pembinaan dan pengawasan, pihak kecamatan 

tidaklah setiap hari terjun langsung ke desa. Kami juga 

menjalankan tugas lainnya. Oleh karena itu, untuk ke desa kami 

juga siap membantu di kantor kecamatan,” tutur Sumaryanto.
99
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Perbaikan infrastruktur harus terus dilakukan, baik oleh pemerintah 

desa, kecamatan hingga tingkat pusat. Di tingkat desa, pemerintah desa 

setempat mempunyai tugas penting dalam menciptakan pelayanan yang 

baik dan melakukan tata pemerintahan yang transparan, khususnya ketika 

bertugas memberikan pelayanan, pembinaan, pengelolaan dan sebagainya 

termasuk pembangunan. Perbaikan di bidang pembangunan harus terus 

diprioritaskan agar masyarakat dapat merasakan pelayanan yang baik dan 

berkeadilan. 

Bagaimanapun infrastruktur juga menjadi penting dalam rangka 

menyukseskan tujuan dari pemerintahan. Selain problem infrastruktur, 

masalah atau hambatan yang dihadapi oleh pemerintah Kecamatan 

Mayang pada khususnya juga berkaitan dengan banyaknya tugas yang 

diemban oleh Kecamatan Mayang.  

“Bagi saya selaku Camat di Kecamatan Mayang, dengan tugas 

yang telah diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan, pada 

dasarnya memang cukup banyak. Namun yang jelas kami di sini 

harus siap mengemban itu semua,” tegas Ajib Camat Kecamatan 

Mayang saat diwawancarai.
100

 

 

Pada dasarnya tugas yang diemban oleh Pemerintah Kecamatan 

memang cukup banyak, hal ini juga dampak dari dilaksanakannya konsep 

otonomi daerah oleh pemerintah.  

“Ya banyak si Mas. Tidak hanya berkaitan dengan pembinaan dan 

pengawasan terhadap desa saja. Namun juga yang lainnya. Selain 

kerja untuk turun ke struktur pemerintahan di bawah kecamatan, 

juga menjalankan tugas dari pemerintah kota/kabupaten seperti 

berupa laporan pertanggungjawaban,” jelas Sumaryanto Kepala 
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Saksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial 

Kecamatan Mayang. 

 

Hal senada juga diutarakan oleh Sekretaris Kecamatan Mayang Ibu 

Ani ketika menuturkan pendapatnya tentang tugas yang diemban oleh 

pihak kecamatan. Menurutnya, tugas yang diemban oleh pihak kecamatan 

memang cukup banyak. Namun hal tersebut bagi pihaknya bukanlah 

menjadi alasan utama untuk tidak menjalankan tugas khususnya 

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap desa. 

“Dibilang banyak ya banyak Mas. Namun ini adalah tugas, dan 

kami harus bertanggung jawab penuh atas amanah dari  regulasi 

yang ada. Kami juga telah dilantik dan disumpah untuk 

menjalankan ini semua. Benar. Tugas kami bukan hanya membina 

dan mengawasi desa saja, tetapi juga banyak yang lainnya,” 

lengkap Ibu Ani saat diwawancarai.
101

 

 

Dari segi regulasi, misalnya pada Peraturan Pemerintah No 17 

tentang Kecamatan, tepatnya pada Pasal 10 disebutkan bahwasanya camat 

mempunyai tugas di antaranya; berkoordinasi dalam penyelenggaraan 

ketentraman dan ketertiban umum, berkoordinasi dalam kegiatan 

pemberdayaan masyarakat, berkoordinasi tentang penerapan peraturan 

daerah, berkoordinasi terkait perawatan sarana dan prasarana umum dan 

masih banyak tugas lainnya 

Oleh karenanya Ibu Ani menuturkan, meski di tengah padatnya 

kegiatan dari tugas yang harus dikerjakan oleh pemerintah kecamatan, 

dirinya tidak pernah lengah terhadap tugas yang telah diembaninnya. 

“Kendala sih iya. Namun bagaimanapun kita tidak boleh alasan 

karena banyak tugas kemudian menghalangi kita untuk tidak 
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menjalankan tugas ini. Saya yakin pemerintah pusat juga jauh lebih 

padat agenda dan banyak tugas. Oleh karena itu, untuk 

memperlancar pemerintahan di negara ini, diterapkanlah otonomi 

daerah dengan asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Setau 

saya itu,” tambah Ibu Ani.
102

 

 

3. Implementasi pembinaan dan pengawasan oleh Kecamatan Mayang 

terhadap desa perspektif Siyasah Idariyah 

Siyasah Idariyah sebagai bagian dari konsep Siyasah Syariyah, di 

mana kajiannya lebih fokus terkait ketatanegaraan. Dalam menjalankan 

suatu pemerintahan di suatu negara dibutuhkan pengelolaan administratif 

yang baik, salah satunya dengan menerapkan prinsip-prinsip good 

governance. 

Dalam prinsip-prinsip tersebut pada dasarnya telah sesuai dengan 

konsep syariah Islam. Salah satu hal yang terdapat dalam prinsip good 

governance yaitu efektifitas dan efisiensi, supremasi hukum, akuntabilitas 

dan masih banyak lainnya. Untuk mengukur tingkat kualitas pelayanan 

yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dapat dilihat dari realitas 

kepentingan pelayanan itu sendiri. Masyarakat yang mempunyai 

kepentingan pasti mengharapkan kecepatan dan kesempurnaan yang sesuai 

syara’ dalam bekerja secara jelas.  

Ada dua macam Siyasah Idariyah dalam Islam sebagaimana dalam 

sumber fikih siyasah, yaitu sumber hukum vertikal dan sumber hukum 

horizontal. Sumber hukum vertikal berasal dari al-Quran dan Hadits, 

sedangkan sumber hukum horizontal berasal dari manusia dan 
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lingkungannya yakni pemikiran para ahli, cendikiawan, ulama, zu’ama, 

sumber berupa sejarah kehidupan manusia, peraturan yang dibuat 

penguasa, serta pengalaman dan hukum adat.
103

 

Terlepas dari makna di atas, secara teoritis Camat Mayang belum 

memahami betul makna dari Siyasah Idariyah, namun dirinya menegaskan 

jika pelayanan dan segala aktivitas yang berlangsung di lingkungan 

pemerintahan kecamatan telah sesuai dengan norma hukum, norma sosial, 

termasuk juga norma agama. 

“Jika ditanya tentang konsep Siyasah Idariyah, saya tidak tahu itu. 

Namun yang jelas, sampai saat ini, sebagai Camat di Kecamatan 

Mayang, saya yakin bahwa apa yang kami lakukan telah sesuai 

dengan ajaran Islam,” tutur Bapak Ajib Camat Kecamatan 

Mayang.
104

 

 

Pemerintah Kecamatan juga mempunyai tugas utama sebagai 

bagian dari pemerintahan, salah satu di antaranya yaitu menciptakan 

kehidupan yang demokrasi dan memberikan pelayanan yang baik, agar 

masyarakat di sekitarnya dapat hidup sejahtera, tentram dan berkeadilan. 

Salah satu caranya dengan memberikan pelayanan yang cepat dan terarah. 

Oleh karenanya pemerintah Kecamatan Mayang melakukan 

langkah tersebut berupa pelayanan yang cepat dan tidak berbelit-beli. Hal 

ini sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Ajib saat diwawancarai. 

“Adapun dari segi pelayanan, tentu kami lakukan secepat mungkin, 

justru jika kami menunda pelayanan itu, tugas kami di kecamatan 

semakin menumpuk,” tutur Bapak Ajib Camat Kecamatan 

Mayang.
105

 

                                                             
103

 Ahmad Sukardja, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam perspektif Fikih 

Siyasah (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), 240. 
104

 Ajib, diwawancarai oleh Penulis, Mayang, 20 April 2021. 
105

 Ajib, diwawancarai oleh Penulis, Mayang, 20 April 2021. 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

 77 

Untuk memberikan pelayanan yang baik, cepat dan simpel tentu 

dibutuhkan upaya percepatan dan perubahan yang progresif. Baik dari sisi 

kepemimpinan, kinerja birokrasi yang mengacu pada pelayanan 

berkualitas dan berkeadilan, sehingga pemerintah kecamatan mampu 

menerapkan praktik good governance, bukan bad governance. Hal 

demikian juga diterapkan oleh pihak Kecamatan Mayang sebagaimana 

disampaikan oleh Sekretaris Kecamatan Mayang Ibu Ani sebagai berikut. 

“Sejauh ini, sebagai pihak dari Kecamatan Mayang, kami di sini 

tentu merasakan adanya percepatan-percepatan dalam pelayanan. 

Banyak sekali tugas yang pada dasarnya pemerintah desa dapat 

mengatasinya, namun karena ada kendala di bawah, justru kami 

pihak kecamatan yang memberikan pelayanan tersebut,” jelas Ibu 

Ani.
106

 

  

Kemudian, lebih lanjut dijelaskan oleh Bapak Sumaryanto 

bahwasanya pelayanan yang dilakukan lebih mengedepankan kepada 

percepatan-percepatan. Hal ini dilakukan sebagai langkah progresif dalam 

memenuhi kepentingan masyarakat. 

“Banyak sekali kegiatan pembinaan berupa pelatihan yang kami 

lakukan untuk pemerintah desa. Hal ini guna mempercepat 

pelayanan pemerintahan di tingkat desa. Kalau di kecamatan ya 

bagi kami telah banyak langkah progresif yang kami lakukan,” ujar 

Bapak Sumaryanto.
107

 

 

Percepatan yang dilakukan oleh pihak Kecamatan Mayang turut 

dirasakan oleh sejumlah kalangan, khususnya pemerintah desa yang 

berhubungan langsung dengan pemerintah kecamatan. Demikian lebih 

lanjut disampaikan oleh Bapak Mirwanto sebagai berikut. 
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“Ya kami di sini sebagai pemerintah desa di bawah pemerintahan 

Kecamatan Mayang, apa yang telah dilakukan oleh pihak 

kecamatan sudah baik dari segi pelayanan. Kami sebagai pihak 

desa di wilayah administratifnya benar-benar merasakan 

pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak 

kecamatan,” tutur Bapak Mirwanto Sekretaris Desa Sidomukti.
108

 

 

Pelayanan publik oleh pemerintah harus senantiasa dilakukan 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Maka antara pemerintah sebagai 

penyedia pelayanan dan masyarakat selaku pengguna layanan, antara 

keduanya mempunyai hubungan yang kuat. Oleh karena itu kepuasan 

masyarakat harus menjadi tolak ukur utama oleh pemerintah dalam 

menjamin kebutuhan masyarakat. 

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu warga 

Desa Sidomukti yaitu Bapak Koko menyebutkan, bahwasanya dirinya 

sebagai warga yang pernah mendapat pelayanan dari masyarakat 

merasakan pelayanan memuaskan dari pihak Kecamatan Mayang. 

“Kami selaku salah satu warga di Desa Sidomukti benar-benar 

merasakan bagaimana percepatan pelayanan yang dilakukan oleh 

pemerintah Kecamatan Mayang, contohnya ketika saya mengurusi 

Bantuan Langsung Tunai. Di desa kami prosesnya lama, pas ketika 

di kecamatan, cuman disuruh ngasihkan formulir, selesai. Simpel 

sekali,” tutur Yusufta Juliko warga Desa Sidomukti.
109

 

 

Hal yang sama juga dirasakan oleh warga lainnya, terkait 

percepatan pelayanan yang dilakukan oleh pihak Kecamatan Mayang, 

sebagaimana berikut. 

“Saya sudah beberapa kali menyelesaikan hal administrasi 

langsung ke kecamatan. Kebetulan saya memang dekat dengan 

kantor Kecamatan Mayang. Di sana kalau saya mengurusi sesuatu 
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langsung dijelaskan persyaratan yang dipenuhi, ramah lagi 

pelayanannya. Artinya masih ada pembinaan. Namun ketika saya 

ngurusi di Desa. Hanya diberikan blanko saja,” ungkap Rudi warga 

Mayang.
110

 

 

Begitu juga disampaikan oleh salah satu warga Desa Mayang 

Kecamatan Mayang, yaitu Bapak Rudi. Dirinya menyebutkan jika proses 

administrasi yang dilakukan di desa sangat lama. Lebih lanjut dirinya 

menuturkan sebagai berikut. 

 “Lebih enak langsung ke kecamatan dek, dari pada ke desa. Di 

kecamatan diberikan arahan untuk menyelesaikan persyaratan dan 

sebagainya, artinya masih ada pembinaan sehingga orang-orang 

paham. Sedangkan di desa cuma di kasih blanko,” tutur Rudi.
111

  

 

Selain itu, pelayanan tidak hanya bertumpu pada kecepatan saja. 

melainkan juga sikap profesional. Para aparatur yang memiliki sikap 

profesional, menjadi gambaran dari sikap keterampilan dan keahlian yang 

dimilikinya. Sikap profesional tersebut akan bertambah luar biasa jika 

didukung dengan tingkat pengetahuannya dan latar belakang 

pendidikannya. 

Sikap profesional pada dasarnya dapat tergambar ke dalam 

beberapa sikap, seperti tepat waktu, belajar dari kegagalan dan 

sebagainya.
112

 Berkaitan dengan itu, pemerintah Kecamatan Mayang 

berdasarkan hasil wawancara menyatakan bahwa aparatur pemerintah 

Kecamatan Mayang telah mengusahakan diri sebaik mungkin untuk 

bersikap profesional. 
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Menurut Bapak Ajib, aparat pemerintah Kecamatan Mayang dalam 

menjalankan tugas, setiap individu wajib menjalankan tugas sesuai 

dengan bidangnya masing-masing. Uniknya menurut Bapak Ajib, di 

Kecamatan Mayang menerapkan budaya 2 malu. Lebih jelasnya sebagai 

berikut. 

“Kami di sini menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan 

kewenangannya di setiap bidang masing-masing di pemerintahan 

Kecamatan Mayang. Selain itu, kami di sini juga menerapkan 

program menerapkan budaya 2 malu. Yaitu malu datang terlambat 

dan malu pulang lebih dulu,” ujar Bapak Ajib selaku Camat 

Kecamatan Mayang.
113

 

 

Sebagai camat Kecamatan Mayang, Bapak Ajib senantiasa 

menegaskan dalam berbagai kesempatan untuk bersikap tanggung jawab 

terhadap tugas yang diemban. 

“Sikap tanggung jawab adalah prioritas di kami. Apapun yang 

terjadi kami harus bertanggung jawab terhadap tugas yang kami 

emban. Terlebih dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat,” tambah Bapak Ajib.
114

 

 

Tidak hanya itu, dirinya senantiasa mengingatkan kepada aparatur 

Kecamatan Mayang untuk belajar dari kegagalan yang telah dialami. 

“Saya sebagai camat di Kecamatan Mayang hampir setiap rapat 

selalu mengatakan agar senantiasa belajar dari kegagalan. Tidak 

ada manusia yang tidak pernah gagal, semua pasti pernah 

mengalami kegagalan. Tinggal selanjutnya apakah kita akan 

tenggelam dari kegagalan kita, ataukah bangkit dan menuju ke arah 

yang lebih baik. Kuncinya introspeksi diri dan yakin bahwa kita 

adalah yang terbaik,” tegas Bapak Ajib Camat Kecamatan 

Mayang.
115
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Selain itu, menurut Ibu Ani Sekretaris Kecamatan Mayang 

menjelaskan, jika para aparat Kecamatan Mayang wajib tepat waktu dan 

dilarang keras terlambat ke kantor dan mengumpulkan tugas. 

“Teman-teman perangkat di Kecamatan Mayang konsisten untuk 

menerapkan sikap waktu. Tepat waktu untuk datang ke kantor dan 

tepat waktu mengerjakan tugas dan kewajiban serta tanggung 

jawab,” tutur Ibu Ani Sekretaris Kecamatan Mayang.
116

  

 

Kemudian Ibu Ani menambahkan bahwa sikap profesional yang 

dikembangkan dalam pemerintahan Kecamatan Mayang salah satu di 

antaranya termasuk mencintai pekerjaan. Menurutnya banyak para 

pekerja yang tidak menyukai pekerjaannya, sehingga mengakibatkan 

buruknya pelayanan. 

“I Love What I Do, kurang lebih artinya saya mencintai pekerjaan 

saya. Ini adalah kunci utama di pemerintahan kecamatan 

khususnya di Mayang, agar para perangkat senantiasa bertanggung 

jawab karena telah merasa mencintai terhadap pekerjaannya,” tutur 

Ibu Ani saat diwawancarai.
117

 

 

Sebagai pemerintahan yang kreatif dan inovatif, Kecamatan 

Mayang senantiasa mempunyai cara tersendiri untuk menumbuhkan sikap 

profesional dalam bekerja. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Bapak 

Sumaryanto. 

“Kami dalam bekerja Mas. Menerapkan budaya 5S yaitu senyum, 

salam, sapa, sopan dan santun. Bahkan di kantor, kami tempelkan 

banner yang berisikan hal tersebut agar teman-teman selalu ingat 

hal tersebut,” tutur Bapak Sumaryanto Kasi Perma Kersra.
118

 

 

Sikap profesionalitas yang dilakukan oleh pihak Kecamatan 

Mayang juga turut dirasakan oleh pemerintah desa di wilayah Kecamatan 
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Mayang. Salah satunya Kepala Desa Tegal Rejo Ibu Dyah yang 

menuturkan sikap tegas yang dilakukan oleh pihak Kecamatan Mayang 

bagi pemerintah desa yang mencoba tidak bersikap profesional yaitu tepat 

waktu. 

 “Jika kami telat menjalankan tugas dan kewajiban, misalnya 

penyerahan laporan anggaran dan hal administratif lainnya, ya 

tentu kami diperingatkan Mas. Dan kami menerima peringatan itu 

karena kami memang benar-benar salah. Kita memang tidak boleh 

main-main terhadap waktu yang telah diberikan dan kami konsep 

khususnya dalam rangka pelaksanaan pemerintahan di tingkat 

pemerintahan,” tutur Ibu Dyah.
119

 

 

Tidak hanya itu, Sekretaris Desa Tegal Rejo, Bapak Wasid 

menuturkan hal serupa terkait sikap profesional yang diterapkan di 

Kecamatan  Mayang. 

“Para perangkat pemerintah kecamatan memang dari 

profesionalitas kami akui sudah luar biasa. Tentu bagi kami 

sebagai perangkat desa, akan belajar hal itu agar sikap 

profesionalitas juga tumbuh, minimalnya di mulai dari diri kita 

masing-masing. Ya kan,” ucap Bapak Wasid Sekretaris Desa Tegal 

Rejo.
120

 

 

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 126 ayat 3 huruf a Undang-

Undang No. 32 Tahun 2004. Bahwasanya camat dalam melakukan 

pembinaan kepada pemerintah desa, dapat berupa fasilitasi pembuatan 

peraturan desa dan upaya dalam menciptakan lingkungan administratif 

pemerintahan yang baik. 

 “Kita ini kan di sini hanya sebagai lembaga yang diberikan tugas 

untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh 

karenanya kami bertanggung jawab kepada pemerintah kabupaten 

atau kota. Artinya sejauh ini berkaitan dengan regulasi, kami hanya 
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fokus dengan mensosialisasikan regulasi dari pemerintah pusat dan 

daerah,” ujar Bapak Ajib selaku Camat Mayang.
121

  

 

Menurut Bapak Ajib, peran Kecamatan Mayang berkaitan dengan 

peraturan, salah satunya memfasilitasi proses peraturan desa di wilayah 

Kecamatan Mayang. 

“Tugas kami khususnya dalam hal pengawasan dan pembinaan 

terhadap pemerintah desa, kaitannya dengan regulasi atau aturan, 

tentu kami hanya fokus bagaimana pemerintah desa betul-betul 

menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana telah diatur dalam 

peraturan perundang-undangan,” tambahnya.
122

 

 

Lebih lanjut Ibu Ani Sekretaris Kecamatan Mayang menjelaskan 

lebih lanjut, bagaimana tugas pembinaan dan pengawasan yang dilakukan 

oleh pemerintah Kecamatan Mayang. 

“Saya rasa kami di sini hanya fokus menjalankan tugas-tugas kami 

Mas. Bukan kemudian mengeluarkan peraturan atau regulasi yang 

justru nantinya malah menambah proses birokrasi di pemerintahan 

desa khususnya. Kami di sini misalnya mengecek keuangan desa 

melalui RKP, RPJMDes, Dana Bantuan Keuangan serta 

pelaksanaan administrasi lainnya,” ujar Ibu Ani Sekretaris 

Kecamatan Mayang.
123

 

 

Kemudian, perangkat Kecamatan Mayang juga menjelaskan, upaya 

pembinaan yang dilakukan dalam bidang peraturan adalah sebatas 

bimbingan berupa memberikan penjelasan ketika desa akan membuat 

suatu peraturan desa. 

“Gini Mas, dalam kaitannya dengan regulasi, kami di kecamatan 

hanya melakukan pembinaan dalam proses pembuatan peraturan 

atau keputusan desa, sehingga nantinya tidak bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan,” jelas Sumaryanto Kepala Saksi 

Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan 

Mayang. 

                                                             
121

 Ajib, diwawancarai oleh Badrut Tamam, Mayang, 20 April 2021. 
122

 Ajib, diwawancarai oleh Badrut Tamam, Mayang, 20 April 2021. 
123

 Ani, Wawancara, Mayang, 21 April 2021. 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

 84 

 

Pentingnya untuk melakukan pembinaan dalam wilayah regulasi 

sangat penting, hal ini mengingat regulasi yang dikeluarkan harus benar-

benar menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum 

yang ada.
124

 Artinya setiap peraturan yang dikeluarkan baik oleh 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah, wajib untuk tunduk terhadap 

Pancasila. 

Berkaitan dengan implementasi segala regulasi yang berkaitan 

dengan pemerintahan desa, menurut Kepala Desa Tegal Rejo Dyah 

Kusuma Ningrum menuturkan, untuk menciptakan regulasi yang 

sederhana dan dibentuk secara profesional, salah satunya untuk tidak 

mencampuradukkan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan 

negara. 

“Pejabat yang mengeluarkan kebijakan wajib untuk tidak 

menyelundupkan kepentingan pribadi di atas kepentingan publik, 

sehingga nantinya kebijakan atau keputusan tersebut tidak 

merugikan hak-hak warga negaranya,”
125

  

 

C. Pembahasan Temuan 

Pembahasan temuan merupakan hasil dari analisis data yang diperoleh 

baik dari wawancara, observasi atau juga dokumentasi di lapangan. Tentunya 

data yang diperoleh adalah upaya untuk menjawab rumusan masalah yang 

telah dicantumkan di penelitian ini. Berikut hasil dari pembahasan temuan 

dalam penelitian ini. 
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1. Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan Mayang terhadap 

Pemerintah Desa. 

a. Pembinaan 

Sebagaimana dijelaskan oleh Musanef dalam karyanya 

“Manajemen Kepegawaian di Indonesia”, bahwasanya pembinaan 

adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, 

penyusunan, pengembangan pembangunan dan pengarahan serta 

pengendalian segala sesuatu yang berdaya guna dan hasil guna, jadi 

pembinaan haruslah dilakukan oleh setiap organisasi atau lembaga 

negara agar dapat terintegrasi dengan baik setiap program yang sudah 

direncanakan sebelumnya. 

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Kecamatan Mayang juga 

mengemban amanah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan 

khususnya terhadap pemerintah desa. Hal ini sebagaimana telah 

dirumuskan di dalam Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 2018 Pasal 

10 huruf g tentang Kecamatan. Adapun bentuk-bentuk pembinaan 

yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Mayang dapat 

dikelompokkan menjadi dua, yaitu bimbingan dan pelatihan. 

1) Bimbingan 

Adapun pembinaan Kecamatan Mayang terhadap 

pemerintah desa setempat dikemas dalam bentuk program 

bimbingan antara lain berupa; 
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a) Bimbingan Pembuatan Dokumen Desa dan Hal Administratif 

Lainnya. 

Dokumen desa yang dimaksud, salah satu di antaranya 

yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 

(RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Laporan 

Pertanggungjawaban-APBDes dan hal lainnya. administrasi 

adalah hal yang sangat utama dalam suatu organisasi termasuk 

pemerintahan. Tanpa adanya administrasi, maka organisasi atau 

negara tidak akan berjalan. 

b) Bimbingan Persyaratan Pencairan Dana Desa. 

Untuk mencairkan dana desa, terlebih dahulu perlu 

untuk melengkapi persyaratan administratifnya, agar dana 

untuk desa tersebut turun dan dapat segera digunakan. Di 

Kecamatan Mayang, pihak kecamatan memantau kelengkapan 

persyaratan di desa, apabila ada yang kurang pihak kecamatan 

membantu untuk melengkapinya. Sekaligus memberikan 

verifikasi untuk kelengkapan berkas administratif pencairan 

dana desa. Setelah dana desa turun kecamatan memberikan 

kepada desa sesuai kebutuhan, untuk meminimalisir kelalaian 

dari pihak desa. 
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c) Bimbingan Berupa Sosialisasi Program dari Pemerintah Pusat. 

Sebagai perangkat daerah, kecamatan berperan penting 

dalam mensukseskan program dari pemerintah pusat. Pihak 

desa yang dibebani tanggung jawab untuk menjalankan 

program dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah 

bupati/kota masih cukup banyak yang memahami. Oleh 

karenanya pemerintah kecamatan perlu untuk melakukan 

sosialisasi terhadap program atau regulasi dari pemerintah 

pusat atau pemerintah daerah. 

Maka dari itu, perlu dipahami bahwa tugas dan fungsi 

yang diberikan kepada pihak kecamatan oleh pemerintah 

kabupaten/kota sebagai bentuk dari ‘perpanjangan tangan 

bupati’. Tentu wewenang yang diberikan oleh bupati harus 

sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tanpa adanya 

pemberian wewenang oleh bupati kepada kecamatan, maka 

camat tidak dapat menjalankan tugas-tugasnya.
126

 

Adanya bimbingan yang dilakukan oleh kecamatan 

menjadi hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan 

desa. Bimbingan yang dilakukan bertujuan untuk 

meningkatkan pengetahuan dan untuk meningkatkan pelayanan 

kepada masyarakat agar masyarakat mendapatkan pelayanan 

cepat, tepat dan benar.  
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2) Pelatihan 

Beberapa program pembinaan yang dikemas dalam 

bentuk pelatihan oleh pemerintah Kecamatan Mayang terhadap 

pemerintah desa dikemas dalam berbagai acara, salah satunya 

berikut ini: 

a) Pelatihan Rencana Anggaran Biaya Desain 

Adapun pelatihan ini merupakan sebuah kegiatan 

yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Mayang 

terhadap pemerintah desa. Di mana dalam kegiatan ini 

dijelaskan terkait tata cara mengakumulasi anggaran dan 

belanja terhadap pembangunan yang dilakukan di desa 

setempat. Misalnya pada saat itu dengan menghadirkan 

narasumber selaku Pendamping Ahli Kabupaten Teknik 

Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Jember yaitu Enik 

Yudayanti. 

b) Pelatihan Microsoft Office dan Microsoft Excel 

Pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah 

Kecamatan Mayang juga berupa pelatihan hal teknis, 

seperti cara mengoperasikan Microsoft dengan baik dan 

benar, sehingga nantinya perangkat desa dapat bekerja lebih 

optimal dalam melakukan pelayanan ataupun menjalankan 

tugas dan kewajiban yang berkaitan dengan administratif 

dan lainnya. 
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Dalam hal melakukan pembinaan berupa bimbingan 

atau pelatihan ke pemerintah desa, sebelumnya pemerintah 

desa terlebih dahulu menentukan tim atau narasumber yang 

sesuai dengan tupoksinya dalam acara tersebut. Setelah itu, tim 

dari pemerintah kecamatan memberikan informasi terkait 

penyelenggaraan program tersebut kepada pihak desa, hingga 

beberapa hari selanjutnya tim pemerintah kecamatan 

melangsungkan program tersebut sesuai dengan waktu yang 

telah ditentukan sebelumnya. 

b. Pengawasan 

Pengawasan dari Kecamatan berbeda dengan pengawasan yang 

dilakukan pemerintah daerah, pengawasan yang dilakukan oleh pihak 

kecamatan lebih kepada memantau kinerja Desa dalam rangka 

pembinaan agar lebih baik. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh 

peneliti di Kecamatan Mayang, ada 2 metode yang dilakukan oleh 

kecamatan mayang terkait pengawasan pemerintahan desa yaitu: 

1) Pengawasan Langsung  

Pengawasan secara langsung oleh pihak kecamatan 

dilakukan sewaktu-waktu. Pengawasan tersebut dapat dilihat dari 

berbagai bentuk, di antaranya; inspeksi secara langsung, observasi 

di tempat, laporan di tempat. Artinya di tempat, pemerintah 

Kecamatan Mayang juga memberikan masukan berupa saran 

kepada aparat desa yang tengah kesulitan dalam menjalankan 

tugasnya. 
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2) Pengawasan Tidak Langsung 

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang 

dilakukan secara jarak jauh, terhadap laporan yang diberikan oleh 

bawahannya. Laporan tersebut dapat berupa laporan tertulis dan 

laporan lisan. Misalnya camat meminta laporan kepada BPD pada 

rapat koordinasi atau camat juga memantau kegiatan BPD melalui 

seksi pemerintahan.  

2. Faktor Penghambat Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan Mayang 

terhadap Pemerintah Desa 

Dalam setiap kebijakan publik pasti ada beberapa faktor 

pendukung dan penghambat, termasuk juga  dalam implementasi 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 pasal 10 huruf g Tentang 

kecamatan Di Kecamatan Mayang.  

Di dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 17 

Tahun 2018 pasal 10 huruf g, yaitu melakukan pembinaan dan 

pengawasan terhadap pemerintah desa, Kecamatan Mayang pada dasarnya 

menghadapi beberapa kendala. Salah satu di antaranya adalah  

1. Latar Belakang Pendidikan yang Berbeda-beda. 

Perbedaan latar belakang pendidikan aparatur desa membuat 

camat kesusahan dalam proses pembinaan. Oleh karena itu menurut 

penuturan dari camat sendiri bahwa dari perbedaan latar belakang 

pendidikan menjadi hal yang paling menonjol di saat melakukan 

pembinaan terhadap aparatur desa. 
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Minimnya tingkat pengetahuan  dan keahlian yang dimiliki 

oleh aparatur desa turut menjadi penghambat dalam menjalankan 

fungsi dan tugasnya dalam pemerintahan. Hal ini dikarenakan aparatur 

desa yang tingkat pengetahuannya masih minim, mengakibatkan hasil 

penelitian yang tidak kompeten.  

Hal demikian membuat camat dalam menjalan tugasnya harus 

bekerja secara ekstra. Camat dituntut aktif agar mengetahui kendala-

kendala yang dialami pemerintah desa termasuk juga memberikan 

solusi dari masalah yang dialami.  

2. Banyaknya Tugas Camat 

Kecamatan yang dipimpin oleh seorang camat yang bertugas 

sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Oleh karenanya camat 

bukan kepala wilayah. Tetapi perangkat daerah yang dibentuk 

berdasarkan peraturan daerah.
127

 

Kedudukan camat yang bertanggung kepada bupati melalui 

sekretaris daerah, dapat pula disebut sebagai koordinator dari 

penyelenggaraan daerah di wilayah kerja kecamatan, adapun tugas-

tugas camat diperoleh melalui pelimpahan kewenangan dari bupati 

atau wali kota untuk mengurusi sebagian urusan otonomi daerah.
128

 

Berikut beberapa tugas umum pemerintah kecamatan, di 

antaranya: 
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 Nurcholis, Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Jakarta: Grasindo, 2005), 133. 
128

 Sekretariat Negara RI, Peraturan  Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan Pasal 

1 ayat 9. 
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a. Berkoordinasi terkait program pemberdayaan masyarakat. 

b. Koordinasi dalam penyelenggaraan wilayah yang tentram dan 

tertib. 

c. Berkoordinasi terkait jalannya peraturan perundang-undangan. 

d. Koordinasi perawatan fasilitas atau pra-sarana masyarakat. 

e. Koordinasi penyelenggaraan program pemerintah di wilayah 

kecamatan. 

f. Melakukan pembinaan terhadap pemerintah desa/kelurahan. 

g. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugasnya 

ketika pemerintah desa belum dapat menjalankannya secara 

maksimal. 

Selain tugas tersebut masih banyak tugas lainnya yang diemban 

oleh pemerintah kecamatan. Artinya selain melakukan pembinaan dan 

pengawasan terhadap pemerintah desa, juga masih banyak tugas 

lainnya yang juga perlu dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan. 

3. Akses Jalan yang Rusak 

Faktor lain yang menjadi kendala dalam kegiatan pembinaan 

dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Mayang 

terhadap pemerintah desa, salah satu di antaranya yaitu kondisi 

geografis yang tidak didukung dengan infrastruktur yang memadai. 

Misalnya akses jalan penghubung antara desa dengan kecamatan yang 

cukup sulit diakses karena jalan rusak dan ditambah jarak tempuh yang 

lumayan jauh. 
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Akses jalan begitu penting dalam rangka memajukan 

kesejahteraan umum. Dalam observasi yang dilakukan oleh peneliti, 

akses jalan menuju Desa Sidomukti dan Desa Mrawan kurang baik. 

Hal demikian menjadi penghambat bagi pemerintah Kecamatan 

Mayang dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 

pemerintah desa setempat. 

3. Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan Mayang terhadap 

Pemerintah Desa Perspektif Siyasah Idariyah 

Siyasah Idariyah merupakan cabang dari Siyasah Syariah yang di 

dalamnya menjelaskan tentang ketatanegaraan. Untuk mengelola suatu 

lembaga pemerintahan tentunya dibutuhkan manajemen administrasi yang 

baik. Misalnya dengan menerapkan asas-asas good governance, salah 

satunya asas profesionalitas.
129

. Sikap profesionalitas juga ada dalam 

konsep konsep Siyasah Idariyah. Selanjutnya sebagaimana penjelasan 

berikut ini. 

Untuk mewujudkan ihsan (kebaikan kesempurnaan) dalam 

menjalankan suatu urusan, terdapat tiga faktor, yaitu cepat dalam 

pelayanan, profesional dalam pelayanan dan sederhana dalam peraturan.
130

 

Berdasarkan hasil penyajian data yang telah disampaikan di atas, 

maka pada dasarnya pemerintah Kecamatan Mayang telah menerapkan 

tiga faktor kunci penerapan konsep Siyasah Idariah tersebut, dalam 
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 Yusri Munaf, Hukum Administrasi Negara (Riau: Marpoyan tujuh, 2016), 64-65. 
130

 Achmad Fajar Rifa’i, “Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) 

dalam Penerapan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah 

Perspektif Siyasah Idariyah” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2017), 84. 
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menjalankan tugasnya yang salah satunya melakukan pembinaan dan 

pengawasan terhadap pemerintah desa.  

a. Cepat dalam Pelayanan  

Cepat dalam pelayanan merupakan kemampuan dalam diri kita 

yang mampu memberikan kepuasan dalam pelayanan terhadap 

pelanggan. Hal ini dinilai dalam syariat Islam bahwa pelayanan atau 

perbuatan baik terhadap orang lain termasuk ia berbuat baik kepada 

diri sendiri. 

Percepatan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah 

Kecamatan Mayang benar-benar dilakukan. Hal ini dengan melihat 

proses pelayanan yang diberikan oleh pihak kecamatan. Banyak warga 

sekitar yang telah mengakui percepatan pelayanan yang dilakukan oleh 

pihak kecamatan, misalnya ketika mengurusi Bantuan Langsung 

Tunai. Di mana masyarakat banyak mengeluh ketika mendapat 

pelayanan di kantor desa, sehingga masyarakat lebih memilih untuk 

langsung ke kantor kecamatan. Hal ini justru kemudian menjadi bukti 

pentingnya pembinaan dan pengawasan untuk pemerintah desa guna 

menciptakan pelayanan yang kompeten. 

b. Profesional dalam Pelayanan  

Profesional ialah sifat dalam profesi yang berarti kumpulan 

pekerjaan yang dikerjakan sesuai ketentuan atau standar operasional 

kerja di dalam masing-masing bidang. Professional juga dapat berarti 

seseorang yang memiliki kompetensi dalam suatu pekerjaan dan 
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memiliki kepandaian khusus dalam menjalankannya. Profesional 

merupakan sikap yang berkaitan dengan tingkat kualitas kerja. 

Kesimpulannya, professional ialah sebutan kepada seseorang yang 

melakukan suatu pekerjaan dengan baik sesuai profesinya, baik dalam 

segi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku dalam melakukan 

pekerjaan secara baik.    

Para aparatur yang memiliki sikap profesional, menjadi 

gambaran dari sikap keterampilan dan keahlian yang dimilikinya. 

Sikap profesional tersebut akan bertambah luar biasa jika didukung 

dengan tingkat pengetahuannya dan latar belakang pendidikannya. 

Sikap profesional pada dasarnya dapat tergambar ke dalam 

beberapa sikap, seperti tepat waktu, belajar dari kegagalan dan 

sebagainya.
131

 Berkaitan dengan itu, pemerintah Kecamatan Mayang 

berdasarkan hasil wawancara menyatakan bahwa aparatur pemerintah 

Kecamatan Mayang telah mengusahakan diri sebaik mungkin untuk 

bersikap profesional. 

Untuk itu, berdasarkan dari hasil penyajian data dan analisis 

yang telah dilakukan sebelumnya, maka kemudian dapat 

dikelompokkan beberapa sikap profesional yang dilakukan oleh 

pemerintah Kecamatan Mayang dalam memberikan pelayanan ke 

masyarakat. Berikut beberapa sikap profesional yang penulis rangkum, 

di antaranya ; 
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 Tjokrowinoto, Pembangunan Dilema dan Tantangan (Yogyakarta:  PT Pustaka Pelajar, 1996), 

191. 
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a. Tepat Waktu 

Sikap tepat waktu yang diterapkan di pemerintah 

Kecamatan Mayang dapat dilihat dengan menerapkan budaya 2 

malu. Yaitu malu datang terlambat dan malu pula lebih dulu. Lebih 

lanjut, tepat waktu di sini bukan hanya sebatas 2 budaya malu di 

atas, melainkan juga tepat waktu dalam menjalankan tugas dan 

kewajiban. 

b. Bertanggung Jawab. 

Sikap tanggung jawab ini menjadi kunci suksesnya 

pemerintahan Kecamatan Mayang dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat. Hal ini terlihat dari tingginya tingkat 

kepercayaan masyarakat dalam mengurusi hal administratif ke 

pihak kecamatan. 

c. Bersikap Sopan 

Sikap sopan di sini tergambar dengan menerapkan budaya 

5S yang telah ditempelkan di kantor kecamatan. Adapun budaya 

5S tersebut 5S yaitu senyum, salam, sapa, sopan dan santun. 

d. Belajar dari Kegagalan 

Pada dasarnya setiap orang akan mengalami kegagalan 

dalam kehidupannya. Oleh karena itu, khususnya di pemerintahan 

Kecamatan Mayang, Camat senantiasa selalu mengingatkan agar 

pihaknya untuk senantiasa belajar dari kegagalan. Itulah prinsip 

utama yang dilakukan oleh Camat Kecamatan Mayang yang 

kemudian diterapkan ke pihak aparatur kecamatan. 
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e. I love What I Do 

Sikap mencintai pekerjaan adalah salah satu sikap 

profesional dalam memberikan pelayanan yang diterapkan oleh 

pihak Kecamatan Mayang. Sikap ini senantiasa didengungkan oleh 

Ibu Ani selaku Sekretaris Kecamatan Mayang kepada pemerintah 

Kecamatan Mayang. Sikap mencintai pekerjaan bagi Kecamatan 

Mayang adalah kunci sukses untuk mewujudkan sikap bertanggung 

jawab. 

c. Sederhana dalam Peraturan. 

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 126 ayat 3 huruf a 

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Bahwasanya camat dalam 

melakukan pembinaan kepada pemerintah desa, dapat berupa fasilitasi 

pembuatan peraturan desa dan upaya dalam menciptakan lingkungan 

administratif pemerintahan yang baik. 

Tidak banyak peraturan yang bersifat kaku dalam 

menyelenggarakan pemerintahan di tingkat kecamatan. Pemerintah 

Kecamatan Mayang pada khususnya hanya fokus untuk memfasilitasi 

proses pembuatan peraturan atau keputusan dari pemerintah desa 

setempat. Bentuk fasilitasi yang dimaksud dalam proses pembuatan 

peraturan ini hanyalah sebatas menjelaskan bagaimana menciptakan 

regulasi yang sederhana dan dibentuk secara profesional, salah satunya 

untuk tidak mencampuradukkan antara kepentingan pribadi dengan 

kepentingan negara termasuk juga membimbing agar peraturan desa 

tersebut tidak bertentangan dengan peraturan lainnya.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Pemerintah Kecamatan Mayang mempunyai tugas untuk melakukan 

pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dikemas dalam bentuk bimbingan 

dan pelatihan. Kegiatan bimbingan berupa: pembuatan dokumen desa dan hal 

administratif lainnya, bimbingan persyaratan pencairan dana desa dan sosial 

sosialisasi program dari pemerintah pusat. Sedangkan kegiatan pelatihan 

berupa: pelatihan RAB dan pelatihan Microsoft Office/Microsoft Excel. 

Adapun pengawasan dilakukan secara pengawasan langsung dan pengawasan 

tidak langsung. 

Hambatan yang dihadapi oleh pemerintah Kecamatan Mayang dalam 

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah setempat antara 

lain, latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, banyaknya tugas camat, 

dan akses jalan yang rusak. 

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah 

Kecamatan Mayang telah menerapkan prinsip dari siyasah idariyah, yaitu 

cepat dalam pelayanan, profesional dalam pelayanan dan sederhana dalam 

peraturan. 

B. Saran 

Kecamatan Mayang perlu melakukan komunikasi dan koordinasi lebih 

lanjut dengan pemerintah desa dalam melakukan pembinaan dan pengawasan. 

Hal tersebut bertujuan agar pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tidak 

98 
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hanya seremonial belaka, melainkan harus terus melakukan pendampingan 

terhadap pemerintah desa agar mampu mencapai pembangunan nasional yang 

berkelanjutan. 

Perlu adanya upaya pemerataan pendidikan khususnya bagi para 

aparatur pemerintahan baik di tingkat kecamatan maupun desa, hal tersebut 

guna meningkatkan pemerintahan Indonesia. selain itu, infrastruktur tertentu 

yang menjadi tonggak penting kemajuan suatu daerah seperti jalan raya dan 

lainnya harus teratasi agar sistem pemerintahan berjalan dengan baik. Selain 

itu, pentingnya memahami kembali terkait tugas dan kewajiban yang diemban 

oleh lembaga kecamatan sebagaimana telah diatur dalam peraturan 

perundang-undangan. 

Siyasah idariyah dapat menjadi tolak ukur dalam menjalankan sistem 

pemerintahan yang ada di Indonesia. Oleh karenanya, setelah melihat adanya  

nilai yang dapat membangun suatu pemerintahan ke arah yang lebih baik 

dengan menerapkan konsep siyasah idariyah, maka sebaiknya siyasah 

idariyah tidak hanya dilakukan di Kecamatan Mayang, melainkan di semua 

kecamatan, bahkan di seluruh lembaga pemerintahan di Indonesia.  
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ABSTRAK 

 

Moch. Badrut Tamam, 2021 : Implementasi Pasal 10 Huruf G Pp No. 17 Tahun 

2018 Tentang Kecamatan Perspektif Siyasah Idariyah (Studi Kecamatan 

Mayang Kabupaten Jember) 

 

Kecamatan merupakan bagian dari sistem pemerintahan di Indonesia. 

Dengan dijalankannya konsep otonomi daerah, pemerintah kecamatan menerima 

mandat dari pemerintah kabupaten/kota untuk menjalankan beberapa peran. Salah 

satu peran yang diemban oleh pemerintah di tingkat kecamatan yaitu melakukan 

pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah desa.   

Fokus kajian dalam penelitian ini sebagai berikut: 1) Bagaimana 

pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan 

Mayang? 2) Apa saja faktor penghambat dalam pembinaan dan pengawasan 

penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Mayang? 3) Bagaimana 

implementasi pembinaan dan pengawasan oleh Kecamatan Mayang terhadap desa 

perspektif Siyasah Idariyah 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan 

kualitatif deskriptif, subyek penelitian menggunakan purposive sampling. Metode 

pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Sedangkan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Adapun analisa data 

menggunakan model Miles dan Huberman. 

Adapun hasil dari penelitian ini adalah: 1) Pelaksanaan pembinaan dan 

pengawasan di Kecamatan Mayang terhadap pemerintah desa setempat telah 

benar-benar dilakukan. Hal ini dibuktikan dengan beberapa program pembinaan 

yang dikemas dalam bentuk pelatihan dan bimbingan. Sedangkan pengawasan, 

dilakukan secara langsung dan tidak langsung. 2) Adapun hambatan yang dialami 

oleh pemerintah Kecamatan Mayang dalam melakukan pembinaan dan 

pengawasan di antaranya, latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, 

banyaknya tugas camat dan akses jalan yang rusak. 3) Praktik pembinaan dan 

pengawasan yang dilakukan oleh Kecamatan Mayang, telah menerapkan nilai-

nilai yang terkandung dalam konsep Siyasah Idariah, seperti cepat dalam 

pelayanan, profesional dalam pelayanan dan sederhana dalam peraturan. 

 

 

Kata Kunci: Kecamatan Mayang, Siyasah Idariah, Pembinaan, Pengawasan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Demi mencapai tujuan pembangunan nasional yang terarah dan sesuai 

dengan apa yang diharapkan, yaitu mampu mewujudkan keadilan dan 

kesejahteraan, oleh karena itu pembangunan harus dilakukan secara merata 

sampai pada pelosok-pelosok daerah. Adapun beberapa cara atau mekanisme 

yang dapat dilakukan yaitu dengan memberikan kesempatan kepada 

pemerintah daerah untuk bisa mengurus dan mengatur proses 

pembangunannya sendiri melalui konsep otonomi daerah. 

Dalam pelaksanaannya, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-

Undang Otonomi Daerah, konsep otonomi daerah tentu dilaksanakan dengan 

memberikan kesempatan yang seluas-luasnya pada daerah tersebut, tetapi 

setiap daerah yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan otonomi 

daerah, harus bisa bertanggung jawab kepada daerah itu sendiri.
1
 

Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah akan mengakibatkan suatu 

perubahan struktural, fungsional dan bahkan kultural dalam tatanan 

penyelenggaraan pemerintah daerah. Salah satu perubahan yang bisa dilihat 

adalah bagaimana kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangan seorang 

pemimpin kecamatan atau yang biasa disebut camat. 

Dengan terjadinya perubahan pada tatanan penyelenggaraan 

pemerintah daerah tadi, yang semula pemerintah kecamatan sebagai kepala 

                                                             
1
 Abdul Kholiq Azhari dan Abul Haris Suryo Negoro, Desentralisasi dan Otonomi Daerah di 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, (Malang: Intrans Publishing, 2019), 19. 
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wilayah berubah menjadi wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah. 

Sehingga dengan terjadinya perubahan seperti itu akan menimbulkan 

perubahan hubungan antara pemerintah kecamatan dengan pemerintah desa.
2
 

Seorang camat adalah orang yang menyelenggarakan pemerintahan di 

kecamatan yang menerima mandat dari pemerintah kota atau kabupaten dalam 

hal ini yaitu seorang bupati, untuk bisa menyelenggarakan dan melaksanakan 

tugas-tugas nya di kecamatan. Adapun tugas pokok seorang camat adalah 

sebagai pelaksana kebijakan di daerahnya sesuai bidang dan tugasnya masing-

masing. Camat mempunyai tanggung jawab baik dari teknis operasional 

maupun administratif kepada bupati melalui sekretaris daerah, dalam 

menyelenggarakan tugasnya camat dituntut untuk mampu menjalin hubungan 

dengan instansi yang lain yang berkaitan dengan fungsinya.
3
 

Pemerintah kecamatan sebagai suatu organisasi pemerintah daerah 

yang secara strategis langsung berhadapan dengan masyarakat, maka harus 

bisa membangun dan memberdayakan masyarakat di lingkup daerahnya, 

sesuai dengan apa yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-

undangan. 

Pasal 10 

Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas: 

a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan 

sesuai dengan ketentuan peraturan penrndang-undangan yang 

mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;  

b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:  

                                                             
2
 Moh. Sulfikar Suling, “Kedudukan Camat Menurut UU No. 32 Tahun 2004  Dan Implikasinya 

Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Di Era Otonomi Daerah,“ Jurnal Media Hukum 1: 43. 
3
 Dadang Supriatna, “Pembinaan dan Pengawasan Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa di Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Sumedang,” Jurnal MODERAT 6, no. 2 (2020): 314. 
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1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan 

pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan;  

2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan 

masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di 

wilayah kerja Kecamatan;  

3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah 

Kecamatan; dan 

4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di 

wilayah kerja Kecamatan kepada bupati/wali kota; 

c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan 

ketertiban umum, meliputi:  

1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah 

Kecamatan; 

2.  harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh 

masyarakat; dan 

3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban 

kepada bupati/wali kota;  

d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan 

Peraturan Kepala Daerah, meliputi: 

1. Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya 

di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau 

Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan 

2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan 

perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali 

kota; 

e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan 

umum, meliputi: 

1. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal 

yang terkait; 

2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan 

umum yang melibatkan pihak swasta; dan 

3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas 

pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali 

kota; 

f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat 

Kecamatan, meliputi: 

1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat 

daerah dan instansi terkait; 

2. efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat 

Kecamatan; 

3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat 

Kecamatan kepada bupati/wali kota; 

g. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa; 
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h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 

kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat 

daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan, meliputi: 

1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di 

Kecamatan; 

2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di 

wilayahnya; 

3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah 

Kecamatan; dan 

4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di 

wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota melalui sekretaris 

daerah; dan 

i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan 

 

Dalam peraturan pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan 

disebutkan pada Pasal 10 huruf g bahwa Camat dalam memimpin Kecamatan 

menjalankan tugas membina dan mengawasi pelaksanaan pemerintahan desa 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa
4
, 

yaitu Undang-Undang No. 6 Tahun 2004 tentang Desa. 

Adapun pertimbangan dari dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini 

yaitu sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah yang 

dimaksud yaitu sebagai bahan pelaksanaan dari Pasal 228 dan Pasal 230 UU 

No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Oleh karenanya perlu 

kemudian untuk mengeluarkan peraturan pemerintah tersebut. Dalam pasal 

tersebut dijelaskan bahwa ketentuan tentang kecamatan, akan lebih lanjut 

dijelaskan di Peraturan Pemerintah, sehingga disahkanlah Peraturan 

Pemerintah tentang Kecamatan tersebut. 

Peran pemerintah sangatlah penting dan sangat berpengaruh terhadap 

pembangunan yang ada di dalam masyarakat, melalui ketentuan huruf g Pasal 

                                                             
4
 Sekretariat Negara RI Peraturan Pemerintah  No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan 
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10 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, di mana 

kecamatan menjalankan pembinaan dan pengawasan terhadap berlangsungnya 

pemerintahan di tingkat desa, agar masyarakat dapat dipastikan memperoleh 

pelayanan yang memuaskan, sehingga visi pembangunan nasional dengan 

mudah dapat tercapai karena salah satunya peran kecamatan yang mampu 

menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat. 

Tujuan dari pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah kecamatan 

(Camat) kepada pemerintah desa (Kepala Desa/Kades) adalah untuk 

meningkatkan kemampuan para pegawainya, baik dari keterampilan dan 

pengetahuan pegawai dalam suatu organisasi. Kegiatan pembinaan tersebut 

meliputi pengarahan, bimbingan, dan pelatihan. 

Pembinaan sendiri adalah sebuah proses untuk memelihara, melatih, 

menambah pengetahuan supaya menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. 

Tujuan adanya pembinaan adalah supaya menambah kemampuan, 

kedisiplinan, semangat dan kegairahan dalam bekerja. Adapun pembinaan 

tersebut bisa dilakukan dengan berbagai cara di antaranya melalui, 

penyuluhan, pengarahan dan bimbingan.
5
 

Dalam hal pembinaan seorang camat mempunyai peranan yang 

sangatlah penting, karena dalam satu kecamatan mencakup beberapa desa. 

Oleh sebab itu pembinaan ini adalah kewajiban dengan tujuan menciptakan 

sebuah tata tertib administrasi pemerintahan dalam poses apapun seperti 

pembuatan peraturan desa, maupun keputusan kepala desa. Sehingga apa yang 

                                                             
5
 Dadang Supriatna, “Pembinaan dan Pengawasan Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa di Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Sumedang,” Jurnal MODERAT 6, no. 2 (2020): 311. 
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dihasilkan nantinya akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Pemerintah kecamatan harus memberikan pelayanan-pelayanan yang 

berkaitan dengan keadministrasian di desa. Seorang camat mempunyai 

wewenang untuk dapat melakukan pengawasan dan pembinaan kepada kepala 

desa walaupun secara  de jure kepala desa dipilih langsung oleh rakyat bukan 

oleh camat, akan tetapi mengenai wilayah desa adalah sebuah wilayah yang 

terdapat dalam suatu kecamatan, oleh karena itu seorang camat mempunyai 

hak untuk membina dan mengawasi kepala desa. 

Selain tugas yang telah disebutkan di atas, camat juga mempunyai 

wewenang dalam melakukan pengawasan kepada perangkat-perangkat desa 

supaya mengetahui tugas apa saja yang sudah terlaksana maupun yang belum 

terlaksana kepada masyarakatnya. Setelah melakukan pengawasan kepada 

kepala desa dan perangkat-perangkatnya, maka tugas selanjutnya adalah 

Camat melaporkan hasil dari pengawasan dan pembinaan kepada 

Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah untuk dijadikan bahan evaluasi 

selanjutnya. 

Dalam melakukan pembinaan dan juga pengawasan diperlukan adanya 

kerja sama yang baik antara kepala desa dengan kepala kecamatan. Kerja 

sama itu sendiri adalah faktor yang sangat penting dalam tercapainya tujuan 

pemerintah dalam menjalankan fungsinya. 

Selain kerjasama, hal lain yang dibutuhkan adalah komunikasi yang 

baik masing-masing pihak. Sering sekali terjadi kegagalan yang disebabkan 
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kurangnya jalinan komunikasi yang baik antara pemerintah kecamatan dengan 

pemerintah desa. Oleh karenanya, komunikasi menjadi bagian penting dalam 

rangka menjalankan tugas kecamatan berupa pembinaan dan pengawasan 

kepada pemerintah desa. 

Kecamatan Mayang sendiri sebagai objek kajian dalam penelitian ini, 

terletak di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Luas wilayah Kecamatan Mayang 

yaitu 63,78 km2 yang terdiri dari 7 desa yaitu : Seputih, Sidomukti, Sumber 

Kejayan, Tegalwaru, Mayang, Mrawan dan Tegalrejo. Kecamatan Mayang 

memiliki 24 sekolah dasar, 13 Madrasah Ibtidaiyah, 6 sekolah menengah, 14 

Madrasah Tsanawiyah, 1 Sekolah Menengah Atas, 5 Madrasah Aliyah, dan 5 

Sekolah Menengah Kejuruan yang tersebar di masing-masing desa. 

Sedangkan jumlah penduduk usia 5 tahun ke atas sebanyak 44.580 jiwa. 

Beberapa alasan peneliti sehingga mengambil Kecamatan Mayang 

sebagai lokasi penelitian adalah, karena Kecamatan Mayang pernah menjadi 

kecamatan yang memiliki penduduk miskin paling tinggi setelah Kecamatan  

Sumber Baru dengan jumlah 7.526 orang.
6
 Selain itu, lokasi Kecamatan 

Mayang juga cukup dekat dengan Pemerintah Kabupaten Jember. Biasanya 

daerah kecamatan yang berdekatan dengan pemerintah pusat/kabupaten 

memiliki tingkat kemakmuran yang lebih tinggi dari pada kecamatan lainnya. 

Namun, di sini kita dapat melihat bahwa Kecamatan Mayang justru masih 

dalam tahap perkembangan. Sehingga peneliti tertarik untuk melihat sejauh 

                                                             
6
 Bappeda, Kabupaten Jember, 2012. 
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mana progress yang dilakukan oleh Kecamatan Mayang dalam menjalankan 

tugas dan perannya.   

Seorang camat mempunyai wewenang dalam menjalankan 

pemerintahan di tingkat kecamatan, serta bertanggung jawab kepada 

bupati/walikota untuk melaporkan hasil kinerjanya seperti melakukan 

pengawasan dan pembinaan kepada kepala desa dan perangkat-perangkat 

sebagai evaluasi dari program otonomi daerah. Penyelenggaraan kecamatan 

baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya harus sesuai 

dengan peraturan pemerintah. Penyerahan laporan desa kepada kecamatan 

harus sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh pihak kecamatan.
7
 

Tugas atau peran yang telah disebutkan di atas, menjadi penting untuk 

terus dilakukan baik oleh pemerintah kecamatan yang bertugas melakukan 

pembinaan dan pengawasan terhadap desa, termasuk desa yang juga menjadi 

bagian dari unit pemerintahan di negara Indonesia. Jika tugas atau peran telah 

dijalankan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka tujuan 

dari Pancasila khususnya pada sila kelima yaitu keadilan bagi seluruh rakyat 

di Indonesia dapat tercapai. 

Di sisi lain, Islam dengan kesempurnaannya turut mengatur kehidupan 

umat manusia termasuk dalam bidang pemerintahan. Hal ini dapat dilihat 

dalam konsep Fiqih Siyasah yang dikenal dalam dunia Islam. Fiqih Siyasah 

adalah ilmu fiqih yang di dalamnya menjelaskan tentang konsep-konsep dasar 

negara yang bernafaskan Islami, khususnya mengenai penetapan hukum, 

                                                             
7
 Dadang Supriatna, “Pembinaan dan Pengawasan Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa di Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Sumedang,” Jurnal MODERAT 6, no. 2 (2020): 315 
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aturan-aturan pemerintahan, lembaga-lembaga pemerintahan yang mempunyai 

tujuan mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan manusia.
8
 Seperti apa 

yang sudah dijelaskan pada kaidah fiqih di bawah ini; 

 جلب المصالح ودرء المفاسد
Artinya: “Meraih yang maslahat dan menolak yang mafsadat” 

Untuk mendapatkan kemaslahatan di tingkat desa sebenarnya banyak 

cara yang bisa dilakukan, salah satunya dengan cara menggunakan prinsip 

Siyasah Syar’iyyah yaitu sebuah cara untuk dapat mendapatkan kemaslahatan. 

Prinsip Siyasah Syar’iyyah adalah mengelola masalah-masalah yang terkait 

dengan pemerintahan Islam yang menjamin akan terciptanya kemaslahatan 

dan terhindarnya dari kemudharatan untuk masyarakat Islam, dengan tidak 

bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Seperti bunyi kaidah dibawah ini 

“Meraih yang maslahat dan menolak yang mufsadat”
9
 

Kaidah ini menerangkan bahwa Allah mensyariatkan hukum agar bisa 

mengambil kemaslahatannya dan supaya terhindar dari kemudharatan. Bentuk 

kemudharatan sendiri banyak macamnya, adapun dalam sistem pemerintahan 

kemudharatan sering terjadi karena beberapa kasus, seperti; korupsi, kolusi, 

dan nepotisme. Padahal, upaya pencegahan sudah dicoba untuk 

memberantasnya, namun hal ini belum bisa menghentikan permasalahan 

tersebut. Cara yang bisa dilakukan untuk dapat melihat bagaimana maju 

tidaknya sebuah negara yaitu dengan melihat dari administrasi di 

pemerintahan tersebut. 

                                                             
8
 Agung Pangestu Adi Rahmana, “Tinjauan Fiqih Siyasah Syar’iyyah Terhadap Prinsip-Prinsip 

Good Governance (Studi Kasus Kelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota 

Pematangsiantar)” (Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2018,), 78. 
9
 Abu Bakar al-ahdaly, al-faraidul bahiyyah (Kediri:  Hidayatul Mubtadiin), 27. 
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Berkaitan dengan ini, dalam konsep Siyasah Syari`Iyah terdapat istilah 

Siyasah Idariyah atau juga dikenal dengan administrasi negara. Menurut 

Imam al-Mawardi dalam kitabnya yang berjudul al-Ahkam al-Sulthaniyyah, 

bahwa lingkup kajian fiqih siyasah di antaranya tentang siyasah dusturiyah 

(peraturan perundang-undangan), siyasa maliyyah (ekoomi dan moneter), 

siyasah harbiyyah (hukum perang), siyasah qadha`iyyah (administrasi 

negara).
10

 

Konsep dari Siyasah Idariyah pernah dicontohkan pada masa 

pemerintahan Nabi Muhammad Saw. Nabi sebagai kepala pemerintahan 

mengangkat Zaid bin Tsabit sebagai sekretaris negara yang bertugas mencatat 

mengenai administrasi negara. Sepeninggal Rasulullah estafet pemerintahan 

dilanjutkan oleh para khulafaur rasyidin yaitu Abu Bakar Ash Shidiq. Pada 

masa pemerintahannya Abu Bakar juga mengangkat beberapa orang untuk 

membantunya dalam mengurus administrasi pemerintahan, kemudian 

dilanjutkan oleh Umar bin Khattab, dilanjutkan oleh Usman bin Affan hingga 

kemudian dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Perhatian terhadap administrasi 

negara ini terus dilakukan hingga sampai sekarang. 

Siyasah Idariyah sendiri pada zaman sekarang adalah merupakan suatu 

jalan untuk dapat membentuk pemerintahan yang baik. Siyasah Idariyah ini 

menerangkan tentang apa yang ada di dalam pemerintahan, seperti 

kewenangan, lembaga-lembaga dan badan-badan pemerintahan. Siyasah 

Idariyah ini tentu juga berpedoman pada Al-Qur’an, As-Sunnah, Ijma’, Qiyas, 

                                                             
10

 Imam al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyah, Sistem Pemerintahan Khilafah Islam, (Jakarta: Qisthi 

Press, 2017), 213.  
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dan juga dari sumber-sumber yang lain. Dalam menjalankan pemerintahan 

dibutuhkan seorang pemimpin yang mengerti dan mengikuti apa yang sudah 

dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw. Sebagaimana dijelaskan dalam 

kaidah berikut ini. 

 “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya tergantung pada 

kemaslahatan” 

 

Kaidah tersebut menjelaskan bagaimana peran yang sangat penting 

sebagai seorang pemimpin, karena pemimpin harus bisa memutuskan 

kebijakan yang memberikan kemaslahatan bagi yang dipimpin. 

Oleh karenanya bagi peneliti menarik untuk dilakukan kajian terkait 

“Implementasi Pasal 10 huruf g PP No. 17 Tahun 2018 Tentang 

Kecamatan Perspektif Siyasah Idariyah (Studi Kecamatan Mayang 

Kabupaten Jember)” 

B. Fokus Penelitian 

Berangkat dari latar belakang di atas, maka terdapat beberapa fokus 

dalam penelitian ini, di antaranya; 

1. Bagaimana implementasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan 

pemerintahan desa di Kecamatan Mayang? 

2. Apa saja faktor penghambat dalam implementasi pembinaan dan 

pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Mayang? 

3. Bagaimana implementasi pembinaan dan pengawasan oleh Kecamatan 

Mayang terhadap desa perspektif Siyasah Idariyah? 
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C. Tujuan Penelitian 

Dari fokus penelitian di atas, terdapat beberapa tujuan yang hendak 

dicapai oleh penulis dalam penelitian ini, di antaranya: 

1. Mengetahui implementasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan 

pemerintahan desa di Kecamatan Mayang 

2. Mengetahui faktor penghambat dalam implementasi pembinaan dan 

pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Mayang 

3. Mengetahui implementasi pembinaan dan pengawasan oleh Kecamatan 

Mayang terhadap desa perspektif Siyasah Idariyah 

D. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini, diharapkan mampu memberikan manfaat baik 

secara teoritis maupun praktis di antaranya sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran 

ataupun konsep yang berkaitan dengan implementasi Pasal 10 huruf g PP 

No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan perspektif Siyasah Idariyah. Selain 

itu, penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi sumber rujukan dari 

penelitian yang tentunya berkaitan. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan yang berkaitan 

dengan bentuk implementasi pemerintah daerah, yaitu kecamatan 

dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah 
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desa. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan gambaran 

terhadap bentuk implementasi pembinaan dan pengawasan yang 

dilakukan oleh kecamatan. 

b. Bagi Masyarakat 

Bagi masyarakat luas lebih memahami ataupun lebih 

mengetahui tentang perilaku yang pantas terhadap pemerintah desa dan 

pemerintah kecamatan. 

E. Definisi Istilah 

Definisi istilah yaitu berisi tentang istilah-istilah penting yang menjadi 

titik perhatian peneliti dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi 

kesalahpahaman makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti.
11

 

Maka dari itu peneliti akan mendefinisikan kata kunci dalam judul penelitian 

ini. Definisi istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

1. Implementasi 

Ahmad Joko Susila menerangkan bahwasanya implementasi 

merupakan sebuah penerapan terhadap suatu teori, konsep, peraturan, 

kebijakan dan sebagainya ke dalam suatu bentuk tindakan atau praktik 

yang dapat memberikan sebuah dampak, seperti berwujud perubahan 

keterampilan dan pengetahuan serta sikap.
12

 Jika dilihat dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, implementasi juga memiliki makna berupa 

penerapan atau pelaksanaan. Artinya, implementasi dalam hal ini adalah 

                                                             
11

 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: IAIN Jember Press, 2019), 101. 
12

 Abdul Majid, Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis Dan Praktis, (Bandung: Interes 

Media, 2014), 6. 
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suatu bentuk praktik dari konsep atau materi yang dilakukan oleh 

seseorang untuk mewujudkan sebuah perubahan. 

2. Peraturan Pemerintah 

Peraturan Pemerintah merupakan seperangkat peraturan yang 

dikeluarkan oleh seorang presiden dalam upaya menjelaskan lebih lanjut 

terkait praktik pelaksanaan yang diatur dalam peraturan di atasnya, dalam 

hal ini berupa Undang-Undang. Peraturan Pemerintah juga dapat diartikan 

sebagai peraturan yang dibentuk untuk menjalankan peraturan perundang-

undangan yang berada di atasnya dalam rangka menjalankan 

pemerintahan.
13

 

3. Kecamatan 

Kecamatan merupakan bagian dari pemerintahan yang dipimpin 

oleh seorang camat dan terdapat di dalam suatu wilayah atau daerah di 

pemerintahan tingkat kabupaten atau kota. Misalnya sebagaimana 

dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Perangkat Daerah bahwa “Pemerintah daerah di tingkat kabupaten 

atau kota terbagi menjadi dua. Pertama, pemerintahan kecamatan yang 

dipimpin oleh camat. Kedua pemerintah desa atau lurah yang dipimpin 

oleh kepala desa.” Maka pemerintahan daerah tingkat kecamatan menjadi 

perangkat daerah di tingkat pemerintahan kabupaten atau kota.   

4. Pembinaan 

Pembinaan adalah suatu praktik berupa aktivitas yang dapat 

menghasilkan suatu tindakan yang lebih baik. Maka pembinaan senantiasa 

                                                             
13

 Narsih, “Pemerintah Daerah” CUSS, 12 Januari 2021,  

http://jdih.dgip.go.id/produk_kategori/view/id/3/t 

http://jdih.dgip.go.id/produk_kategori/view/id/3/t
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memiliki visi berupa kemajuan atau peningkatan terhadap sesuatu. 

Terdapat beberapa hal penting dari pengertian pembinaan. Pertama, 

pembinaan berupa tindakan. Kedua, pembinaan dapat mengarah kepada 

perbaikan atas sesuatu.
14

 

5. Pemerintah Desa 

Desa merupakan suatu bagian dari pemerintahan suatu negara di 

tingkat bawah yang ada di Indonesia. Pemerintahan desa yang dipimpin 

langsung oleh seorang kepala desa. Dalam menjalankan roda 

pemerintahan desa, kepala desa juga dibantu oleh perangkat desa.
15

 

6. Siyasah Idariyah 

Siyasah Idariyah juga bisa disebut sebagai ilmu Hukum 

Administrasi Negara (HAN), hal ini karena Siyasah Idariyah adalah 

masdar dari asal kata adara asy-syay`a yudiruhu idarah yang memiliki 

makna mengatur sesuatu atau menjalankan sesuatu.
16

 

Adapun perbedaannya yaitu Hukum Administrasi Negara sumber 

hukumnya berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam 

suatu negara (hukum positif), sedangkan siyasah idariyah bersumber dari 

hukum vertikal dan horizontal. Sumber vertikal yaitu al-quran dan hadis 

seperti pada umumnya, sedangkan sumber horizontal yaitu dari manusia 

dan lingkungannya.
17

 

 
                                                             
14

 Mifta Thoha, Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2005), 181. 
15

 Hengki Andora, “Desa Sebagai Unit pemerintah Terendah Di kota Pariaman,” jurnal Ilmu 

Hukum 2, no. 2: 12. 
16

 Ahmad Sukardja, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih 

Siyasah (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 238. 
17

 Ahmad Sukardja, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam perspektif fikih 

siyasah (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), 240. 
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F. Sistematika pembahasan 

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan 

skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.
18

 Adapun 

sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan merupakan dasar atau pijakan dalam penelitian 

yangmeliputi: latar belakang masalah, fokus kajian, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan. Adapun fungsi bab ini 

nantinya dapat memberikan gambaran secara umum mengenai pembahasan 

dan tujuan yang akan ditulis dalam penelitian skripsi. 

BAB II Kajian pustaka merupakan bagian bab yang di dalamnya terdiri 

dari penelitian terdahulu dan kajian teori. Tujuannya yaitu dapat memberikan 

pola pikir dan teori yang akan dipakai oleh penulis selama proses penelitian 

berlangsung. 

BAB III Dalam bab tersebut menjelaskan tentang metode penelitian 

yang akan digunakan oleh peneliti selama menjalani proses penelitian 

khususnya dalam upaya mengetahui bentuk implementasi pembinaan dan 

pengawasan yang dilakukan oleh Kecamatan Mayang Jember. 

BAB IV Bab ini berisi tentang penyajian data dan analisis, di dalamnya 

akan menjelaskan tentang gambaran objek penelitian, penyajian data dan 

analisis, serta pembahasan temuan terkait hasil penelitian tentang 

implementasi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Kecamatan 

Mayang Jember. 

BAB V Bab ini berupa penutup yang berisi tentang kesimpulan dan 

saran-saran konstruktif dari penulis. 

                                                             
18

 Penyusun, Pedoman Penulisan, 53. 
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BAB II 

KAJIAN KEPUSTAKAAN 

A. Penelitian Terdahulu 

Sebelum melakukan penelitian, terdapat beberapa penelitian yang 

dilakukan dan berhubungan, sehingga membantu penulis untuk 

mengembangkan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan 

dengan peran kecamatan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan 

terhadap pemerintah desa atau penelitian yang berkaitan dengan Siyasah 

Idariah. Berikut beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya di 

antaranya; 

1. Skripsi yang ditulis oleh Laela Aryani dengan judul penelitian 

“Implementasi Good Governance di Desa Rempoah Kecamatan 

Baturraden Kabupaten Banyumas Perspektif Sisayah Idariyah”. Dalam 

penelitian ini ditemukan bahwa konsep dari siyasah idariyah telah 

dijalankan dengan indikator adanya sikap profesionalitas dan pelayanan 

yang cepat dan sigap dari para perangkat desa. Tentu penelitian ini 

berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, di mana skripsi ini ingin 

melihat penerapan good governance yang dilakukan oleh pemerintah desa 

ditinjau dari perspektif Siyasah Idariyah, sedangkan penelitian yang akan 

ditulis oleh peneliti, akan mengkaji terkait pelaksanaan pengawasan dan 

pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah camat kepada pemerintah 

desa. Meskipun demikian, penelitian ini juga terdapat kesamaan, yaitu 

17 
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dengan menjadikan konsep Siyasah Idariyah sebagai pisau analisis dalam 

kedua penelitian ini. 

2. Penelitian selanjutnya berupa jurnal ilmiah yang ditulis oleh Dadang 

Supriatna dengan judul penelitian “Pembinaan dan Pengawasan Camat 

dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan Tanjungsari 

Kabupaten Sumedang” Dalam penelitian ini terdapat beberapa konteks 

yang sama dengan penelitian skripsi ini, salah satunya yaitu sama-sama 

mengkaji pembinaan dan pengawasan camat terhadap pemerintah desa. 

Walaupun demikian, penelitian ini juga terdapat perbedaan dengan 

penelitian yang akan ditulis oleh peneliti, yaitu peneliti mengkaji 

pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan 

terhadap pemerintah desa dengan dilihat dari sudut pandang Siyasah 

Idariyah. 

3. Penelitian selanjutnya berupa skripsi yang ditulis Nuzul Fitra Salam 

dengan judul penelitian “Kedudukan Fungsi Camat Sebagai Penghubung 

Pemerintahan Kabupaten Dengan Pemerintahan Desa Berdasarkan PP No. 

17 Tahun 2018”. Terdapat beberapa persamaan antara skripsi ini dengan 

penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Persamaan ini terletak pada 

kajian mengenai hubungan pemerintah camat dengan pemerintah desa 

menurut PP No. 17 Tahun 2018. Namun juga terdapat perbedaan antara 

keduanya, yaitu dalam penelitian ini menjadikan konsep Siyasah Idariyah 

sebagai pisau analisa. 
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4. Kemudian penelitian skripsi yang ditulis oleh Al Amin Syukur dengan 

judul “Peran Camat dalam Melakukan Pembinaan Aparatur Desa di 

Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaoro Jambi”. Penelitian ini 

mengkaji mengenai langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah 

kecamatan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 

pemerintah desa. Meski demikian, penelitian ini tidak menjadikan konsep 

Siyasah Idariyah sebagai kajian analisis, sehingga menjadikan penelitian 

skripsi ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan. Persamaan dari 

penelitian ini dengan penelitian yang akan ditulis, adalah sama-sama 

membahas tentang pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintah 

kecamatan terhadap pemerintah desa. 

5. Kemudian terdapat penelitian skripsi yang ditulis oleh Roza Nanda Saputri 

dengan judul penelitian “Upaya Camat dalam Membina Aparatur Desa” 

Penelitian ini mengkaji kewenangan camat dalam melakukan pembinaan 

terhadap aparatur desa. Artinya penelitian ini juga mengkaji bagaimana 

cepat melakukan upaya terhadap tugasnya dalam membina aparatur desa. 

Penelitian ini juga terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan ditulis 

oleh peneliti yaitu tidak menjadikan siyasah idariyah sebagai analisis 

kajiannya. 

Penelitian-penelitian yang pernah ditulis di atas, dapat disimpulkan 

bahwa tidak terdapat penelitian yang sama persis dengan penelitian ini. 

Sehingga penelitian yang akan ditulis dengan judul “Implementasi Pasal 10 

huruf g PP No. 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan Perspektif Siyasah 
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Idariyah (Studi Kecamatan Mayang Kabupaten Jember)” masih sangat 

menarik untuk dilakukan karena terdapat novelty atau kebaharuan dengan 

penelitian lainnya. 

Tabel 2.1 

Kajain Terdahulu 

 

No Nama Judul Penelitian Persamaan Perbedaan 

1 Laela 

Aryani 

“Implementasi 

Good Governance 

di Desa Rempoah 

Kecamatan 

Baturraden 

Kabupaten 

Banyumas 

Perspektif 

Sisayah Idariyah” 

Kedua penelitian 

ini sama-sama 

menjadikan 

Siyasah Idariyah 

sebagai perspektif 

kajian 

Penelitian ini 

tidak mengkaji 

mengenai 

pelaksanaan 

pemerintah 

kecamatan 

dalam 

melakukan 

pembinaan dan 

pemerintah 

daerah terhadap 

pemerintah desa. 

2 Dadang 

Supriatna 

“Pembinaan dan 

Pengawasan 

Camat dalam 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan 

Desa di 

Kecamatan 

Tanjungsari 

Kabupaten 

Sumedang” 

Penelitian ini sama-

sama mengkaji 

terkait pelaksanaan 

pemerintah 

kecamatan dalam 

melakukan 

pembinaan dan 

pemerintah daerah 

terhadap 

pemerintah desa. 

Tidak 

menjadikan 

Siyasah Idariyah 

sebagai 

perspektif kajian 

3 Nuzul Fitra 

Salam 

“Kedudukan 

Fungsi Camat 

Sebagai 

Penghubung 

Pemerintahan 

Kabupaten 

Dengan 

Pemerintahan 

Desa Berdasarkan 

PP No. 17 Tahun 

2018” 

Persamaan ini 

terletak pada kajian 

mengenai 

hubungan 

pemerintah camat 

dengan pemerintah 

desa menurut PP 

No. 17 Tahun 2018 

Tidak 

menjadikan 

Siyasah Idariyah 

sebagai 

perspektif kajian 

4 Al Amin 

Syukur  

“Peran Camat 

dalam Melakukan 

Pembinaan 

Penelitian ini sama-

sama mengkaji 

terkait pelaksanaan 

Tidak 

menjadikan 

Siyasah Idariyah 
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Aparatur Desa di 

Kecamatan 

Sungai Gelam 

Kabupaten Muaro 

Jambi” 

pemerintah 

kecamatan dalam 

melakukan 

pembinaan dan 

pemerintah daerah 

terhadap 

pemerintah desa. 

sebagai 

perspektif kajian 

5 Roza Nanda 

Saputri 

“Upaya Camat 

dalam Membina 

Aparatur Desa” 

Penelitian ini sama-

sama mengkaji 

terkait pelaksanaan 

pemerintah 

kecamatan dalam 

melakukan 

pembinaan dan 

pemerintah daerah 

terhadap 

pemerintah desa. 

Tidak 

menjadikan 

Siyasah Idariyah 

sebagai 

perspektif kajian 

 

B. Kajian Teori 

Teori yang dicantumkan di bawah ini guna menjadi pedoman dalam 

proses penelitian yang akan dilakukan, agar mendapatkan hasil penelitian 

yang berkualitas. Maka dari itu, kajian teori wajib untuk dicantumkan dalam 

suatu penelitian ilmiah. Selain itu, kajian teori juga dapat memberikan potret 

tentang teori yang nantinya akan ditulis oleh peneliti. 

1. Pengertian Implementasi 

Implementasi merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang telah 

direncanakan, tersusun dan sistematis. Pada umumnya implementasi baru 

dilakukan setelah melalui proses perencanaan yang sempurna. Lebih lanjut 

Nurdin Usman menjelaskan, bahwa implementasi bukan hanya sekedar 

tindakan, melainkan sebagai aksi, tindakan atau perbuatan yang terkonsep 

secara matang untuk mencapai tujuan dari kegiatan yang dilakukan.
19

  

                                                             
19

 Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum (Jakarta: Grasindo, 2002), 70.  
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Secara bahasa, implementasi kalau ditinjau ke dalam bahasa 

Inggris adalah Implement artinya melaksanakan. Artinya implementasi 

umumnya dilakukan ketika perencanaan telah matang.
20

 Berikut pendapat 

beberapa tokoh dalam karyanya yang memberikan arti terhadap maka 

implementasi. 

Guntur Setiawan menjelaskan implementasi merupakan kegiatan 

atau aktifitas yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh 

sesuai dengan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.
21

 

Sedangkan menurut Purwanto dan Sulistyastuti, implementasi 

dimaknai dengan kegiatan yang menyalurkan suatu kebijakan (to deliver 

policy output) yang dilaksanakan oleh para implementor terhadap anggota 

kelompok yang menjadi sasaran (target group) dalam rangka mewujudkan 

kebijakan.
22

 

2. Pemerintah Kecamatan 

Kecamatan adalah daerah kabupaten yang dijadikan sebagai 

wilayah kerja camat. Camat bukanlah kepala wilayah, melainkan sebagai 

perangkat daerah di wilayah kabupaten atau kota.
23

 Dalam Peraturan 

Pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan disebutkan 

bahwasanya kecamatan merupakan wilayah kerja perangkat daerah yang 

dipimpin oleh camat dan menjadi bagian dari wilayah kabupaten.
24

 

                                                             
20

 E. Mulyasa, Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Jakarta, Bumi Aksara, 2013), 

56.  
21

 Guntur Setiawan, Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan, (Jakarta, Balai Pustaka, 2004), 

39. 
22

 Purwanto dan Sulistyastuti, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan 

(Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 21. 
23

 Nurcholis, Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Jakarta, Grasindo, 2005), 133. 
24

 Sekretariat Negara RI, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, Pasal 

2 Ayat (1). 
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Melalui sistem otonomi daerah, pemerintah pusat dapat 

menyelenggarakan urusannya sendiri atau dapat pula dilimpahkan kepada 

pemerintah daerah atau pemerintah kecamatan. 

Pemerintah kecamatan bertanggung jawab kepada pemerintah 

kabupaten/kota. Demikian, pemerintah kecamatan dalam pelaksanaannya 

mendapatkan tugas berupa kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota 

untuk menjalankan otonomi daerah dan tugas-tugas pemerintahan. 

Beberapa tugas camat dalam menjalankan suatu pemerintahan di 

antaranya: 
25

 

Pasal 10 

Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas: 

a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat 

Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan penrndang-

undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;  

b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:  

 

1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan 

pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan;  

2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan 

masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di 

wilayah kerja Kecamatan;  

3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah 

Kecamatan; dan 

4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di 

wilayah kerja Kecamatan kepada bupati/wali kota; 

 

c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan 

ketertiban umum, meliputi:  

 

1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah 

Kecamatan; 

                                                             
25

 Sekretariat Negara RI, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, Pasal 

10 
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2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh 

masyarakat; dan 

3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban 

kepada bupati/wali kota;  

 

d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan 

Peraturan Kepala Daerah, meliputi: 

 

1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di 

bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau 

Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan 

2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan 

perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali 

kota; 

 

e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan 

umum, meliputi: 

1. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal 

yang terkait; 

2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan 

umum yang melibatkan pihak swasta; dan 

3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas 

pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali 

kota; 

f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di 

tingkat Kecamatan, meliputi: 

 

1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat 

daerah dan instansi terkait; 

2. efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat 

Kecamatan; dan  

3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat 

Kecamatan kepada bupati/wali kota; 

 

g. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

mengatur desa; 

h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja 

perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan, meliputi: 

 

1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di 

Kecamatan; 

2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di 

wilayahnya; 
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3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di 

wilayah Kecamatan; dan 

4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat 

di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota melalui 

sekretaris daerah; dan 

 

i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan 

 

Dalam hal pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh 

pemerintah kecamatan terhadap pemerintah desa, kemudian hasil dari 

tugas tersebut selanjutnya akan dikirimkan kepada Pemerintah 

Kabupaten/Kota melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan laporan yang 

kemudian dijadikan bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten. Selain 

bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa, 

Camat juga mendapat tugas dari bupati/walikota dalam aspek-aspek 

perijinan, koordinasi, pengawasan, pembinaan, rekomendasi, fasilitasi, 

penetapan, penyelenggaraan dan tugas lainnya.
26

 

Pelimpahan wewenang kepada pemerintah kecamatan oleh 

pemerintah kabupaten dalam rangka efisiensi dan eksternalitas.
27

 Efisiensi 

yang dimaksud yaitu urusan pemerintahan yang dinilai lebih efisien 

dilakukan oleh pemerintah kecamatan. Adapun eksternalitas yaitu urusan 

pemerintahan yang dipandang dari akibat yang akan ditimbulkannya. Jika 

lebih berdampak melalui pemerintah kecamatan, maka akan menjadi 

kewenangan kecamatan. 

  

                                                             
26

 Pasal 15 Ayat (2) 
27

 Pasal 15 Ayat (4) 
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3. Pengertian Fiqh Siyasah  

Fiqh Siyasah ialah kalimat majemuk dari asal kata fiqh dan 

siyasah. Secara lughowi, berasal dari bentuk kata masdhar fuqiha-

yafqahu-fiqhan yang artinya pemahaman yang mendalam serta akurat 

dalam memahami ucapan dan tindakan tertentu. Secara istilah, ilmu 

mengenai hukum syara’ yang membahas perbuatan sebagaimana dalil-

dalilnya secara rinci.
28

 

Istilah siyasah merupakan saduran dari Bahasa Arab asli. Siyasah 

mempunyai ragam makna, di antaranya pengarahan, perbaikan, bimbingan 

dan pengaturan. Istilah siyasah termasuk kata yang yang uniterm, artinya 

dapat dipakai dalam banyak makna, tidak hanya pada satu makna saja, 

bahkan juga memuat signifikansi. Oleh karenanya istilah siyasah dapat 

dipakai pada lebih satu makna.
29

  

Fiqh siyasah pada dasarnya akan selalu berbicara tentang 

perundang-undangan. Termasuk juga hubungan masyarakat dengan 

warganya dan warga negara lainnya, hubungan antar negara, hubungan 

antar lembaga negara. Maka setelah dilihat dari segi bahasa, siyasah 

adalah mengurus, mengatur atau memerintah kaum. Adapun secara istilah, 

siyasah adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan 

syara.
30

 

                                                             
28

 Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami, Fiqih siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam 

(Jakarta: Erlangga, 2008), 31. 
29

 Muhammad, Politik Islam Ta’liq Siyasah Syar’iyyah Ibnu Taimiyah, (Jakarta Timur : Griya 

ilmu, 2009), 10-11. 
30

 A. Dzajuli, Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu – Rambu Syari’ah,  

(Jakarta:  Kencana, 2009), 31. 
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Sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Wahab Khalaf, bahwa siyasah 

bagi Abdul Wahab Khalaf adalah mengidentifikasikan sebagai Undang-

Undang yang dirumuskan untuk menjaga ketertiban dan kemaslahatan 

serta mengatur keadaan untuk terhindar dari kemafsadatan.
31

 

Dengan itu, dapat disimpulkan bahwa fiqih siyasah merupakan 

ilmu yang menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan urusan 

negara dengan rakyatnya dalam segala bentuk hukum, pengaturan, 

kebijaksanaan yang diciptakan oleh pemimpin di negara tersebut sesuai 

dengan ajaran syariat Islam guna menjaga umat agar terhindar dari 

kemafsadatan.
32

 

4. Objek Kajian Fiqh Siyasah 

Fiqh Siyasah memiliki objek kajiannya yakni segala pengaturan 

hubungan antara warga negara dengan segala aspek yang berkaitan dengan 

negara baik hubungan dalam negeri ataupun luar negeri terhadap berbagai 

aspek kehidupan. Jadi, objek kajian siyasah ialah dipusatkan terhadap 

bidang pengaturan. 

Objek siyasah secara garis besar membahas pengaturan 

kemashlahatan dan hubungan antar penguasa dan warga negara serta 

masing-asing hak dan kewajibannya dalam mencapai tujuan negara. 

Metode yang digunakan tidak berbeda dari ilmu fiqh lain, fiqh siyasah juga 

menggunakan Ilmu Ushul Fiqh dan Qowaid Fiqh. Umumnya metode yang 

                                                             
31

 Beni Ahmad Saebani, Fiqih Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 

2008), 25- 27. 
32

 Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam, (Semarang: Pustaka Rizki 

Putra, 1997), 30. 
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digunakan ialah al-ijma’, al-Qiyas, al-Mashlahah al-Mursalah, Sadd al-

Dzari‟ah  dan Fath al-Dzari‟ah, al-„Adah, alIstihsan dan Kaidah-kaidah 

kulliyah fiqhiyah. 

5. Macam-Macam Fiqh Siyasah 

Para ulama memiliki pendapat yang berbeda dalam menentukan 

macam dari Fiqh Siyasah, ada yang menyebutkan lima, ada yang empat, 

dan ada yang tiga. Bahkan ada sebagian yang menyebutkan menjadi 

delapan bagian. Al-Mawardi berpendapat, bahwa ruang lingkup Fiqh 

Siyasah mencakup sebagai berikut;
33 

 

a) Kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan 

(Siyasah Dusturiyah). 

b) Ekonomi dan militer (Siyasah Maliyah). 

c) Peradilan (Siyasah Sadha’iyah). 

d) Hukum perang (Siyasah Harbiah). 

e) Administrasi negara (Siyasah Idariyah). 

Sementara itu, Ibn Taimiyah menyebutkannya mejadi empat objek 

kajian, yakni;  

a) Peradilan. 

b) Administrasi negara. 

c) Moneter. 

d) Serta hubungan internasional. 

                                                             
33

 Ibnu Syarif Mujar, Fiqh Siyasah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam (Jakarta : Erlangga, 

2008), 36. 
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Adapun Abdul Wahab Khallaf membaginya menjadi tiga objek 

kajian, yakni: 

a) Peradilan. 

b) Hubungan internasional. 

c) Keuangan negara 

Teungku Muhammad Hasbi memiliki pendapat yang berbeda, ia 

membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan objek kajian yaitu: 

a) Politik pembuatan perundang-undangan. 

b) Politik hukum. 

c) Politik peradilan. 

d) Politik moneter/ekonomi. 

e) Politik administrasi. 

f) Politik hubungan internasional. 

g) Politik pelaksanaan perundang-undangan. 

h) Politik peperangan. 

6. Pengertian Siyasah Idariyah 

Cara untuk berakhlak kepada Nabi Muhammad SAW salah satunya 

dengan meneladaninya. Hal ini merupakan sebab akibat yang logis dari 

iman yang meyakini Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Beriman 

kepada Rasul-Nya ialah dengan meyakini dan percaya dengan segenap hati 

bahwa Allah SWT memilih seseorang di antara manusia untuk 

menyampaikan wahyu-Nya kepada umat manusia serta dijadikannya 

sebagai Rasulullah. Dalam meneladani Nabi Muhammad SAW harus 
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mengetahui sifat-sifat apa saja yang dimilikinya.
34

 Ada empat sifat Nabi 

yang di antaranya, Shidiq, Amanah, Fathonah, dan Tabliq.  

Menurut sebagian ulama, sifat-sifat ini sudah pasti melekat pada 

Nabi dan Rasul. Nabi Muhammad mengemban dua tugas, di satu sisi 

menjadi Nabi dan Rasul Allah, di sisi lain menjadi pemimpin agama dan 

negara. Mulai muncul permasalahan politik (siyasah) sepeninggal Nabi 

SAW. wafat. 

Dalam Islam diperlukan sebuah peraturan untuk hubungan antara 

penguasa dengan rakyatnya. Peraturan tersebut merupakan wujud dari 

sistem pemerintahan, upaya pengelolaan negara. Di mana landasan, 

sistem, serta garis hukum untuk seluruh masyarakat Islam terbentuk dari 

administrasi negara (Siyasah Idariyah). 

Idariyah berasal dari bahasa Arab dan dari bentuk masdar adara-

asy-syay’ayudiru-idariyah yang maknanya mengatur atau menjalankan 

sesuatu. Sementara itu, secara terminologi banyak para ahli yang 

menyebut Siyasah Idariyah sebagai hukum administrasi (al-Ahkam al-

Idariyyah).
35

 

Di dalam  ayat al-Quran tidak dijumpai kata Idariyah. Namun kita 

dapat menjumpai kata yang menyerupai seperti kata tudirunnaha dan kata 

tadiru. Di dalam al-Mu’jam al-Mufahras, di bawah kata “dawr” telah 

dikemukakan sejumlah ayat yang memuat kata pecahan dari fi’il tsulasi 

“dara” begitu juga setelah menelaah kitab-kitab indeks hadist, jelas bahwa 
                                                             
34

 Marzuki, “Meneladani Nabi Muhammad SAW Dalam Kehidupan Sehari-Hari,” HUMANIKA 8, 

no. 1, (2008): 75. 
35 Imam al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyah, Sistem Pemerintahan Khilafah Islam, (Jakarta: Qisthi 
Press, 2017), 213. 
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kata al-Idarah tidak dijumpai dalam satu hadis pun dari sekian banyak 

hadis Rasulullah SAW, hampir semua kitab bahasa menyebutkannya 

dengan kata “dawr” dan semua kata pecahan dari kata tersebut tetapi tidak 

ada kata “idarah” jadi hal ini menegaskan bahwa istilah tersebut baru di 

gunakan di era modern. 

Ada dua macam Siyasah Idariyah dalam Islam sebagaimana dalam 

sumber Fikih Siyasah, yaitu sumber hukum vertikal dan sumber hukum 

horizontal. Sumber hukum vertikal berasal dari al-Quran dan Hadits, 

sedangkan sumber hukum horizontal berasal dari manusia dan 

lingkungannya yakni pemikiran para ahli, cendikiawan, ulama, zu’ama, 

sumber berupa sejarah kehidupan manusia, peraturan yang dibuat 

penguasa, serta pengalaman dan hukum adat.
36

 

Salah satu dari sifat penting yang dilakukan Rasulullah dalam 

administrasi ialah kesederhanaan dan kemudahan menangani masalah-

masalah administratif. Cara mengukur kualitas pelayanan dalam Siyasah 

Idariyah ialah dengan realitas kepentingan pelayanan itu sendiri. 

Masyarakat yang mempunyai kepentingan pasti mengharapkan kecepatan 

dan kesempurnaan yang sesuai syara’ dalam bekerja secara jelas. 

Untuk mewujudkan ihsan (kebaikan kesempurnaan) dalam 

menjalankan suatu urusan, terdapat tiga faktor, yaitu cepat dalam 

pelayanan, profesional dalam pelayanan dan sederhana dalam peraturan.
37

 

  

                                                             
36

 Ahmad Sukardja, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam perspektif Fikih 

Siyasah (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), 240. 
37

 Achmad Fajar Rifa’i, “Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) 

dakam Penerepan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah 

Perspektif Siyasah Idariyah” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2017), 84. 
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a. Cepat dalam pelayanan  

Cepat dalam pelayanan merupakan kemampuan dalam diri kita 

yang mampu memberikan kepuasan dalam pelayanan terhadap 

pelanggan. Hal ini dinilai dalam syariat Islam bahwa pelayanan atau 

perbuatan baik terhadap orang lain termasuk ia berbuat baik kepada 

diri sendiri. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. al-Isra’ ayat 7: 

                       

                     

            

Artinya: “Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi 

dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, Maka 

(kejahatan) itu bagi dirimu sendiri, dan apabila datang 
saat hukuman bagi (kejahatan) yang kedua, (kami 

datangkan orang-orang lain) untuk menyuramkan muka-

muka kamu dan mereka masuk ke dalam mesjid, 

sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali 

pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa 

saja yang mereka kuasai.” 

 

Ayat tersebut menerangkan apabila kita taat dan berbuat baik 

kepada Allah, maka kebaikan itu adalah untuk diri kita di dunia dan 

akhirat nanti. Dan apabila kita berbuat maksiat terhadap-Nya, maka 

sebenarnya kita telah merusak diri kita sendiri. Hal ini sebagaimana 

hadits Nabi berikut: 

ثَ نَا أَحْمَدُ بمنُ  ثَ نَا حََّْادُ بمنُ زيَمدٍ عَنم حَدَّ عَبمدَةَ وَسُوَيمدُ بمنُ سَعيِدٍ قاَلََ حَدَّ
ثاَبِتٍ المبُ نَانِِّ عَنم عَبمدِ اللَّهِ بمنِ ربَاَحٍ عَنم أَبِ قَ تَادَةَ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ 

اصَلَّى اللَّهُ عَلَيمهِ وَسَلَّمَ سَاقِي المقَوممِ آخِرهُُمم شُرمب    
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Artinya: “Dari Abu Qatadah, ia berkata: Rasulullah SAW 

bersabda: “pemberi minum kaum adalah orang terakhir 

yang minum””. 

 

Hadits tersebut menerangkan perlunya seorang pemimpin 

dalam memberi pelayanan untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. 

Pelayanan publik kelak akan mendapat pertolongan Allah SWT. di hari 

akhir. Maka dari itu, wajib bagi seorang pemimpin untuk melayani 

rakyatnya dengan cara yang terbaik. Pelayanan yang baik harus 

memperhatikan sarana dan prasarana yang akan mampu membantu 

karyawan dalam memberikan pelayanan secara maksimal terhadap 

pelanggan. 

b. Profesional dalam pelayanan  

Profesional ialah sifat dalam profesi yang berarti kumpulan 

pekerjaan yang dikerjakan sesuai ketentuan atau standar operasional 

kerja di dalam masing-masing bidang. Professional juga dapat berarti 

seseorang yang memiliki kompetensi dalam suatu pekerjaan dan 

memiliki kepandaian khusus dalam menjalankannya. Profesional 

merupakan sikap yang berkaitan dengan tingkat kualitas kerja. 

Kesimpulannya, professional ialah sebutan kepada seseorang yang 

melakukan suatu pekerjaan dengan baik sesuai profesinya, baik dalam 

segi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku dalam melakukan 

pekerjaan secara baik. Hal tersebut sebagaimana dalam QS. al-

Bayyinah ayat 7 : 

 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

 34 

                       

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan 

mengerjakan amal saleh, mereka itu adalah Sebaik-baik 

makhluk.” 

 

Dalam ayat lain juga dijelaskan bahwa orang-orang yang 

beriman dan bekerja secara optimal dan professional akan mendapat 

kebahagiaan di dunia dan akhirat kelak. Dua kebahagiaan tersebut 

merupakan suatu kemenangan besar yang setiap orang dambakan. Hal 

ini sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Buruj ayat 11 : 

                          

         

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan 

mengerjakan amal-amal yang saleh bagi mereka surga yang 

mengalir di bawahnya sungai-sungai; Itulah keberuntungan 
yang besar.” 

 

Islam sangat mendorong terbentuknya sikap yang profesional, 

baik dalam profesi dalam pandangan yang duniawi dan ukhrawi. Amal 

perbuatan di dunia harus dilaksanakan sebaik mungkin (sebagai amal 

saleh) sama halnya dengan amal perbuatan yang ditujukan kepada 

akhirat. Semua itu merupakan ibadah kepada Allah SWT. Jadi yang 

disebut profesional ialah mengerjakan tugas atau sesuatu dengan 

kualitas tinggi sehingga mampu menghasilkan nilai yang tinggi juga. 

c. Sederhana dalam peraturan  

Sederhana dalam peraturan yakni dengan memberikan 

kesederhanaan yang tidak memerlukan banyak peraturan yang berbelit-

belit atau rumit yang dapat menimbulkan kesulitan.
38

 

                                                             
38

 Anita Tri Rahayu, “Analisis SIYASAH Idariyah terhadap kasus kartu tanda penduduk 

Elektronik ganda di desa gumeno kecamatan karang anyar, kabupaten gersik menurut Undang-
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7. Pengertian Pembinaan 

Pembinaan adalah proses, hasil, atau pernyataan menjadi baik. 

Maka pembinaan senantiasa menunjukan adanya kemajuan, peningkatan 

atau pertumbuhan terhadap sesuatu. Ada dua hal pokok yang berkaitan 

dengan pengertian pembinaan yakni pembinaan yang berupa tindakan, 

proses atau pernyataan tujuan, kemudian kedua pembinaan yang mengarah 

kepada perbaikan atas sesuatu.
39

 

Pembinaan organisasi atau pegawai merupakan respons dari 

perubahan yang terjadi dalam sebuah organisasi, dengan melakukan 

pendidikan secara komprehensif untuk mengubah pola pikir, cara kerja, 

tujuan dan struktur dari suatu organisasi atau keadaan kepegawaian. 

Dengan demikian, mereka dapat menyelesaikan tugas, tantangan dan 

kerumitan lebih baik dari perbuatan itu sendiri.
40

 

8. Unsur-Unsur Pokok Pembinaan 

Dari pengertian di atas menunjukan bahwasanya pembinaan ialah 

suatu perubahan berencana dalam suatu tujuan dan organisasi tertentu.  

Adapun unsur-unsur pokok dari pendapat tersebut antara lain sebagai 

berikut. 

a) Berencana dan Berjangka Panjang.  

Operasi pembinaan tentu harus dilakukan dalam jangka waktu 

yang cukup panjang, terstruktur, terencana dan berkaitan dengan 

proses, bukan peristiwa. 

                                                                                                                                                                       
Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan” (skripsi, UIN Malik Ibrahim, 

2019). 
39

 Mifta Thoha, Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2005), 181. 
40

 Mifta Thoha, Dimensi-Dimensi, 183. 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

 36 

b) Pembinaan Secara Menyeluruh.  

Perubahan yang terjadi di dalam suatu organisasi contohnya, 

hendaklah memandang secara menyeluruh, bukan hanya parsial 

sepotong demi sepotong. 

c) Dikelola.  

Untuk mencapai proses pembinaan yang maksimal, maka 

pembinaan perlu ditekankan melalui sistem pengelolaan. 

d) Efektivitas dan Kesehatan Organisasi.  

Pembinaan yang dilakukan harus berorientasi pada hasil dan 

penyesuaian dengan hal kemampuan organisasi untuk mencapai hal 

tersebut. Sehingga dibutuhkan pembinaan yang berjalan secara efektif 

ditambah dengan usaha-usahanya dilakukan secara sehat. 

e) Intervensi yang Berencana.  

Intervensi dilakukan untuk melakukan perubahan yang 

berencana dan dapat dilakukan melalui pendekatan, metode refleksi, 

introspeksi diri. 

f) Pengetahuan Ilmu Prilaku.  

Kegiatan pengembangan dan pembinaan tidak saja mengurusi 

pekerjaan manusia melainkan meliputi perasaan, sikap tingkah-laku, 

kebutuhan, dan motivasinya bekerja dalam kelompok kegiatan 

tersebut.
41

 

  

                                                             
41

 Mifta Thoha, Dimensi-Dimensi, 185 
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Pembinaan juga dapat dilakukan dengan empat bentuk yaitu; 

a) Bimbingan 

Bimbingan berupa pendidikan dan pelatihan yang ditujukan 

kepada individu agar mempunyai kemampuan dalam menghadapi 

problem demi mencapai tujuan organisasi. Pengawasan 

b) Pengawasan 

Adalah proses pengamatan terhadap jalannya segala 

kegiatan, untuk memastikan program berjalan sesuai dengan apa 

yang diharapkan. 

c) Pengarahan 

Berupa kegiatan yang bertujuan menggerakkan individu 

agar berjalan dengan baik sesuai dengan target yang akan dicapai, 

misalnya melalui masukan dan kritik yang membangun. 

d) Pelatihan 

Berupa kegiatan dalam rangka membenahi performa 

pekerjaan oleh perangkat atau anggota organisasi. 

9. Pengertian Pengawasan 

Pengawasan adalah proses kegiatan untuk memantau 

perkembangan jalannya sebuah roda organisasi agar tujuan tercapai. 

Pengawasan dilakukan pada kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan 

sebelumnya, sehingga diyakinkan agar sesuai dengan prinsip visi dan misi 

organisasi. Robert J. M Ockler mengatakan jika pengawasan merupakan 

usaha untuk menjalankan unsur dan tujuan perencanaan dengan standar 

yang dipilih sebelumnya.
42

 

                                                             
42

 Hani Handoko, Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia (Jakarta: PT Rafika Aditama 

1999), 360. 
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Pengawasan jika dikaji dari bahasa Indonesia, maka berasal data 

kata awas yang artinya hanya mengawasi saja. Sarwoto menjelaskan jika 

pengawasan merupakan proses yang dilakukan oleh kepala atau manager 

untuk melihat para pekerjanya telah bekerja sesuai dengan garis yang 

ditetapkan sebelumnya.
43

 

10. Maksud dan Tujuan Pengawasan  

Kemudian menurut Handayaningrat menyebutkan jika maksud dan 

tujuan dari pengawasan, antara lain: 

a) Menghindari kesalahan atau ketidaksesuaian dalam pekerjaan 

sebagaimana tugas dan wewenang yang telah diatur sebelumnya. 

b) Bertujuan agar hasil pengawasan dapat berguna dan menjadi bahan 

evaluasi ke depannya untuk organisasi. 

11. Prinsip- Prinsip Pengawasan  

Menurut Handayaningrat, prinsip-prinsip pengawasan terdiri dari, 

di antaranya;
44

 

a) Pengawasan yang fokus pada tujuan lembaga 

b) Pengawasan yang dilakukan secara objektif dan jujur serta 

mendahulukan kepentingan umum. 

c) Pengawasan yang fokus pada kegiatan yang sesuai dengan hukum 

yang berlaku. 

d) Pengawasan bertumpu pada sumber daya yang terjamin dan berdaya 

guna. 

e) Pengawasan dilakukan secara teliti, tepat dan objektif. 

f) Pengawasan bersifat kontinu. 

g) Pengawasan menghasilkan umpan balik dalam rangka perbaikan 

organisasi.  

  

                                                             
43

 Sarwoto, Dasar-dasar Organisasi dan Management (Jakarta: Ghalia Indonesia), 93. 
44

 Sopi, Pengaruh Pengawasan dan Penilaian Prestasi Kerja terhadap Motivasi Pegawai Kantor 

Bea dan Cukai Tipe Madya (Bandung, 2013), 17. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Secara bahasa, metode yang berasal dari kata method dengan makna 

sebagai cara sistematis ketika melakukan penelitian dengan mudah. Maka 

berkaitan dengan langkah upaya untuk memudahkan proses penelitian, diperlukan 

suatu mekanisme khusus tentang tata cara memahami suatu objek penelitian 

dengan ilmu pengetahuan yang bersangkutan.
45

 Oleh karena itu, penulis 

cantumkan metode penelitian yang akan dipakai di penelitian skripsi berikut ini.   

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Metode penelitian yang dipakai adalah desain penelitian kualitatif. 

Jenis penelitian ini menghasilkan temuan yang tidak diperoleh melalui 

mekanisme statistik/kuantifikasi.
46

 

Metode kualitatif dalam Moleong yang ditulis oleh Bogdan dan Taylor 

menyebutkan bahwa, penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kumpulan kata-kata, tertulis dan lisan dari orang dan perbuatan yang tengah 

dihadapi. Itulah yang disebut sebagai metodologi kualitatif.
47

 

Selain itu, makna lain yang dikemukakan oleh Denzin dan Lincoln 

bahwa penelitian kualitatif adalah multi metode, dengan menggunakan 

pendekatan interpretif dan naturalistik. Selain itu, jenis metode penelitian ini 

dalam proses pengumpulan datanya diperoleh melalui studi kasus, wawancara, 

observasi dan sebagainya.
48

 

                                                             
45

 Koentjoroningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 

1997), 30. 
46

 F. Wiratna Sujarweni, Metodelogi penelitian (Yogyakarta: Pustakabarupress. 2011), 19. 
47

 Muhammad, Metode Penelitian Bahasa (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 30. 
48

 Rulam Ahmadi, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 14. 
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Melalui penelitian kualitatif, peneliti mampu mengembangkan teori 

sensivitas terhadap problem yang tengah dihadapi, menjelaskan kenyataan 

yang berkenaan dengan grounded theory serta mengembangkan beberapa 

fenomena di lapangan penelitian.
49

 

Dengan pendekatan kualitatif, seseorang dapat memahami dari suatu 

data yang diperoleh dari perkataan, tulisan dan perbuatan sebagai bahan objek 

penelitian yang dikaji secara holistik, utuh dan luas.  

Sujana dan Ibrahim (2001) berpendapat bahwa penelitian kualitatif 

mempunyai karakteristik di antaranya: 

a) Empiris-rasional sebagai cara pola pikir. Dengan itu, teori bukan 

dihasilkan dari grounded theory, melainkan timbul dari data. Demikian 

akibat dari menggunakan metode kualitatif.  

b) Data yang didapatkan dari hasil penelitian terkumpul menjadi satu, 

sehingga tidak terpisah antara data satu dengan yang lainnya. 

c) Penelitian yang dilakukan tidak kaku, sehingga rancangan penelitian terus 

berkembang selama proses penelitian berlangsung.  

d) Karakter penelitian adalah mencari sebuah temuan tentang suatu 

kebenaran di balik data, oleh karenanya peneliti perlu memahami. 

e) Analisis data yang dilakukan selama penelitian sedang dan telah 

berlangsung. 

f) Subjek yang diteliti, data yang dikumpulkan, sumber data yang 

dibutuhkan, dan alat pengumpul data bisa berubah sesuai kebutuhan.  

                                                             
49

 Nur arifah, Panduan Lengkap Menyusun Dan Menulis Skripsi, Tesis, dan Disertasi Lengkap 

dengan Teknik Jitu Menyusun Proposal Agar Segera Disetujui, (Yogyakarta: Araska, 2018), 82. 
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g) Perspektif partisipan diutamakan dan dihargai. 

h) Untuk mendapatkan data perlu dipahami secara mendalam terhadap suatu 

fenomena yang terjadi. 

i) Data berupa hasil penelitian berbentuk deskripsi dan interpretasi dalam 

situasi dan waktu tertentu.
50

 

Riset kualitatif menjadi mekanisme riset yang dapat menghasilkan 

informasi deskriptif berbentuk data tertulis ataupun lisan dari beberapa orang 

ataupun perbuatan yang dapat diamati. Sehingga cara yang dipakai dalam riset 

ini berupa metode deskriptif. Riset deskriptif merupakan riset yang memandu 

periset untuk mengeksplorasi serta menangkap suasana kehidupan secara 

merata, luas serta mendalam. Hasil dari deskripsinya nanti berupa data 

kualitatif yang diperoleh dari data lapangan.
51

 

Arti dari penelitian deskriptif adalah pengumpulan informasi yang 

nantinya bisa diuji hipotesis ataupun menanggapi perihal pertanyaan/status 

terakhir dari subjek riset.
52

 Riset deskriptif berfungsi menjelaskan secara 

sistematis serta akurat fakta dan ciri dari bidang tertentu. Sebaliknya riset 

kualitatif merupakan tipe riset yang relevan buat menguasai fenomena sosial 

(aksi manusia) di mana informasi hasil riset tidak boleh diolah dengan 

menggunakan cara statistik, melainkan analisis data atau informasi secara 

induktif.
53
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51

 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2014), 209. 
52
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Riset Deskriptif dipakai guna memahami nilai tiap-tiap variabel, baik 

satu ataupun lebih bersifat independen tanpa menciptakan ikatan ataupun 

perbandingan antar variabel satu dengan variabel lainnya sehingga bisa 

menjelaskan dengan akurat serta sistematis berkaitan dengan populasi atau 

bidang.
54

 Oleh karenanya penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

implementasi Peraturan Pemerintah Pasal 10 huruf g  Nomor 10 Tahun 2018 

tentang Kecamatan perspektif Siyasah Idariyah studi kasus Kecamatan 

Mayang Kabupaten Jember. 

B. Lokasi Penelitian 

Dalam proses penelitian ini, tentu peneliti telah menentukan terlebih 

dahulu lokasi penelitian. Pada umumnya, wilayah atau lokasi penelitian 

biasanya berupa tentang lokasi (desa, kecamatan, instansi di suatu wilayah dan 

sebagainya) termasuk pula wilayah analisis.
55

 Adapun lokasi penelitian dalam 

proses penelitian ini bertempat pada Kantor Kecamatan Mayang Kabupaten 

Jember. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan pada bagian latar belakang 

masalah, bahwasanya penelitian ini ingin mengkaji terkait implementasi 

kecamatan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap desa 

ditinjau dengan Siyasah Idariah. 

C. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian akan menjadi kunci dalam proses pengumpulan 

data. Peneliti tentu akan memilih orang-orang yang dinilai mempunyai 

kemampuan atau pengetahuan terkait dengan tema penelitian yang dilakukan. 
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Untuk lebih jelasnya, berikut penulis paparkan subjek penelitian dalam skripsi 

berikut.  

1. Data Primer 

Subyek penelitian dari data primer penelitian ini yaitu Purposive 

Sampling. Teknik ini dipakai dengan mengambil data melalui 

pertimbangan-pertimbangan tertentu. Artinya, data yang diambil dari hasil 

wawancara yang dilakukan dengan informan adalah orang yang dinilai 

mampu dan menguasai terkait objek atau fenomena yang dijadikan objek 

penelitian.
56

 Hal tersebut dilakukan agar data yang diperoleh nantinya 

lebih representatif. 

Untuk mendapatkan sumber data primer, peneliti tentunya 

menggunakan metode wawancara kepada para informan yang dapat 

dipercaya dan dinilai mengetahui dengan judul penelitian, baik secara latar 

belakang, situasi dan kondisi penelitian.
57

 

2. Data Sekunder 

Datta yang didapatkan dari bahan bacaan, penelitian jurnal, dan 

informasi yang berkaitan dengan penelitian. Misalnya jurnal, tesis, 

disertasi dan lainnya. Data sekunder tentu dapat menjadi penunjang atau 

pelengkap dari data primer yang digunakan sebelumnya.
58

 Artinya data 

primer peneliti dapatkan dengan cara menelaah suatu dokumen yang berisi 

informasi tentang kecamatan, pembinaan dan pengawasan kecamatan, 

konsep Siyasah Idariyah dan tema yang tentunya berkaitan. 

                                                             
56
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D.  Teknik Pengumpulan Data 

Pada teknik ini, peneliti mengambil suatu cara atau metode yang 

digunakan untuk mendapatkan suatu data. Melalui teknik pengumpulan data, 

peneliti nantinya diharapkan mendapatkan data yang sesuai dengan standar 

yang digunakan.
59

 Adapun teknik pengumpulan data pada skripsi ini terdiri 

dari: 

1. Observasi 

Observasi adalah suatu proses mengumpulkan bahan data yang 

dibutuhkan dalam menyajikan gambaran secara jelas terkait suatu 

fenomena yang berkaitan guna untuk menjawab rumusan penelitian yang 

telah ditentukan sebelumnya.  

2. Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan 

secara lisan ataupun tertulis dengan bertemu langsung atau wawancara 

secara online dengan memanfaatkan telepon dan google form bagi tokoh 

atau informan yang tidak bisa ditemui karena lokasi yang jauh dan lain 

sebagainya. Dengan adanya teknik wawancara, peneliti dapat menemukan 

jawaban dari rumusan masalah dalam suatu penelitian atau juga bisa 

menguji suatu hipotesis.
60

 Pengambilan sample menggunakan teknik 

“Purposive Sampling”, yaitu menentukan sample secara sengaja dengan 

anggapan bahwa informan adalah orang yang kompeten untuk 

diwawancarai. Pada dasarnya wawancara adalah aktifitas mencari 
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60
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informasi yang dilakukan secara mendalam terkait tema yang dipilih untuk 

dibahas dalam suatu penelitian. 

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan pemerintah 

kecamatan, pemerintah desa, dan masyarakat sekitar. Hal ini dilakukan 

untuk mengetahui implementasi Peraturan Pemerintah Pasal 10 Huruf g 

Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kecamatan perspektif Siyasah Idariyah. 

3. Dokumentasi 

Ada dua jenis dokumentasi dalam teknik pengumpulan data. 

Pertama, dokumentasi primer yaitu data diperoleh secara langsung dari 

hasil wawancara dengan beberapa informan. Kedua, dokumentasi 

sekunder, ialah dokumentasi dengan mengkaji sebuah dokumen tertulis 

ataupun tidak tertulis.   

Teknik dokumentasi digunakan dengan mengumpulkan data dari 

dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Data tersebut kemudian 

terkumpul menjadi satu data yang diperoleh dari sumber dokumen 

(tertulis), seperti surat kabar, peraturan pemerintah atau kebijakan 

pemerintah dan lain sebagainya.
61

 

E. Analisis Data 

Analisis data adalah teknik mengelola data adalah aktifitas dalam 

penelitian berupa mengorganisasikan dan memilah data menjadi teori yang 

dapat dikelola. Dengan itu, peneliti dapat memilah data yang perlu dikelola 

untuk dipelajari lebih lanjut sehingga nanti bisa disampaikan kepada orang-
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orang. Banyak model analisis data dalam suatu penelitian, hanya saja peneliti 

dalam hal ini menggunakan model Miles dan Huberman.  

1. Data Reduction 

Artinya reduksi data yaitu merangkum data dengan memilah data 

yang dinilai penting oleh peneliti, sehingga data yang telah direduksi 

dengan mudah dapat dikaji lebih lanjut dalam proses pengumpulan data 

selanjutnya. Adapun data yang dirasa tidak penting, maka akan dibuang 

dan mencari lebih lanjut data yang dibutuhkan lebih lanjut. 

2. Data Display 

Data yang disajikan ke dalam penelitian akan dicantumkan ke 

bentuk tulisan atau kata-kata. Bisa juga dalam penelitian jenis kualitatif, 

penyajian data ditampilkan secara singkat berupa bagan dan semacamnya.  

3. Conclusion Drawing/Verification 

Yaitu kesimpulan dalam penelitian. Dalam tahap ini diharapkan 

dari hasil penelitian ditemukan sebuah teori atau temuan baru yang belum 

ada dalam penelitian sebelum-sebelumnya. Kesimpulan tersebut dapat 

disajikan ke dalam bentuk deskriptif atau suatu gambaran objek yang 

sifatnya kabur, sehingga setelah dilakukan penelitian lebih lanjut, objek 

tersebut akan tampak jelas.
62

 

F. Keabsahan Data  

Suatu research yang mempunyai tingkat ketepatan dan validitas yang 

tinggi, tentu dapat berpengaruh terhadap hasil akhir dari suatu research yang 
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dilakukannya. Maka demi menemukan data yang valid dan kredibel, 

diperlukan suatu mekanisme atau cara tertentu untuk menguji keabsahan data. 

Teknik pengujian data dalam suatu penelitian jenis kualitatif meliputi teknik 

triangulasi, pengamatan partisipan dan meningkatkan kerajinan. 

Data yang diperoleh melalui triangulasi sumber, maka data tersebut 

pada dasarnya peneliti juga telah melakukan uji kredibilitas data. Dalam 

kaitannya untuk mengecek kredibilitas data, dapat dilakukan dengan beberapa 

teknik pengumpulan dan berbagai sumber data.
63

 

Maka dalam penelitian ini, penulis melakukan keabsahan data dengan 

teknik triangulasi sumber. Di mana dalam teknik ini data yang diperoleh dicek 

dan diuji kredibilitasnya melalui berbagai sumber yang ada.
64

  

G. Tahap-Tahap Penelitian  

 Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian 

kualitatif. Dalam proses penelitian mulai dari awal hingga akhir, dibutuhkan 

sebuah rancangan dari tahap-tahap penelitian yang akan dilakukan selama 

proses penelitian berlangsung. Adapun tahap penelitian di dalam skripsi ini di 

antaranya; 

1. Tahap Pra-Riset  

Tahap Pra-Riset merupakan tahap yang dilakukan sebelum 

pelaksanaan penelitian, pada tahap ini dilakukan persiapan diantaranya 

penentuan lokasi penelitian, penentuan hal yang ingin diteliti, penentuan 

jenis dan pendekatan penelitian, subyek penelitian dan sebagainya.  
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2. Tahap Riset 

Tahap Riset merupakan tahapan penelitian di mana pada tahap ini 

terjadi pelaksanaan berbagai hal yang telah direncanakan di tahap Pra-

Riset, yaitu dengan melakukan wawancara ke informan yang telah 

direncanakan pada tahap pra-riset, melakukan dokumentasi dan lain 

sebagainya.  

3. Tahap Pasca-Riset 

Tahap Pasca-Riset merupakan tahap paling terakhir dalam proses 

penelitian ini. Pada tahap ini merupakan titik akhir yaitu berupa penyajian 

data dan hasil penelitian yang dilakukan pada tahap riset. Kemudian, hasil 

dari tahap riset tersebut dijadikan satu ke dalam bentuk suatu karya ilmiah. 
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 

A. Gambaran Objek Penelitian  

1. Kondisi Geografis Kecamatan Mayang 

Di dalam menentukan kebijakan, penting untuk memahami kondisi 

geografi suatu wilayah. Memahami letak geografi dapat menemukan titik 

kelemahan, kekuatan dan kelebihan serta ancaman bagi wilayah itu 

sendiri. Memperhatikan aspek geografi akan dapat lebih memahami 

potensi suatu wilayah. Potensi suatu wilayah merupakan kunci di dalam 

memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. 

Begitu pula dengan Kecamatan Mayang yang terletak di 

Kabupaten Jember, Jawa Timur. Luas wilayah Kecamatan Mayang yaitu 

63,78 km2. Kecamatan Mayang terdapat 7 desa yang berada di bawah 

naungannya. Di antaranya, Desa Tegalrejo, Desa Seputih, Desa Sumber 

Kejayan, Desa Mayang, Desa Sidomukti, Desa Mrawan dan Desa 

Sidomukti. Berdasarkan luas dan ketinggian dari masing-masing desa 

tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel luas dan ketinggian Kecamatan Mayang 

No Kelurahan/Desa Ketinggian 

Tempat (M) 

Luas (Km2) Persentase 

Terhadap Luas 

Kecamatan 

1 Seputih ±154 18,66 33,07 

2 Sidomukti ±238 7,55 13,38 

3 Sumber Kejayan ±263 5,17 9,16 

4 Tegal Rejo ±216 4,25 7,53 

5 Tegal Waru ±187 4,90 8,68 

6 Mayang ±177 5,54 9,82 

7 Mrawan ±140 10,35 18,34 

Kecamatan Mayang  56,42 100,0 

Catatan/note: Luas tanah hutan / tanah negara tidak termasuk di tabel ini  

49 
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2. Sosial dan Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Mayang 

Sebagaimana kita ketahui bersama, Indonesia melalui pembukaan 

konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa, negara wajib 

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 

bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, melaksanakan ketertiban 

dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
65

 

Oleh karena itu, negara wajib memfasilitasi segala hal demi mewujudkan 

kesejahteraan untuk warga negaranya. 

Pemerintah Kecamatan Mayang dalam upaya turut ikut serta 

mengamalkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dengan menyiapkan 

beberapa fasilitas di berbagai bidang. 

a. Bidang Pendidikan 

Hampir di setiap desa yang berada di Kecamatan Mayang 

terdapat fasilitas pendidikan berupa sekolah tingkat Sekolah Dasar 

(SD) dan Madrasah Ibtidaiah (MI). Namun tidak semua desa di 

Kecamatan Mayang yang memiliki fasilitas pendidikan jenjang 

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Sederajat dan tingkat pendidikan 

selanjutnya. 

No 

 

Kelurahan/Desa SD MI SLTP MTs SMA MA SMK Perguruan 

Tinggi 

1. Seputih 3 3 1 1 - - - - 

2. Sidomukti 3 3 3 2 - 1 1 - 

3. Sumber Kejayan 4 1 - 4 - 1 2 - 
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4. Tegal Rejo 1 1 - 1 - 1 - - 

5. Tegal Waru 4 2 1 2 - 1 - - 

6. Mayang 4 3 1 2 1 - 1 - 

7. Mrawan 5 2 - 2 - 1 1 - 

Kecamatan Mayang 24 13 6 14 1 5 5 - 

 Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel jumlah lembaga 

pendidikan yang berada di Kecamatan Mayang 

 

Dari data ini dapat dilihat bahwasanya Kecamatan Mayang 

mempunyai 24 Sekolah Dasar (SD), 13 Madrasah Ibtidaiah (MI), 6 

Sekolah Menengah Pertama (SMP), 14 Madrasah Tsanawiyah (MTs), 

1 Sekolah Menengah Atas (SMA), 5 Madrasah Aliyah (MA), 5 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). 

Fasilitas pendidikan ini tentu perlu dibangun dengan fasilitas 

yang mendukung, seperti kelas yang memadai, guru atau tenaga 

pengajar yang berkualitas, dan lain sebagainya. Begitu pentingnya 

pendidikan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, negara 

telah mengatur sedemikian rupa melalui kebijakan berupa 

dikeluarkannya Undang-Undang No. 30 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. 

Dalam Pasal 3 UU No. 30 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional disebutkan bahwa, faktor utama untuk 

membangun kesejahteraan masyarakat dalam kehidupan bernegara, 

maka perlu dibentuk karakter masyarakat yang memiliki kemampuan 

dan watak yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, 

sebagaimana juga telah disebutkan dalam pembukaan UUD 1945. 
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Itulah beberapa gambaran terkait tujuan dan fungsi dari adanya 

program pendidikan nasional.
66

 

Jika dilihat jumlah dari seluruh penduduk dengan usia 5 tahun 

ke atas yang berada di Kecamatan Mayang, menunjukkan adanya 

angka yang cukup tinggi antara masyarakat yang tidak sekolah dan 

tidak sekolah lagi. 

No Kelurahan/Desa Tidak 

Sekolah 

Masih 

Bersekolah 

Tidak 

Melanjutkan 

Sekolah 

Jumlah 

1 Seputih 2.299 1.349 3.892 7.541 

2 Sidomukti 2.296 1.375 2.305 5.977 

3 Sumber Kejayan 1.917 1.260 3.289 6.466 

4 Tegal Rejo 858 909 2.905 4.672 

5 Tegal Waru 1.389 1.049 2.683 5.122 

6 Mayang 1.528 1.490 4.123 7.142 

7 Mrawan 2.464 1.375 3.821 7.660 

Kecamatan Mayang 12.751 8.807 23.018 44.580 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel jumlah penduduk 

dengan usia 5 tahun ke atas dari sudut pendidikan, baik yang tengah 

sekolah, tidak sekolah dan tidak melanjutkan sekolah.  

b. Bidang Kesehatan 

Fasilitas kesehatan juga menjadi penting untuk membangun 

kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara. Oleh karenanya 

negara akan menjamin segala fasilitas kesehatan yang dibutuhkan 

oleh masyarakat.  
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Fasilitas kesehatan dapat berupa rumah sakit, poliklinik, 

puskesmas, puskesmas pembantu dan banyak fasilitas lainnya. 

Fasilitas kesehatan tersebar di seluruh wilayah di Indonesia, 

termasuk juga di Kecamatan Mayang sendiri. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat tabel berikut ini.  

No Kelurahan/Desa Rumah 

Sakit 

Poliklinik Puskesmas Puskesmas 

Pembantu 

Jumlah 

1 Seputih - - - 1 1 

2 Sidomukti - - - 1 1 

3 Sumber Kejayan - - - 1 1 

4 Tegal Rejo - - - - - 

5 Tegal Waru - - - - - 

6 Mayang - - 1 - 1 

7 Mrawan - - - 1 1 

Kecamatan Mayang - - 1 4 5 

 

3. Struktur Organisasi Kecamatan Mayang 

Sebagai salah satu bentuk organisasi, lembaga pemerintahan juga 

mempunyai struktur organisasi atau struktur pemerintahan. Struktur 

organisasi bukanlah dibentuk tanpa ada maksud, struktur organisasi 

disusun untuk memudahkan tercapainya dari tujuan organisasi. 

Struktur organisasi akan melahirkan bagian-bagian dengan tugas 

atau pekerjaan tertentu, meski demikian antar bagian tersebut akan terus 

melakukan koordinasi satu sama lainnya.
67

 Termasuk juga struktur 

organisasi di pemerintahan Kecamatan Mayang yang telah dibagi dengan 

tugas tertentu dan melakukan koordinasi antar bagian. Berikut struktur 

organisasi Kecamatan Mayang terdiri dari: 
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a. Camat 

Sebagai kepala pemerintahan kecamatan yang bertanggung 

jawab atas pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pemerintahan 

pada umumnya yang dipasrahkan oleh pemerintah bupati/kota. 

b. Sekretariat 

Sebagai seorang sekretaris, bagian ini bertugas 

menjalankan urusan atau tugas yang diberikan oleh camat tentang 

administrasi pemerintahan kecamatan dan segala aspek yang 

berkaitan dengan perencanaan kepegawaian, keuangan dan 

sebagainya. 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Pada sub ini, menjalankan tugas yang dilimpahkan oleh 

sekretaris tentang rule administrasi umum dan pengadaan 

fasilitas kecamatan dan  

2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 

Sub bagian ini fokus menjalankan tugas yang diberikan 

oleh sekretaris terkait hal keuangan atau hal lain yang berkaitan 

dengan perencanaan anggaran pendapatan belanja kecamatan 

dan sebagainya 

c. Seksi Pemerintahan 

Seksi ini bertugas menjalankan tugas yang berkaitan 

dengan pemerintahan umum desa/kelurahan termasuk juga fasilitas 

kegiatan politik negara. Selain itu, menjalan tugas yang diberikan 
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oleh camat. Seksi pemerintahan diketuai oleh seorang Kepala 

Seksi. 

d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum 

Seksi ini selain bertugas menjalan perintah dari camat, 

seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menjalankan tugas 

pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah. Selain itu, seksi ini 

juga dapat melakukan pembinaan terhadap polisi pamong praja 

e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial 

Tugas seksi ini yaitu menjalankan program pembinaan 

kesejahteraan sosial, baik di bidang pendidikan masyarakat dan 

kepemudaan. Program seksi ini seperti Keluarga Berencana (KB) 

dan peranan wanita tua oleh seorang kepala seksi. Selain itu, Seksi 

Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial di 

pemerintahan kecamatan ini mempunyai peran untuk 

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional 

serta berkoordinasi terkait penyusunan program yang akan 

dijalankan. 

f. Seksi Pelayanan Umum 

Selain menjalankan tugas dari camat, seksi pelayanan 

umum menjalan tugas yang sebagian besar berkaitan dengan 

pelayanan umum di bidang administrasi kependudukan, perijinan, 

program ekonomi masyarakat, pemenuhan fasilitas umum dan 

kebersihan atau perawatan, termasuk juga arahan perijinan. 
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g. Kelompok Jabatan Fungsional  

Adapun tugas pada bagian ini yaitu fokus pada pelaksanaan 

sebagian program kecamatan. Kelompok ini dituntut pula untuk 

bertugas secara profesional dengan bertanggung jawab langsung 

kepada camat. Pada pemerintahan Kecamatan Mayang sendiri, 

terdapat Kelompok Jabatan Fungsional berupa penyuluh 

perkebunan dan kehutanan, penyuluh pertanian, termasuk pula 

Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) 

B. Penyajian Data Dan Analisis 

Dalam menganalisis data, sebelumnya peneliti melakukan beberapa 

tahapan untuk mengetahui sejauh mana informasi yang telah didapat dari 

informan. Adapun tahapan-tahapan tersebut terdiri dari: Pertama, peneliti 

mengelompokkan sejumlah tokoh informan yang terdiri dari perangkat 

kecamatan, perangkat desa dan tokoh masyarakat. Kedua, peneliti membuat 

pedoman wawancara. Ketiga, peneliti memasukkan atau memindahkan data 

berupa informasi yang telah didapat dari hasil wawancara ke lembar 

penelitian. Keempat, peneliti kemudian melakukan analisis data dari hasil 

wawancara sebelumnya. 

Proses pengumpulan data dilakukan secara maksimal dan bersungguh-

sungguh guna mendapat informasi yang berkaitan dengan masalah-masalah 

yang akan diteliti. Proses pengumpulan data dilakukan dengan wawancara 

kepada sejumlah tokoh.  
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Oleh karena itu, peneliti sajikan hasil pengumpulan data yang 

diperoleh dari wawancara dan teori-teori yang berkaitan dengan objek 

penelitian. Kemudian data ini oleh peneliti diuraikan sesuai dengan rumusan 

masalah yang telah disebutkan di atas. 

1. Implementasi Pasal 10 huruf g PP No. 17 Tahun 2018 tentang 

Kecamatan di Kecamatan Mayang 

Hukum yang berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia, 

maka kaidah hukum perlu untuk dilaksanakan dan ditegakkan. Dalam 

melaksanakan atau menegakkan hukum itu sendiri, perlu adanya 

kesadaran pada diri manusia bahwa hukum perlu ditegakkan guna 

menjaga dan melindungi kepentingan diri sendiri maupun orang lain dari 

ancaman yang ada di sekelilingnya.
68

  

Untuk mencapai tujuan dan cita-cita suatu negara, maka 

pemerintah perlu merumuskan suatu sistem hukum nasional sebagai 

sarana atau alat untuk mengatur kehidupan dalam suatu negara. Demikian 

yang disampaikan oleh Sunaryati Hartono. 

Oleh karena itu, suatu negara perlu menggunakan instrumen 

seperangkat hukum atau aturan sebagai alat untuk mengatur prilaku 

masyarakat dalam suatu negara untuk mencapai tujuan dan cita-cita yang 

ingin dicapai.
69
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Suatu pemerintahan dalam suatu negara, mencakup semua 

tingkatan pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah 

hingga pemerintah desa. Pemerintah desa tentu menjadi ujung tombak 

keberhasilan dari program nasional, hal ini karena di samping 

pemerintahan desa mempunyai wilayah pemerintahan yang tidak begitu 

luas, ditambah setiap harinya pemerintah hampir berhadapan langsung 

dengan masyarakat, sehingga sangat mudah untuk mengatur dan 

menjalankan program yang akan dijalankannya. 

Namun demikian, pemerintah desa tidak sepenuhnya memahami 

terkait kewajiban administratif yang perlu dipenuhi oleh pemerintah desa. 

Hal ini dikarenakan sedikitnya pengalaman dan kurangnya pengetahuan 

untuk memahami pentingnya administrasi pemerintahan. Oleh karena itu, 

pemerintah desa sebagai wilayah administratif dari pemerintahan 

kecamatan, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah 

kecamatan. Dalam Pasal 10 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 17 

Tahun 2018 tentang Kecamatan disebutkan bahwasanya pemerintah 

kecamatan mempunyai tugas salah satu di antaranya yaitu. 

Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

mengatur desa. 

 

Berkaitan dengan itu, Camat Kecamatan Mayang Kabupaten 

Jember yaitu Bapak Ajib, juga menjelaskan jika pemerintah kecamatan 

merupakan ‘kepanjangan tangan’ dari pemerintah daerah. Oleh karena itu 
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pemerintah kecamatan mengemban amanah sebagai tertuang dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. 

“Pemerintah kecamatan adalah kepanjangan tangan dari 

pemerintah daerah. Desa sebagai wilayah administratif pemerintah 

kecamatan, wajib bertanggung jawa kepada pemerintah kecamatan. 

Di samping itu, pemerintah kecamatan jelas mempunyai tugas di 

antaranya membina dan mengawasi pemerintahan desa,” ujar Ajib 

saat diwawancarai.
70

 

 

Untuk menjalankan tugas pemerintah kecamatan dalam membina 

dan mengawasi pemerintah desa, pemerintah Kecamatan Mayang yang 

dikepalai oleh Bapak Ajib melakukan pembinaan dengan metode 

bimbingan dan pelatihan. Untuk lebih jelasnya berikut kutipan pernyataan 

Bapak Ajib ketika diwawancarai. 

“Kami di pemerintah Kecamatan Mayang tentu melakukan 

pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah desa. Ini adalah 

amanah dari PP No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. 

Pembinaan yang kami lakukan untuk desa berupa bimbingan dan 

pelatihan,” jelas Bapak Ajib Camat Mayang.
 71 

 

Dalam sebuah buku yang ditulis oleh Mahrizal Efendi dengan 

judul ‘Pembinaan Dalam Organisasi’ menuturkan bahwasanya bimbingan 

adalah sebuah pembelajaran atau petunjuk yang diberikan kepada 

seseorang atau kelompok agar mempunyai kemampuan dan pengetahuan 

tentang suatu cara untuk menemukan jalan keluar dari persoalan atau 

masalah yang tengah dihadapi guna mempermudah tercapainya suatu 

tujuan organisasi.
72
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Pemerintah kecamatan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan 

pemerintahan yang ada di desa. Oleh karenanya tugas berupa pembinaan 

terhadap pemerintah desa melalui kegiatan bimbingan terus dilakukan. 

Menurut Bapak Sumaryanto yang menjadi Kepala Seksi Pemberdayaan 

Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mengungkapkan, pembinaan berupa 

bimbingan administratif terus dilakukan ke pemerintah desa di lingkungan 

Kecamatan Mayang. Untuk lebih jelasnya berikut uraian dari penyataan 

Bapak Sumaryanto. 

“Kami sebagai orang yang bertugas di pemerintahan kecamatan, 

tentu harus paham betul terhadap tugas pemerintah kecamatan, di 

antaranya melakukan pembinaan terhadap pemerintah desa. 

Pembinaan yang kami lakukan di pemerintah Kecamatan Mayang 

salah satunya yaitu bimbingan,” ujar Bapak Sumaryanto.
 73

 

 

Menurut Bapak Sumaryanto, kegiatan bimbingan yang dilakukan 

oleh pemerintah Kecamatan Mayang terhadap desa di lingkungannya di 

antaranya berupa bimbingan administratif seperti pembuatan dokumen 

RPJMDes, RKPDes, APBDes dan banyak hal lainnya.  

“Banyak kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah 

Kecamatan Mayang berupa bimbingan-bimbingan administratif 

yang kami lakukan. Di antaranya bimbingan pembuatan dokumen 

RPJMDes, RKPDes, APBDes dan pemenuhan persyaratan 

pencairan dana desa. Tidak hanya itu kami juga menyampaikan 

pertanyaan atau kendala dari desa ke pemerintah kabupaten 

(pemkab),” jelas Bapak Sumaryanto.
74

 

 

Dalam praktiknya, agenda pembinaan desa yang dilakukan oleh 

pemerintah Kecamatan Mayang terhadap desa di sekitarnya dilakukan 

sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. 

                                                             
73

 Sumaryanto, diwawancarai oleh Penulis, Mayang, 21 April 2021. 
74

 Sumaryanto, diwawancarai oleh Penulis, Mayang, 21 April 2021. 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

 61 

“Bimbingan yang kami lakukan telah terjadwal. Kemudian kami 

bersama-sama menuju tempat. Di sana kami melakukan pelayanan 

terhadap aparatur desa. Seperti memberikan materi terkait tata cara 

pembukuan atau dokumen tentang administrasi desa yang nantinya 

harus dikumpulkan ke pemerintah kecamatan sebagai bentuk 

pelaporan. Tentu kami kawal semua dokumen agar sesuai dengan 

mekanisme yang telah diatur sebelumnya,” ujar Bapak 

Sumaryanto.
75 

 

Peran kecamatan dalam melakukan bimbingan terhadap 

pemerintah desa, juga berupa pengawalan pencairan dana desa. Proses 

pencairan dana desa tentu mempunyai persyaratan-persyaratan yang harus 

dipenuhi. Oleh karenanya, menurut Bapak Sumaryanto pemerintah 

kecamatan hadir untuk membantu memenuhi persyaratan tersebut, 

sebagai bentuk implementasi pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah 

kecamatan. 

“Ya kami sebagai pemerintah kecamatan juga melakukan 

pendampingan terhadap pemerintah desa dalam proses pencairan 

dana desa. Mulai dari persyaratan pencairan yang kemudian kamu 

verifikasi berkasnya. Ketika dana desa cair, pemerintah kecamatan 

tidak mendistribusikannya dalam satu waktu, namun bertahap. Hal 

ini agar meminimalisir kelalaian dari pemerintah desa,” jelas 

Bapak Sumaryanto.
76

 

 

Sebagai perangkat daerah yang lebih dekat terhadap masyarakat, 

pihak kecamatan menjembatani aspirasi dari pihak desa. Apa yang ingin 

diusulkan oleh Desa, itu dikonsultasikan kepada kecamatan. 

 “Begini Mas, di saat ada kebingungan atau ketidakjelasan desa 

mempertanyakan kepada kecamatan. Apabila di kecamatan sudah 

selesai, tidak akan dilanjutkan ke kabupaten. Apabila masih belum 

selesai, pihak kecamatan akan menyampaikan kepada kabupaten. 

Apabila hal ini dirasa begitu serius,” jelas Bapak Sumaryanto. 
77
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Sebagai perangkat daerah kecamatan berperan penting dalam 

mensukseskan program dari pemerintah pusat. Pihak desa yang dibebani 

tanggung jawab untuk menjalankan program dari pemerintah pusat masih 

belum begitu memahami. Oleh karena itu, selaku perangkat daerah yang 

membina desa di wilayah administratifnya, Kecamatan Mayang di sini 

memberikan bimbingan untuk membantu pihak desa bekerja. 

Pada selanjutnya, pihak pemerintah kecamatan akan membentuk 

tim yang sudah sesuai dengan tugasnya, lalu turun ke desa untuk 

memberikan keterangan terkait tata cara bekerja dan lainnya. Selang 

beberapa hari, tim kecamatan turun kembali ke desa untuk menanyakan 

keluhan sekaligus mengawasi kinerja dari desa. 

 “Desa juga dibimbing oleh kecamatan saat mendapatkan tugas 

dari pusat. Jadi, kecamatan membentuk tim yang sudah sesuai 

dengan tupoksinya, terjun ke desa menerangkan tata cara 

bekerjanya sampai pihak desa paham, setelah itu tim kecamatan 

turun lagi ke desa untuk memantau perkembangan dan mungkin 

ada kesulitan dari desa dalam menjalankan,” jelas Bapak 

Sumaryanto.
78

 

 

Setelah selesai mewawancarai Bapak Sumaryanto selaku Kasi 

Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial. Peneliti 

melanjutkan wawancara ke Ibu Ani selaku Sekretaris Kecamatan Mayang. 

Menurut Sekretaris Kecamatan Mayang Ibu Ani bentuk pembinaan 

berupa pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Mayang. 

Salah satu di antara kegiatannya yaitu acara Rencana Anggaran Biaya 

(RAB) desain. Pelatihan ini bertujuan agar aparatur desa lebih memahami 
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bagaimana tata cara perhitungan anggaran dan belanja untuk 

pembangunan yang ada di desa. 

 “Terkait pelatihan yang dilakukan oleh Kecamatan Mayang 

mengangkat tema RAB (Rencana Anggaran Biaya) dengan 

memanggil Ibu Enik Yudayanti yang menjabat sebagai 

Pendamping Ahli Kabupaten. Adapun perangkat yang diundang 

yaitu Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Perencanaan, Kasi Kesra, 

Dan Kader Teknis Infra Struktur,” tutur Ibu Ani.
79

 

 

Selain itu, pemerintah kecamatan Mayang juga melakukan 

pembinaan dengan menggelar pelatihan bagi perangkat desa yang kurang 

memahami dalam hal mengoperasikan komputer, terlebih dalam hal ini 

menggunakan Microsoft Word sebagai media ketika berkaitan dengan hal 

administratif desa.  

 “Pelatihan komputer diadakan untuk perangkat daerah yang tidak 

dapat mengoperasikan komputer dengan baik, yang nantinya dapat 

mempermudah penyelenggaraan administrasi. Perangkat daerah 

yang tidak dapat mengoperasikan, diminta untuk datang ke kantor 

kecamatan. Tim dari kecamatan akan memberikan pelatihan terkait 

Microsoft Office,” tutur Ibu Ani.
80

 

 

Sesuai dengan yang diamanatkan dalam peraturan pemerintah, 

bahwasanya pemerintah kecamatan mempunyai tugas tidak hanya 

melakukan pembinaan saja, tetapi lebih dari itu, yakni melakukan 

pengawasan terhadap jalannya pemerintah desa sebagai wilayah 

administratif.  

Kecamatan Mayang sebagai pemegang amanah dari peraturan 

pemerintah tersebut, tentu berkewajiban untuk melaksanakannya. 

Menurut Camat Mayang, Bapak Ajib menyebutkan bahwasanya 
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Kecamatan Mayang di samping melakukan pembinaan kepada desa di 

wilayah administratifnya, juga melakukan pengawasan terhadap 

pemerintah desa setempat. Berikut pernyataan Bapak Ajib setelah 

diwawancarai pada 20 April 2021. 

“Kecamatan Mayang telah membentuk tim khusus untuk 

melakukan supervisi atau pengawasan terhadap desa. Adapun 

pengawasan yang dilakukan yaitu secara langsung dan tidak 

langsung,” ujar Bapak Ajib Camat Mayang.
81

 

 

Adapun pengawasan secara langsung merupakan kegiatan berupa 

memeriksa atau mengecek suatu kegiatan di tempat atau mengamati 

laporan secara langsung dari pegawai, baik secara datang langsung atau 

laporan di tempat. Sedangkan pengawasan tidak langsung hanya sekadar 

memeriksa laporan dari pejabat baik lisan atau tertulis yang hanya 

diterima.
82

 

Upaya pemerintah Kecamatan Mayang dalam melakukan 

pembinaan terhadap pemerintah desa di Kecamatan Mayang telah benar-

benar dirasakan oleh beberapa perangkat pemerintah desa yang ada di 

Kecamatan Mayang. Misalnya seperti yang disampaikan oleh perangkat 

Desa Sidomukti yaitu Bapak Miswanto ketika wawancara.  

“Peran kecamatan begitu besar dalam penyelenggaraan 

pemerintahan desa. Adanya arahan-arahan dalam administrasi 

meringankan beban aparatur desa,” ujar Miswanto yang juga 

Sekretaris Desa Sidomukti.
83
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Hal yang sama juga dirasakan oleh aparatur pemerintah Desa Tegal 

Rejo yakni Bapak Wasid. Menurutnya, pihak kecamatan selama ini telah 

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah desa 

khususnya di lingkungan Kecamatan Mayang. 

“Peran kecamatan terhadap pemerintah desa begitu penting karena 

setiap ada tugas dan kebingungan-kebingungan pemerintah desa itu 

selalu pergi ke kecamatan,” ujar Bapak Wasid yang juga Sekretaris 

Desa Tegal Rejo.
84

 

 

Peran kecamatan terhadap pemerintah desa memang begitu 

penting. Mengingat SDM yang kurang memadai dari pemerintah desa 

dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan desa. Lebih jelasnya 

Kepala Desa Tegal Rejo yaitu Ibu Dyah mengatakan jika pemerintah 

kecamatan hadir dengan program yang terus mengedukasi kepada 

pemerintah desa guna memperlancar jalanya pemerintahan di wilayah 

desa. 

“Pembinaan yang dilakukan oleh kecamatan dengan memberikan 

pengarahan serta motivasi dan edukasi tentang bagaimana 

pembukuan yang baik dan benar, pengelolaan administrasi berupa 

tahapan pembuatan pelaporan keuangan desa yang baik dan benar, 

serta camat membuka diri jika sewaktu-waktu pemerintah desa 

membutuhkan konsultasi,” ungkap Ibu Dyah Kepala Desa Tegal 

Rejo.
85

 

 

Penjelasan di atas telah menunjukkan bahwa, telah dilakukannya 

pembinaan berupa pengarahan-pengarahan kepada pemerintah desa.  

Bapak Sunardi selaku Kepala Desa Sidomukti juga memberikan 

keterangan. 
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“Pembinaan kecamatan begitu membantu jalannya 

penyelenggaraan pemerintahan desa. Pembinaan tersebut dilakukan 

secara berkala mengunjungi desa serta mengawasi kinerja 

pemerintah desa,” tutur Bapak Sunardi selaku Kepala Desa 

Sidomukti.
86

 

 

Keterangan di atas cukup menunjukkan bahwasanya pembinaan 

dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan benar-benar 

dibutuhkan dan sangat bermanfaat guna melancarkan proses jalannya 

pemerintahan desa di lingkungan Kecamatan Mayang. 

Dari wawancara di atas dapat saya tarik kesimpulan, peran 

pembinaan dan pengawasan kecamatan begitu amat penting bagi 

penyelenggaraan pemerintahan desa. Pembinaan berupa pengarahan, 

edukasi, serta motivasi dibutuhkan bagi pemerintah desa. Pengawasan 

kinerja pemerintah desa juga sudah diterapkan oleh kecamatan Mayang.  

Pemerintah desa dalam hal ini sangat dibutuhkan pembinaan dan 

pengawasan dari pemerintah kecamatan. Hal ini menjadi penting agar 

proses pelaksanaan pemerintahan berjalan dengan lancar. 

Misalnya seperti yang dialami oleh Bapak Koko warga Desa 

Sidomukti Kecamatan Mayang menjelaskan, ketika dirinya tengah 

mengurusi blanko Bantuan Langsung Tunai (BLT) di kantor desa, 

menurutnya alurnya cukup sulit. Berikut penjelasannya saat 

diwawancarai. 

“Di kantor desa, justru sangat ribet. Tampaknya desa masih kurang 

mengenai mekanismenya. Maka dari itu banyak masyarakat yang 

ke kantor kecamatan hanya untuk mengurusi BLT tersebut yang 

pada dasarnya bisa diurus di kantor desa setempat,” tutur Bapak 

Koko. 
87
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Begitu juga disampaikan oleh salah satu warga Desa Mayang 

Kecamatan Mayang, yaitu Bapak Rudi. Dirinya menyebutkan jika proses 

administrasi yang dilakukan di desa sangat lama. Lebih lanjut dirinya 

menuturkan sebagai berikut. 

 “Lebih enak langsung ke kecamatan dek, dari pada ke desa. Di 

kecamatan diberikan arahan untuk menyelesaikan persyaratan dan 

sebagainya, artinya masih ada pembinaan sehingga orang-orang 

paham. Sedangkan di desa cuma dikasih blanko,” tutur Rudi.
88

  
 

Hal ini menunjukkan bahwasanya pemerintah desa sangat 

membutuhkan pembinaan. Jika dianalisis lebih lanjut seberapa paham 

pihak desa memahami bimbingan-bimbingan yang dilakukan pihak 

kecamatan. 

Dari wawancara di atas bersama 2 warga peneliti menyimpulkan 

bahwasanya pihak desa masih kurang memahami pembinaan dari pihak 

kecamatan. Karena pelayanan yang diberikan oleh pihak desa masih 

kurang memuaskan. Hal ini menjadi sebuah tanda kurang memahaminya 

pihak desa terhadap pelayanan administrasi yang baik dan benar. 

Sehingga pelaksanaan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh 

pemerintah sangatlah wajib untuk dilakukan guna memperlancar 

pemerintahan di desa yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.   

2. Faktor Penghambat dalam Implementasi Pasal 10 huruf g PP No. 17 

Tahun 2018 tentang Kecamatan di Kecamatan Mayang 

Dalam setiap kebijakan publik yang diterapkan oleh pemerintah, 

tentunya juga terdapat hambatan-hambatan yang muncul dalam setiap 
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pelaksanaannya. Termasuk juga dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, khususnya pada Pasal 10 huruf g 

yang menjelaskan tentang peran kecamatan dalam melakukan pembinaan 

dan pengawasan terhadap pemerintah desa. 

Hambatan-hambatan ini pada akhirnya juga turut dirasakan oleh 

pemerintah Kecamatan Mayang dalam menjalankan amanah peraturan 

tersebut, banyak sekali kendala yang perlu dihadapi agar tujuan dari 

Peraturan Pemerintah tersebut dapat terlaksana dengan baik. 

Kendala yang dimaksud dalam tulisan ini merupakan kendala yang 

menjadi penghambat dalam menjalankan pembinaan dan pengawasan 

oleh pemerintah kecamatan terhadap pemerintah desa setempat. Salah 

satu di antara sekian banyak kendala atau hambatan yang dirasakan oleh 

pemerintah Kecamatan Mayang yaitu latar belakang pendidikan yang 

berbeda-beda. 

Menurut Bapak Ajib selaku Camat Kecamatan Mayang 

menjelaskan, jika pihaknya mengalami hambatan dalam melaksanakan 

amanah peraturan pemerintah tersebut karena adanya latar belakang 

pendidikan yang berbeda-beda. 

“Hambatan yang paling sangat kami rasakan ketika berhadapan 

dengan pemerintah desa, adalah adanya latar belakang pendidikan 

yang berbeda-beda. Artinya perbedaan latar belakang pendidikan 

yang berbeda-beda ini dalam hal perbedaan tingkat pendidikan 

yang pernah ditempuh sebelumnya. Misalnya ada pemerintah desa 

yang masih lulusan SLTA dan sebagainya. Namun juga ada 

perangkat desa yang telah lulusan S1,” tutur Bapak Ajib saat 

diwawancarai di kediamannya pada 20 April 2021.
89
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Pendidikan menjadi sangat penting guna meningkatkan kualitas 

pelaksanaan pemerintahan di Indonesia. Namun di sebagian kalangan, 

masih terdapat aparatur pemerintah termasuk di desa yang masih 

berpendidikan rendah. Menurut Ibu Ani Sekretaris Kecamatan 

menuturkan jika masih terdapat beberapa aparatur pemerintah desa yang 

latar belakang pendidikannya berbeda-beda. 

“Ya memang sedikit sudah jika yang kami hadapi adalah mereka-

mereka yang berangkat dari latar belakang pendidikan yang 

berbeda-beda. Namun demikian, apapun yang kami hadapi di 

lapangan, tidak akan menjadi hambatan besar dalam rangka 

menjalankan tugas kami di kecamatan. Bagaimanapun caranya, 

pembinaan dan pengawasan untuk pemerintah desa, harus 

dijalankan secara optimal,” ujar Ibu Ani saat wawancara di 

kediamannya pada 21 April 2021.
90

 

 

Kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kecamatan 

Mayang benar-benar dirasakan ketika ada agenda pelatihan penggunaan 

komputer untuk penyusunan laporan dan sebagainya dari pemerintah 

Kecamatan Mayang untuk desa setempat. Menurut Bapak Sumaryanto 

yang juga Kepala Saksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan 

Sosial mengungkapkan sebagai berikut. 

“Gini Mas, kadang saya juga bingung ketika terdapat aparatur 

pemerintah desa yang belum menguasai dalam menggunakan 

komputer, khususnya surat-menyurat, laporan dan hal-hal yang 

berkaitan dengan administratif lainnya,” jelas Sumaryanto.
91

 

 

Sebagai aparatur pemerintah, tentu harus mempunyai kemampuan 

khusus yang mendukung pekerjaannya. Kemampuan dapat berupa 
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tindakan cerdas, bijaksana dalam menentukan keputusan dan pengetahuan 

tentang pekerjaan.
92

 

Dengan itu, seseorang yang tergabung dalam suatu organisasi 

pemerintahan baik di tingkat desa, kecamatan dan seterusnya, dibutuhkan 

suatu kemampuan, keterampilan dan pengetahuan yang baik dalam 

menjalankan tugas dan fungsi sebagai aparatur pemerintah 

Kemudian salah satu aparatur desa yaitu Bapak Miswanto yang 

menjadi Sekretaris Desa Sidomukti membenarkan hal yang dialami oleh 

beberapa aparatur desa. 

“Ya ada dek sebagian. Hampir di setiap desa di wilayah 

Kecamatan Mayang juga masih ada aparat yang berasal dari 

pendidikan yang berbeda-beda. Namun tidaklah banyak, beberapa 

juga sudah lulusan Strata-1 (S1),” ungkap Miswanto.
93

 

 

Selain itu, Bapak Sunardi selaku Kepala Desa Sidomukti 

menuturkan, jika memang sebagian aparatnya yang belum profesional 

dalam mengoperasikan komputer. 

“Bagi saya, bukan kemudian aparat desa tidak tau sama sekali. 

Hanya saja kurang profesional. Oleh karena itu, pembinaan oleh 

pemerintah Kecamatan Mayang sangat perlu dilakukan guna 

menghasilkan swadaya pemerintah desa yang jauh lebih 

berkualitas dan profesional,” jelas Sunardi Kepala Desa 

Sidomukti.
94

 

 

Penting kemudian untuk melakukan pemilihan dan penempatan 

pegawai yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Hal ini menjadi 
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penting karena sebagai penentu dari keberhasilan pelayanan publik di 

wilayah pemerintahan pada khususnya.
95

 

Tidak hanya itu, Kepala Desa Tegal Rejo Ibu Dyah menuturkan 

jika beberapa aparatur desa memang sebagian yang belum bisa 

mengoperasikan komputer secara maksimal. Namun hal tersebut bukanlah 

menjadi halangan dalam menjalankan pemerintahan di tingkat desa. 

Begitu pula, terkait dengan perbedaan latar belakang pendidikan yang 

dimiliki oleh anggota perangkat desa, memang sangatlah beragam. 

“Tidak semua perangkat desa yang lulusan SLTA kog Mas. Rata-

rata semua sudah lulusan S1 atau kuliah. Jadi ya sebagian aparat 

memang sudah bisa mengoperasikan teknologi seperti halnya 

komputer dan sebagainya. Namun demikian, peran kecamatan 

dalam melakukan pembinaan desa memang tetap sangat 

diperlukan,” ujar Ibu Dyah Kusuma Ningrum saat diwawancarai di 

kediamannya.
96

  

 

Anggota organisasi yang tergabung dalam pemerintahan baik 

daerah maupun pusat mempunyai peran yang sangat berpengaruh dalam 

mencapai tujuan dari suatu organisasi. Hal ini dikarenakan orang-orang 

atau anggota organisasi tersebut menjadi roda yang menggerakkan 

organisasi. Artinya kunci kesuksesan atau keberhasilan berada di tangan 

anggota organisasi.
97

 

Selain itu, hambatan lainnya yang dialami oleh pemerintah 

Kecamatan Mayang, yaitu ketersediaan infrastruktur yang kurang 
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memadai seperti akses jalan raya yang kurang baik, sehingga menjadikan 

perjalanan untuk menuju membutuhkan waktu yang lebih lama dari pada 

waktu yang seharusnya. 

“Hambatan lain yang juga kami rasakan, meski ini hanya sebatas 

teknis di lapangan, yaitu akses transportasi ke beberapa desa di 

daerah Kecamatan Mayang. Tapi hal ini tidaklah menjadi 

hambatan serius bagi kami untuk menjalankan amanah peraturan 

perundangan yang ditujukan kepada pemerintah kecamatan di 

manapun,” ucap dengan tegas Bapak Ajib selaku Camat 

Kecamatan Mayang. 

 

Sekretaris Kecamatan Mayang Ibu Ani juga menegaskan, jika 

memang terdapat beberapa daerah di Kecamatan Mayang yang akses 

transportasinya masih cukup sulit untuk kami jangkau.  

“Kami kan wilayah pedesaan, memang masih ada beberapa lokasi 

yang jalannya kurang baik. Seperti di Desa Sidomukti dan 

Mrawan. Jadi, jarak tempuh yang seharusnya bisa saya lalui dalam 

jangka waktu 30 menit, bisa kami tempuh 1 jam hanya karena 

transportasi tersebut,” ujar Ibu Ani.
98

  

 

Meskipun demikian, halangan karena infrastruktur yang kurang 

memadai tersebut, tidaklah kemudian menjadikan pemerintah Kecamatan 

Mayang untuk tidak menjalankan amanah yang telah diamanahkan oleh 

peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh 

Bapak Sumaryanto selaku Kepala Saksi Pemberdayaan Masyarakat dan 

Kesejahteraan Sosial.  

“Untuk melakukan pembinaan dan pengawasan, pihak kecamatan 

tidaklah setiap hari terjun langsung ke desa. Kami juga 

menjalankan tugas lainnya. Oleh karena itu, untuk ke desa kami 

juga siap membantu di kantor kecamatan,” tutur Sumaryanto.
99
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Perbaikan infrastruktur harus terus dilakukan, baik oleh pemerintah 

desa, kecamatan hingga tingkat pusat. Di tingkat desa, pemerintah desa 

setempat mempunyai tugas penting dalam menciptakan pelayanan yang 

baik dan melakukan tata pemerintahan yang transparan, khususnya ketika 

bertugas memberikan pelayanan, pembinaan, pengelolaan dan sebagainya 

termasuk pembangunan. Perbaikan di bidang pembangunan harus terus 

diprioritaskan agar masyarakat dapat merasakan pelayanan yang baik dan 

berkeadilan. 

Bagaimanapun infrastruktur juga menjadi penting dalam rangka 

menyukseskan tujuan dari pemerintahan. Selain problem infrastruktur, 

masalah atau hambatan yang dihadapi oleh pemerintah Kecamatan 

Mayang pada khususnya juga berkaitan dengan banyaknya tugas yang 

diemban oleh Kecamatan Mayang.  

“Bagi saya selaku Camat di Kecamatan Mayang, dengan tugas 

yang telah diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan, pada 

dasarnya memang cukup banyak. Namun yang jelas kami di sini 

harus siap mengemban itu semua,” tegas Ajib Camat Kecamatan 

Mayang saat diwawancarai.
100

 

 

Pada dasarnya tugas yang diemban oleh Pemerintah Kecamatan 

memang cukup banyak, hal ini juga dampak dari dilaksanakannya konsep 

otonomi daerah oleh pemerintah.  

“Ya banyak si Mas. Tidak hanya berkaitan dengan pembinaan dan 

pengawasan terhadap desa saja. Namun juga yang lainnya. Selain 

kerja untuk turun ke struktur pemerintahan di bawah kecamatan, 

juga menjalankan tugas dari pemerintah kota/kabupaten seperti 

berupa laporan pertanggungjawaban,” jelas Sumaryanto Kepala 
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Saksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial 

Kecamatan Mayang. 

 

Hal senada juga diutarakan oleh Sekretaris Kecamatan Mayang Ibu 

Ani ketika menuturkan pendapatnya tentang tugas yang diemban oleh 

pihak kecamatan. Menurutnya, tugas yang diemban oleh pihak kecamatan 

memang cukup banyak. Namun hal tersebut bagi pihaknya bukanlah 

menjadi alasan utama untuk tidak menjalankan tugas khususnya 

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap desa. 

“Dibilang banyak ya banyak Mas. Namun ini adalah tugas, dan 

kami harus bertanggung jawab penuh atas amanah dari  regulasi 

yang ada. Kami juga telah dilantik dan disumpah untuk 

menjalankan ini semua. Benar. Tugas kami bukan hanya membina 

dan mengawasi desa saja, tetapi juga banyak yang lainnya,” 

lengkap Ibu Ani saat diwawancarai.
101

 

 

Dari segi regulasi, misalnya pada Peraturan Pemerintah No 17 

tentang Kecamatan, tepatnya pada Pasal 10 disebutkan bahwasanya camat 

mempunyai tugas di antaranya; berkoordinasi dalam penyelenggaraan 

ketentraman dan ketertiban umum, berkoordinasi dalam kegiatan 

pemberdayaan masyarakat, berkoordinasi tentang penerapan peraturan 

daerah, berkoordinasi terkait perawatan sarana dan prasarana umum dan 

masih banyak tugas lainnya 

Oleh karenanya Ibu Ani menuturkan, meski di tengah padatnya 

kegiatan dari tugas yang harus dikerjakan oleh pemerintah kecamatan, 

dirinya tidak pernah lengah terhadap tugas yang telah diembaninnya. 

“Kendala sih iya. Namun bagaimanapun kita tidak boleh alasan 

karena banyak tugas kemudian menghalangi kita untuk tidak 
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menjalankan tugas ini. Saya yakin pemerintah pusat juga jauh lebih 

padat agenda dan banyak tugas. Oleh karena itu, untuk 

memperlancar pemerintahan di negara ini, diterapkanlah otonomi 

daerah dengan asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Setau 

saya itu,” tambah Ibu Ani.
102

 

 

3. Implementasi pembinaan dan pengawasan oleh Kecamatan Mayang 

terhadap desa perspektif Siyasah Idariyah 

Siyasah Idariyah sebagai bagian dari konsep Siyasah Syariyah, di 

mana kajiannya lebih fokus terkait ketatanegaraan. Dalam menjalankan 

suatu pemerintahan di suatu negara dibutuhkan pengelolaan administratif 

yang baik, salah satunya dengan menerapkan prinsip-prinsip good 

governance. 

Dalam prinsip-prinsip tersebut pada dasarnya telah sesuai dengan 

konsep syariah Islam. Salah satu hal yang terdapat dalam prinsip good 

governance yaitu efektifitas dan efisiensi, supremasi hukum, akuntabilitas 

dan masih banyak lainnya. Untuk mengukur tingkat kualitas pelayanan 

yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dapat dilihat dari realitas 

kepentingan pelayanan itu sendiri. Masyarakat yang mempunyai 

kepentingan pasti mengharapkan kecepatan dan kesempurnaan yang sesuai 

syara’ dalam bekerja secara jelas.  

Ada dua macam Siyasah Idariyah dalam Islam sebagaimana dalam 

sumber fikih siyasah, yaitu sumber hukum vertikal dan sumber hukum 

horizontal. Sumber hukum vertikal berasal dari al-Quran dan Hadits, 

sedangkan sumber hukum horizontal berasal dari manusia dan 
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lingkungannya yakni pemikiran para ahli, cendikiawan, ulama, zu’ama, 

sumber berupa sejarah kehidupan manusia, peraturan yang dibuat 

penguasa, serta pengalaman dan hukum adat.
103

 

Terlepas dari makna di atas, secara teoritis Camat Mayang belum 

memahami betul makna dari Siyasah Idariyah, namun dirinya menegaskan 

jika pelayanan dan segala aktivitas yang berlangsung di lingkungan 

pemerintahan kecamatan telah sesuai dengan norma hukum, norma sosial, 

termasuk juga norma agama. 

“Jika ditanya tentang konsep Siyasah Idariyah, saya tidak tahu itu. 

Namun yang jelas, sampai saat ini, sebagai Camat di Kecamatan 

Mayang, saya yakin bahwa apa yang kami lakukan telah sesuai 

dengan ajaran Islam,” tutur Bapak Ajib Camat Kecamatan 

Mayang.
104

 

 

Pemerintah Kecamatan juga mempunyai tugas utama sebagai 

bagian dari pemerintahan, salah satu di antaranya yaitu menciptakan 

kehidupan yang demokrasi dan memberikan pelayanan yang baik, agar 

masyarakat di sekitarnya dapat hidup sejahtera, tentram dan berkeadilan. 

Salah satu caranya dengan memberikan pelayanan yang cepat dan terarah. 

Oleh karenanya pemerintah Kecamatan Mayang melakukan 

langkah tersebut berupa pelayanan yang cepat dan tidak berbelit-beli. Hal 

ini sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Ajib saat diwawancarai. 

“Adapun dari segi pelayanan, tentu kami lakukan secepat mungkin, 

justru jika kami menunda pelayanan itu, tugas kami di kecamatan 

semakin menumpuk,” tutur Bapak Ajib Camat Kecamatan 

Mayang.
105
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Untuk memberikan pelayanan yang baik, cepat dan simpel tentu 

dibutuhkan upaya percepatan dan perubahan yang progresif. Baik dari sisi 

kepemimpinan, kinerja birokrasi yang mengacu pada pelayanan 

berkualitas dan berkeadilan, sehingga pemerintah kecamatan mampu 

menerapkan praktik good governance, bukan bad governance. Hal 

demikian juga diterapkan oleh pihak Kecamatan Mayang sebagaimana 

disampaikan oleh Sekretaris Kecamatan Mayang Ibu Ani sebagai berikut. 

“Sejauh ini, sebagai pihak dari Kecamatan Mayang, kami di sini 

tentu merasakan adanya percepatan-percepatan dalam pelayanan. 

Banyak sekali tugas yang pada dasarnya pemerintah desa dapat 

mengatasinya, namun karena ada kendala di bawah, justru kami 

pihak kecamatan yang memberikan pelayanan tersebut,” jelas Ibu 

Ani.
106

 

  

Kemudian, lebih lanjut dijelaskan oleh Bapak Sumaryanto 

bahwasanya pelayanan yang dilakukan lebih mengedepankan kepada 

percepatan-percepatan. Hal ini dilakukan sebagai langkah progresif dalam 

memenuhi kepentingan masyarakat. 

“Banyak sekali kegiatan pembinaan berupa pelatihan yang kami 

lakukan untuk pemerintah desa. Hal ini guna mempercepat 

pelayanan pemerintahan di tingkat desa. Kalau di kecamatan ya 

bagi kami telah banyak langkah progresif yang kami lakukan,” ujar 

Bapak Sumaryanto.
107

 

 

Percepatan yang dilakukan oleh pihak Kecamatan Mayang turut 

dirasakan oleh sejumlah kalangan, khususnya pemerintah desa yang 

berhubungan langsung dengan pemerintah kecamatan. Demikian lebih 

lanjut disampaikan oleh Bapak Mirwanto sebagai berikut. 
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“Ya kami di sini sebagai pemerintah desa di bawah pemerintahan 

Kecamatan Mayang, apa yang telah dilakukan oleh pihak 

kecamatan sudah baik dari segi pelayanan. Kami sebagai pihak 

desa di wilayah administratifnya benar-benar merasakan 

pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak 

kecamatan,” tutur Bapak Mirwanto Sekretaris Desa Sidomukti.
108

 

 

Pelayanan publik oleh pemerintah harus senantiasa dilakukan 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Maka antara pemerintah sebagai 

penyedia pelayanan dan masyarakat selaku pengguna layanan, antara 

keduanya mempunyai hubungan yang kuat. Oleh karena itu kepuasan 

masyarakat harus menjadi tolak ukur utama oleh pemerintah dalam 

menjamin kebutuhan masyarakat. 

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu warga 

Desa Sidomukti yaitu Bapak Koko menyebutkan, bahwasanya dirinya 

sebagai warga yang pernah mendapat pelayanan dari masyarakat 

merasakan pelayanan memuaskan dari pihak Kecamatan Mayang. 

“Kami selaku salah satu warga di Desa Sidomukti benar-benar 

merasakan bagaimana percepatan pelayanan yang dilakukan oleh 

pemerintah Kecamatan Mayang, contohnya ketika saya mengurusi 

Bantuan Langsung Tunai. Di desa kami prosesnya lama, pas ketika 

di kecamatan, cuman disuruh ngasihkan formulir, selesai. Simpel 

sekali,” tutur Yusufta Juliko warga Desa Sidomukti.
109

 

 

Hal yang sama juga dirasakan oleh warga lainnya, terkait 

percepatan pelayanan yang dilakukan oleh pihak Kecamatan Mayang, 

sebagaimana berikut. 

“Saya sudah beberapa kali menyelesaikan hal administrasi 

langsung ke kecamatan. Kebetulan saya memang dekat dengan 

kantor Kecamatan Mayang. Di sana kalau saya mengurusi sesuatu 
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langsung dijelaskan persyaratan yang dipenuhi, ramah lagi 

pelayanannya. Artinya masih ada pembinaan. Namun ketika saya 

ngurusi di Desa. Hanya diberikan blanko saja,” ungkap Rudi warga 

Mayang.
110

 

 

Begitu juga disampaikan oleh salah satu warga Desa Mayang 

Kecamatan Mayang, yaitu Bapak Rudi. Dirinya menyebutkan jika proses 

administrasi yang dilakukan di desa sangat lama. Lebih lanjut dirinya 

menuturkan sebagai berikut. 

 “Lebih enak langsung ke kecamatan dek, dari pada ke desa. Di 

kecamatan diberikan arahan untuk menyelesaikan persyaratan dan 

sebagainya, artinya masih ada pembinaan sehingga orang-orang 

paham. Sedangkan di desa cuma di kasih blanko,” tutur Rudi.
111

  

 

Selain itu, pelayanan tidak hanya bertumpu pada kecepatan saja. 

melainkan juga sikap profesional. Para aparatur yang memiliki sikap 

profesional, menjadi gambaran dari sikap keterampilan dan keahlian yang 

dimilikinya. Sikap profesional tersebut akan bertambah luar biasa jika 

didukung dengan tingkat pengetahuannya dan latar belakang 

pendidikannya. 

Sikap profesional pada dasarnya dapat tergambar ke dalam 

beberapa sikap, seperti tepat waktu, belajar dari kegagalan dan 

sebagainya.
112

 Berkaitan dengan itu, pemerintah Kecamatan Mayang 

berdasarkan hasil wawancara menyatakan bahwa aparatur pemerintah 

Kecamatan Mayang telah mengusahakan diri sebaik mungkin untuk 

bersikap profesional. 
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Menurut Bapak Ajib, aparat pemerintah Kecamatan Mayang dalam 

menjalankan tugas, setiap individu wajib menjalankan tugas sesuai 

dengan bidangnya masing-masing. Uniknya menurut Bapak Ajib, di 

Kecamatan Mayang menerapkan budaya 2 malu. Lebih jelasnya sebagai 

berikut. 

“Kami di sini menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan 

kewenangannya di setiap bidang masing-masing di pemerintahan 

Kecamatan Mayang. Selain itu, kami di sini juga menerapkan 

program menerapkan budaya 2 malu. Yaitu malu datang terlambat 

dan malu pulang lebih dulu,” ujar Bapak Ajib selaku Camat 

Kecamatan Mayang.
113

 

 

Sebagai camat Kecamatan Mayang, Bapak Ajib senantiasa 

menegaskan dalam berbagai kesempatan untuk bersikap tanggung jawab 

terhadap tugas yang diemban. 

“Sikap tanggung jawab adalah prioritas di kami. Apapun yang 

terjadi kami harus bertanggung jawab terhadap tugas yang kami 

emban. Terlebih dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat,” tambah Bapak Ajib.
114

 

 

Tidak hanya itu, dirinya senantiasa mengingatkan kepada aparatur 

Kecamatan Mayang untuk belajar dari kegagalan yang telah dialami. 

“Saya sebagai camat di Kecamatan Mayang hampir setiap rapat 

selalu mengatakan agar senantiasa belajar dari kegagalan. Tidak 

ada manusia yang tidak pernah gagal, semua pasti pernah 

mengalami kegagalan. Tinggal selanjutnya apakah kita akan 

tenggelam dari kegagalan kita, ataukah bangkit dan menuju ke arah 

yang lebih baik. Kuncinya introspeksi diri dan yakin bahwa kita 

adalah yang terbaik,” tegas Bapak Ajib Camat Kecamatan 

Mayang.
115
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 Ajib, diwawancarai oleh Badrut Tamam, Mayang, 20 April 2021. 
114

 Ajib, diwawancarai oleh Badrut Tamam, Mayang, 20 April 2021. 
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 Ajib, diwawancarai oleh Badrut Tamam, Mayang, 20 April 2021. 
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Selain itu, menurut Ibu Ani Sekretaris Kecamatan Mayang 

menjelaskan, jika para aparat Kecamatan Mayang wajib tepat waktu dan 

dilarang keras terlambat ke kantor dan mengumpulkan tugas. 

“Teman-teman perangkat di Kecamatan Mayang konsisten untuk 

menerapkan sikap waktu. Tepat waktu untuk datang ke kantor dan 

tepat waktu mengerjakan tugas dan kewajiban serta tanggung 

jawab,” tutur Ibu Ani Sekretaris Kecamatan Mayang.
116

  

 

Kemudian Ibu Ani menambahkan bahwa sikap profesional yang 

dikembangkan dalam pemerintahan Kecamatan Mayang salah satu di 

antaranya termasuk mencintai pekerjaan. Menurutnya banyak para 

pekerja yang tidak menyukai pekerjaannya, sehingga mengakibatkan 

buruknya pelayanan. 

“I Love What I Do, kurang lebih artinya saya mencintai pekerjaan 

saya. Ini adalah kunci utama di pemerintahan kecamatan 

khususnya di Mayang, agar para perangkat senantiasa bertanggung 

jawab karena telah merasa mencintai terhadap pekerjaannya,” tutur 

Ibu Ani saat diwawancarai.
117

 

 

Sebagai pemerintahan yang kreatif dan inovatif, Kecamatan 

Mayang senantiasa mempunyai cara tersendiri untuk menumbuhkan sikap 

profesional dalam bekerja. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Bapak 

Sumaryanto. 

“Kami dalam bekerja Mas. Menerapkan budaya 5S yaitu senyum, 

salam, sapa, sopan dan santun. Bahkan di kantor, kami tempelkan 

banner yang berisikan hal tersebut agar teman-teman selalu ingat 

hal tersebut,” tutur Bapak Sumaryanto Kasi Perma Kersra.
118

 

 

Sikap profesionalitas yang dilakukan oleh pihak Kecamatan 

Mayang juga turut dirasakan oleh pemerintah desa di wilayah Kecamatan 
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 Ani, Wawancara, Mayang, 21 April 2021. 
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 Ani, diwawancarai oleh Penulis, Mayang, 21 April 2021. 
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 Sumaryanto, diwawancarai oleh Badrut Tamam, Mayang, 21 April 2021. 
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Mayang. Salah satunya Kepala Desa Tegal Rejo Ibu Dyah yang 

menuturkan sikap tegas yang dilakukan oleh pihak Kecamatan Mayang 

bagi pemerintah desa yang mencoba tidak bersikap profesional yaitu tepat 

waktu. 

 “Jika kami telat menjalankan tugas dan kewajiban, misalnya 

penyerahan laporan anggaran dan hal administratif lainnya, ya 

tentu kami diperingatkan Mas. Dan kami menerima peringatan itu 

karena kami memang benar-benar salah. Kita memang tidak boleh 

main-main terhadap waktu yang telah diberikan dan kami konsep 

khususnya dalam rangka pelaksanaan pemerintahan di tingkat 

pemerintahan,” tutur Ibu Dyah.
119

 

 

Tidak hanya itu, Sekretaris Desa Tegal Rejo, Bapak Wasid 

menuturkan hal serupa terkait sikap profesional yang diterapkan di 

Kecamatan  Mayang. 

“Para perangkat pemerintah kecamatan memang dari 

profesionalitas kami akui sudah luar biasa. Tentu bagi kami 

sebagai perangkat desa, akan belajar hal itu agar sikap 

profesionalitas juga tumbuh, minimalnya di mulai dari diri kita 

masing-masing. Ya kan,” ucap Bapak Wasid Sekretaris Desa Tegal 

Rejo.
120

 

 

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 126 ayat 3 huruf a Undang-

Undang No. 32 Tahun 2004. Bahwasanya camat dalam melakukan 

pembinaan kepada pemerintah desa, dapat berupa fasilitasi pembuatan 

peraturan desa dan upaya dalam menciptakan lingkungan administratif 

pemerintahan yang baik. 

 “Kita ini kan di sini hanya sebagai lembaga yang diberikan tugas 

untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh 

karenanya kami bertanggung jawab kepada pemerintah kabupaten 

atau kota. Artinya sejauh ini berkaitan dengan regulasi, kami hanya 
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 Dyah Kusuma Ningrum, diwawancarai oleh Badrut Tamam, Mayang, 23 April 2021. 
120

 Dul Wasid, diwawancarai oleh Badrut Tamam, Mayang, 23 April 2021. 
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fokus dengan mensosialisasikan regulasi dari pemerintah pusat dan 

daerah,” ujar Bapak Ajib selaku Camat Mayang.
121

  

 

Menurut Bapak Ajib, peran Kecamatan Mayang berkaitan dengan 

peraturan, salah satunya memfasilitasi proses peraturan desa di wilayah 

Kecamatan Mayang. 

“Tugas kami khususnya dalam hal pengawasan dan pembinaan 

terhadap pemerintah desa, kaitannya dengan regulasi atau aturan, 

tentu kami hanya fokus bagaimana pemerintah desa betul-betul 

menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana telah diatur dalam 

peraturan perundang-undangan,” tambahnya.
122

 

 

Lebih lanjut Ibu Ani Sekretaris Kecamatan Mayang menjelaskan 

lebih lanjut, bagaimana tugas pembinaan dan pengawasan yang dilakukan 

oleh pemerintah Kecamatan Mayang. 

“Saya rasa kami di sini hanya fokus menjalankan tugas-tugas kami 

Mas. Bukan kemudian mengeluarkan peraturan atau regulasi yang 

justru nantinya malah menambah proses birokrasi di pemerintahan 

desa khususnya. Kami di sini misalnya mengecek keuangan desa 

melalui RKP, RPJMDes, Dana Bantuan Keuangan serta 

pelaksanaan administrasi lainnya,” ujar Ibu Ani Sekretaris 

Kecamatan Mayang.
123

 

 

Kemudian, perangkat Kecamatan Mayang juga menjelaskan, upaya 

pembinaan yang dilakukan dalam bidang peraturan adalah sebatas 

bimbingan berupa memberikan penjelasan ketika desa akan membuat 

suatu peraturan desa. 

“Gini Mas, dalam kaitannya dengan regulasi, kami di kecamatan 

hanya melakukan pembinaan dalam proses pembuatan peraturan 

atau keputusan desa, sehingga nantinya tidak bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan,” jelas Sumaryanto Kepala Saksi 

Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan 

Mayang. 
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Pentingnya untuk melakukan pembinaan dalam wilayah regulasi 

sangat penting, hal ini mengingat regulasi yang dikeluarkan harus benar-

benar menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum 

yang ada.
124

 Artinya setiap peraturan yang dikeluarkan baik oleh 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah, wajib untuk tunduk terhadap 

Pancasila. 

Berkaitan dengan implementasi segala regulasi yang berkaitan 

dengan pemerintahan desa, menurut Kepala Desa Tegal Rejo Dyah 

Kusuma Ningrum menuturkan, untuk menciptakan regulasi yang 

sederhana dan dibentuk secara profesional, salah satunya untuk tidak 

mencampuradukkan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan 

negara. 

“Pejabat yang mengeluarkan kebijakan wajib untuk tidak 

menyelundupkan kepentingan pribadi di atas kepentingan publik, 

sehingga nantinya kebijakan atau keputusan tersebut tidak 

merugikan hak-hak warga negaranya,”
125

  

 

C. Pembahasan Temuan 

Pembahasan temuan merupakan hasil dari analisis data yang diperoleh 

baik dari wawancara, observasi atau juga dokumentasi di lapangan. Tentunya 

data yang diperoleh adalah upaya untuk menjawab rumusan masalah yang 

telah dicantumkan di penelitian ini. Berikut hasil dari pembahasan temuan 

dalam penelitian ini. 
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 Sholikul Hadi, “Eksistensi Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum Dalam Konstitusi 

Indonesia,” IJLIL 3, no. 2 (Juli-Desember, 2021): 119. 
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 Dyah Kusuma Ningrum, diwawancarai oleh Badrut Tamam, Mayang, 23 April 2021. 
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1. Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan Mayang terhadap 

Pemerintah Desa. 

a. Pembinaan 

Sebagaimana dijelaskan oleh Musanef dalam karyanya 

“Manajemen Kepegawaian di Indonesia”, bahwasanya pembinaan 

adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, 

penyusunan, pengembangan pembangunan dan pengarahan serta 

pengendalian segala sesuatu yang berdaya guna dan hasil guna, jadi 

pembinaan haruslah dilakukan oleh setiap organisasi atau lembaga 

negara agar dapat terintegrasi dengan baik setiap program yang sudah 

direncanakan sebelumnya. 

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Kecamatan Mayang juga 

mengemban amanah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan 

khususnya terhadap pemerintah desa. Hal ini sebagaimana telah 

dirumuskan di dalam Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 2018 Pasal 

10 huruf g tentang Kecamatan. Adapun bentuk-bentuk pembinaan 

yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Mayang dapat 

dikelompokkan menjadi dua, yaitu bimbingan dan pelatihan. 

1) Bimbingan 

Adapun pembinaan Kecamatan Mayang terhadap 

pemerintah desa setempat dikemas dalam bentuk program 

bimbingan antara lain berupa; 
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a) Bimbingan Pembuatan Dokumen Desa dan Hal Administratif 

Lainnya. 

Dokumen desa yang dimaksud, salah satu di antaranya 

yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 

(RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Laporan 

Pertanggungjawaban-APBDes dan hal lainnya. administrasi 

adalah hal yang sangat utama dalam suatu organisasi termasuk 

pemerintahan. Tanpa adanya administrasi, maka organisasi atau 

negara tidak akan berjalan. 

b) Bimbingan Persyaratan Pencairan Dana Desa. 

Untuk mencairkan dana desa, terlebih dahulu perlu 

untuk melengkapi persyaratan administratifnya, agar dana 

untuk desa tersebut turun dan dapat segera digunakan. Di 

Kecamatan Mayang, pihak kecamatan memantau kelengkapan 

persyaratan di desa, apabila ada yang kurang pihak kecamatan 

membantu untuk melengkapinya. Sekaligus memberikan 

verifikasi untuk kelengkapan berkas administratif pencairan 

dana desa. Setelah dana desa turun kecamatan memberikan 

kepada desa sesuai kebutuhan, untuk meminimalisir kelalaian 

dari pihak desa. 
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c) Bimbingan Berupa Sosialisasi Program dari Pemerintah Pusat. 

Sebagai perangkat daerah, kecamatan berperan penting 

dalam mensukseskan program dari pemerintah pusat. Pihak 

desa yang dibebani tanggung jawab untuk menjalankan 

program dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah 

bupati/kota masih cukup banyak yang memahami. Oleh 

karenanya pemerintah kecamatan perlu untuk melakukan 

sosialisasi terhadap program atau regulasi dari pemerintah 

pusat atau pemerintah daerah. 

Maka dari itu, perlu dipahami bahwa tugas dan fungsi 

yang diberikan kepada pihak kecamatan oleh pemerintah 

kabupaten/kota sebagai bentuk dari ‘perpanjangan tangan 

bupati’. Tentu wewenang yang diberikan oleh bupati harus 

sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tanpa adanya 

pemberian wewenang oleh bupati kepada kecamatan, maka 

camat tidak dapat menjalankan tugas-tugasnya.
126

 

Adanya bimbingan yang dilakukan oleh kecamatan 

menjadi hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan 

desa. Bimbingan yang dilakukan bertujuan untuk 

meningkatkan pengetahuan dan untuk meningkatkan pelayanan 

kepada masyarakat agar masyarakat mendapatkan pelayanan 

cepat, tepat dan benar.  
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 Dadang Supriatna. “Pembinaan Dan Pengawasan Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa Di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang,.” Jurnal MODERAT 6, no. 2: 313. 
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2) Pelatihan 

Beberapa program pembinaan yang dikemas dalam 

bentuk pelatihan oleh pemerintah Kecamatan Mayang terhadap 

pemerintah desa dikemas dalam berbagai acara, salah satunya 

berikut ini: 

a) Pelatihan Rencana Anggaran Biaya Desain 

Adapun pelatihan ini merupakan sebuah kegiatan 

yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Mayang 

terhadap pemerintah desa. Di mana dalam kegiatan ini 

dijelaskan terkait tata cara mengakumulasi anggaran dan 

belanja terhadap pembangunan yang dilakukan di desa 

setempat. Misalnya pada saat itu dengan menghadirkan 

narasumber selaku Pendamping Ahli Kabupaten Teknik 

Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Jember yaitu Enik 

Yudayanti. 

b) Pelatihan Microsoft Office dan Microsoft Excel 

Pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah 

Kecamatan Mayang juga berupa pelatihan hal teknis, 

seperti cara mengoperasikan Microsoft dengan baik dan 

benar, sehingga nantinya perangkat desa dapat bekerja lebih 

optimal dalam melakukan pelayanan ataupun menjalankan 

tugas dan kewajiban yang berkaitan dengan administratif 

dan lainnya. 
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Dalam hal melakukan pembinaan berupa bimbingan 

atau pelatihan ke pemerintah desa, sebelumnya pemerintah 

desa terlebih dahulu menentukan tim atau narasumber yang 

sesuai dengan tupoksinya dalam acara tersebut. Setelah itu, tim 

dari pemerintah kecamatan memberikan informasi terkait 

penyelenggaraan program tersebut kepada pihak desa, hingga 

beberapa hari selanjutnya tim pemerintah kecamatan 

melangsungkan program tersebut sesuai dengan waktu yang 

telah ditentukan sebelumnya. 

b. Pengawasan 

Pengawasan dari Kecamatan berbeda dengan pengawasan yang 

dilakukan pemerintah daerah, pengawasan yang dilakukan oleh pihak 

kecamatan lebih kepada memantau kinerja Desa dalam rangka 

pembinaan agar lebih baik. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh 

peneliti di Kecamatan Mayang, ada 2 metode yang dilakukan oleh 

kecamatan mayang terkait pengawasan pemerintahan desa yaitu: 

1) Pengawasan Langsung  

Pengawasan secara langsung oleh pihak kecamatan 

dilakukan sewaktu-waktu. Pengawasan tersebut dapat dilihat dari 

berbagai bentuk, di antaranya; inspeksi secara langsung, observasi 

di tempat, laporan di tempat. Artinya di tempat, pemerintah 

Kecamatan Mayang juga memberikan masukan berupa saran 

kepada aparat desa yang tengah kesulitan dalam menjalankan 

tugasnya. 
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2) Pengawasan Tidak Langsung 

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang 

dilakukan secara jarak jauh, terhadap laporan yang diberikan oleh 

bawahannya. Laporan tersebut dapat berupa laporan tertulis dan 

laporan lisan. Misalnya camat meminta laporan kepada BPD pada 

rapat koordinasi atau camat juga memantau kegiatan BPD melalui 

seksi pemerintahan.  

2. Faktor Penghambat Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan Mayang 

terhadap Pemerintah Desa 

Dalam setiap kebijakan publik pasti ada beberapa faktor 

pendukung dan penghambat, termasuk juga  dalam implementasi 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 pasal 10 huruf g Tentang 

kecamatan Di Kecamatan Mayang.  

Di dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 17 

Tahun 2018 pasal 10 huruf g, yaitu melakukan pembinaan dan 

pengawasan terhadap pemerintah desa, Kecamatan Mayang pada dasarnya 

menghadapi beberapa kendala. Salah satu di antaranya adalah  

1. Latar Belakang Pendidikan yang Berbeda-beda. 

Perbedaan latar belakang pendidikan aparatur desa membuat 

camat kesusahan dalam proses pembinaan. Oleh karena itu menurut 

penuturan dari camat sendiri bahwa dari perbedaan latar belakang 

pendidikan menjadi hal yang paling menonjol di saat melakukan 

pembinaan terhadap aparatur desa. 
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Minimnya tingkat pengetahuan  dan keahlian yang dimiliki 

oleh aparatur desa turut menjadi penghambat dalam menjalankan 

fungsi dan tugasnya dalam pemerintahan. Hal ini dikarenakan aparatur 

desa yang tingkat pengetahuannya masih minim, mengakibatkan hasil 

penelitian yang tidak kompeten.  

Hal demikian membuat camat dalam menjalan tugasnya harus 

bekerja secara ekstra. Camat dituntut aktif agar mengetahui kendala-

kendala yang dialami pemerintah desa termasuk juga memberikan 

solusi dari masalah yang dialami.  

2. Banyaknya Tugas Camat 

Kecamatan yang dipimpin oleh seorang camat yang bertugas 

sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Oleh karenanya camat 

bukan kepala wilayah. Tetapi perangkat daerah yang dibentuk 

berdasarkan peraturan daerah.
127

 

Kedudukan camat yang bertanggung kepada bupati melalui 

sekretaris daerah, dapat pula disebut sebagai koordinator dari 

penyelenggaraan daerah di wilayah kerja kecamatan, adapun tugas-

tugas camat diperoleh melalui pelimpahan kewenangan dari bupati 

atau wali kota untuk mengurusi sebagian urusan otonomi daerah.
128

 

Berikut beberapa tugas umum pemerintah kecamatan, di 

antaranya: 
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 Nurcholis, Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Jakarta: Grasindo, 2005), 133. 
128

 Sekretariat Negara RI, Peraturan  Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan Pasal 

1 ayat 9. 
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a. Berkoordinasi terkait program pemberdayaan masyarakat. 

b. Koordinasi dalam penyelenggaraan wilayah yang tentram dan 

tertib. 

c. Berkoordinasi terkait jalannya peraturan perundang-undangan. 

d. Koordinasi perawatan fasilitas atau pra-sarana masyarakat. 

e. Koordinasi penyelenggaraan program pemerintah di wilayah 

kecamatan. 

f. Melakukan pembinaan terhadap pemerintah desa/kelurahan. 

g. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugasnya 

ketika pemerintah desa belum dapat menjalankannya secara 

maksimal. 

Selain tugas tersebut masih banyak tugas lainnya yang diemban 

oleh pemerintah kecamatan. Artinya selain melakukan pembinaan dan 

pengawasan terhadap pemerintah desa, juga masih banyak tugas 

lainnya yang juga perlu dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan. 

3. Akses Jalan yang Rusak 

Faktor lain yang menjadi kendala dalam kegiatan pembinaan 

dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Mayang 

terhadap pemerintah desa, salah satu di antaranya yaitu kondisi 

geografis yang tidak didukung dengan infrastruktur yang memadai. 

Misalnya akses jalan penghubung antara desa dengan kecamatan yang 

cukup sulit diakses karena jalan rusak dan ditambah jarak tempuh yang 

lumayan jauh. 
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Akses jalan begitu penting dalam rangka memajukan 

kesejahteraan umum. Dalam observasi yang dilakukan oleh peneliti, 

akses jalan menuju Desa Sidomukti dan Desa Mrawan kurang baik. 

Hal demikian menjadi penghambat bagi pemerintah Kecamatan 

Mayang dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 

pemerintah desa setempat. 

3. Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan Mayang terhadap 

Pemerintah Desa Perspektif Siyasah Idariyah 

Siyasah Idariyah merupakan cabang dari Siyasah Syariah yang di 

dalamnya menjelaskan tentang ketatanegaraan. Untuk mengelola suatu 

lembaga pemerintahan tentunya dibutuhkan manajemen administrasi yang 

baik. Misalnya dengan menerapkan asas-asas good governance, salah 

satunya asas profesionalitas.
129

. Sikap profesionalitas juga ada dalam 

konsep konsep Siyasah Idariyah. Selanjutnya sebagaimana penjelasan 

berikut ini. 

Untuk mewujudkan ihsan (kebaikan kesempurnaan) dalam 

menjalankan suatu urusan, terdapat tiga faktor, yaitu cepat dalam 

pelayanan, profesional dalam pelayanan dan sederhana dalam peraturan.
130

 

Berdasarkan hasil penyajian data yang telah disampaikan di atas, 

maka pada dasarnya pemerintah Kecamatan Mayang telah menerapkan 

tiga faktor kunci penerapan konsep Siyasah Idariah tersebut, dalam 
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 Yusri Munaf, Hukum Administrasi Negara (Riau: Marpoyan tujuh, 2016), 64-65. 
130

 Achmad Fajar Rifa’i, “Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) 

dalam Penerapan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah 

Perspektif Siyasah Idariyah” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2017), 84. 
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menjalankan tugasnya yang salah satunya melakukan pembinaan dan 

pengawasan terhadap pemerintah desa.  

a. Cepat dalam Pelayanan  

Cepat dalam pelayanan merupakan kemampuan dalam diri kita 

yang mampu memberikan kepuasan dalam pelayanan terhadap 

pelanggan. Hal ini dinilai dalam syariat Islam bahwa pelayanan atau 

perbuatan baik terhadap orang lain termasuk ia berbuat baik kepada 

diri sendiri. 

Percepatan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah 

Kecamatan Mayang benar-benar dilakukan. Hal ini dengan melihat 

proses pelayanan yang diberikan oleh pihak kecamatan. Banyak warga 

sekitar yang telah mengakui percepatan pelayanan yang dilakukan oleh 

pihak kecamatan, misalnya ketika mengurusi Bantuan Langsung 

Tunai. Di mana masyarakat banyak mengeluh ketika mendapat 

pelayanan di kantor desa, sehingga masyarakat lebih memilih untuk 

langsung ke kantor kecamatan. Hal ini justru kemudian menjadi bukti 

pentingnya pembinaan dan pengawasan untuk pemerintah desa guna 

menciptakan pelayanan yang kompeten. 

b. Profesional dalam Pelayanan  

Profesional ialah sifat dalam profesi yang berarti kumpulan 

pekerjaan yang dikerjakan sesuai ketentuan atau standar operasional 

kerja di dalam masing-masing bidang. Professional juga dapat berarti 

seseorang yang memiliki kompetensi dalam suatu pekerjaan dan 
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memiliki kepandaian khusus dalam menjalankannya. Profesional 

merupakan sikap yang berkaitan dengan tingkat kualitas kerja. 

Kesimpulannya, professional ialah sebutan kepada seseorang yang 

melakukan suatu pekerjaan dengan baik sesuai profesinya, baik dalam 

segi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku dalam melakukan 

pekerjaan secara baik.    

Para aparatur yang memiliki sikap profesional, menjadi 

gambaran dari sikap keterampilan dan keahlian yang dimilikinya. 

Sikap profesional tersebut akan bertambah luar biasa jika didukung 

dengan tingkat pengetahuannya dan latar belakang pendidikannya. 

Sikap profesional pada dasarnya dapat tergambar ke dalam 

beberapa sikap, seperti tepat waktu, belajar dari kegagalan dan 

sebagainya.
131

 Berkaitan dengan itu, pemerintah Kecamatan Mayang 

berdasarkan hasil wawancara menyatakan bahwa aparatur pemerintah 

Kecamatan Mayang telah mengusahakan diri sebaik mungkin untuk 

bersikap profesional. 

Untuk itu, berdasarkan dari hasil penyajian data dan analisis 

yang telah dilakukan sebelumnya, maka kemudian dapat 

dikelompokkan beberapa sikap profesional yang dilakukan oleh 

pemerintah Kecamatan Mayang dalam memberikan pelayanan ke 

masyarakat. Berikut beberapa sikap profesional yang penulis rangkum, 

di antaranya ; 
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 Tjokrowinoto, Pembangunan Dilema dan Tantangan (Yogyakarta:  PT Pustaka Pelajar, 1996), 
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a. Tepat Waktu 

Sikap tepat waktu yang diterapkan di pemerintah 

Kecamatan Mayang dapat dilihat dengan menerapkan budaya 2 

malu. Yaitu malu datang terlambat dan malu pula lebih dulu. Lebih 

lanjut, tepat waktu di sini bukan hanya sebatas 2 budaya malu di 

atas, melainkan juga tepat waktu dalam menjalankan tugas dan 

kewajiban. 

b. Bertanggung Jawab. 

Sikap tanggung jawab ini menjadi kunci suksesnya 

pemerintahan Kecamatan Mayang dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat. Hal ini terlihat dari tingginya tingkat 

kepercayaan masyarakat dalam mengurusi hal administratif ke 

pihak kecamatan. 

c. Bersikap Sopan 

Sikap sopan di sini tergambar dengan menerapkan budaya 

5S yang telah ditempelkan di kantor kecamatan. Adapun budaya 

5S tersebut 5S yaitu senyum, salam, sapa, sopan dan santun. 

d. Belajar dari Kegagalan 

Pada dasarnya setiap orang akan mengalami kegagalan 

dalam kehidupannya. Oleh karena itu, khususnya di pemerintahan 

Kecamatan Mayang, Camat senantiasa selalu mengingatkan agar 

pihaknya untuk senantiasa belajar dari kegagalan. Itulah prinsip 

utama yang dilakukan oleh Camat Kecamatan Mayang yang 

kemudian diterapkan ke pihak aparatur kecamatan. 
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e. I love What I Do 

Sikap mencintai pekerjaan adalah salah satu sikap 

profesional dalam memberikan pelayanan yang diterapkan oleh 

pihak Kecamatan Mayang. Sikap ini senantiasa didengungkan oleh 

Ibu Ani selaku Sekretaris Kecamatan Mayang kepada pemerintah 

Kecamatan Mayang. Sikap mencintai pekerjaan bagi Kecamatan 

Mayang adalah kunci sukses untuk mewujudkan sikap bertanggung 

jawab. 

c. Sederhana dalam Peraturan. 

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 126 ayat 3 huruf a 

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Bahwasanya camat dalam 

melakukan pembinaan kepada pemerintah desa, dapat berupa fasilitasi 

pembuatan peraturan desa dan upaya dalam menciptakan lingkungan 

administratif pemerintahan yang baik. 

Tidak banyak peraturan yang bersifat kaku dalam 

menyelenggarakan pemerintahan di tingkat kecamatan. Pemerintah 

Kecamatan Mayang pada khususnya hanya fokus untuk memfasilitasi 

proses pembuatan peraturan atau keputusan dari pemerintah desa 

setempat. Bentuk fasilitasi yang dimaksud dalam proses pembuatan 

peraturan ini hanyalah sebatas menjelaskan bagaimana menciptakan 

regulasi yang sederhana dan dibentuk secara profesional, salah satunya 

untuk tidak mencampuradukkan antara kepentingan pribadi dengan 

kepentingan negara termasuk juga membimbing agar peraturan desa 

tersebut tidak bertentangan dengan peraturan lainnya.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Pemerintah Kecamatan Mayang mempunyai tugas untuk melakukan 

pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dikemas dalam bentuk bimbingan 

dan pelatihan. Kegiatan bimbingan berupa: pembuatan dokumen desa dan hal 

administratif lainnya, bimbingan persyaratan pencairan dana desa dan sosial 

sosialisasi program dari pemerintah pusat. Sedangkan kegiatan pelatihan 

berupa: pelatihan RAB dan pelatihan Microsoft Office/Microsoft Excel. 

Adapun pengawasan dilakukan secara pengawasan langsung dan pengawasan 

tidak langsung. 

Hambatan yang dihadapi oleh pemerintah Kecamatan Mayang dalam 

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah setempat antara 

lain, latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, banyaknya tugas camat, 

dan akses jalan yang rusak. 

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah 

Kecamatan Mayang telah menerapkan prinsip dari siyasah idariyah, yaitu 

cepat dalam pelayanan, profesional dalam pelayanan dan sederhana dalam 

peraturan. 

B. Saran 

Kecamatan Mayang perlu melakukan komunikasi dan koordinasi lebih 

lanjut dengan pemerintah desa dalam melakukan pembinaan dan pengawasan. 

Hal tersebut bertujuan agar pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tidak 

98 
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hanya seremonial belaka, melainkan harus terus melakukan pendampingan 

terhadap pemerintah desa agar mampu mencapai pembangunan nasional yang 

berkelanjutan. 

Perlu adanya upaya pemerataan pendidikan khususnya bagi para 

aparatur pemerintahan baik di tingkat kecamatan maupun desa, hal tersebut 

guna meningkatkan pemerintahan Indonesia. selain itu, infrastruktur tertentu 

yang menjadi tonggak penting kemajuan suatu daerah seperti jalan raya dan 

lainnya harus teratasi agar sistem pemerintahan berjalan dengan baik. Selain 

itu, pentingnya memahami kembali terkait tugas dan kewajiban yang diemban 

oleh lembaga kecamatan sebagaimana telah diatur dalam peraturan 

perundang-undangan. 

Siyasah idariyah dapat menjadi tolak ukur dalam menjalankan sistem 

pemerintahan yang ada di Indonesia. Oleh karenanya, setelah melihat adanya  

nilai yang dapat membangun suatu pemerintahan ke arah yang lebih baik 

dengan menerapkan konsep siyasah idariyah, maka sebaiknya siyasah 

idariyah tidak hanya dilakukan di Kecamatan Mayang, melainkan di semua 

kecamatan, bahkan di seluruh lembaga pemerintahan di Indonesia.  
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

A. Pihak Pemerintah Kecamatan Mayang 

1. Apa yang dimaksud pembinaan dan pengawasan pemerintah kecamatan 

terhadap pemerintah desa? 

2. Siapa saja yang berperan dalam rangka pembinaan dan pengawasan 

penyelenggaraan pemerintahan desa? 

3. Dimana pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa 

itu dilaksanakan? 

4. Kapan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa 

itu dilaksanakan?  

5. Bagaimana pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan 

desa itu dilaksanakan?  

 

B. Pihak Pemerintah Desa 

1. Apa yang dimaksud pembinaan dan pengawasan kecamatan terhadap 

penyelenggaraan pemerintahan desa? 

2. Bagaimana pembinaan dan pengawasan penyelenggaran urusan 

pemerintahan itu berlangsung? 

3. Sejauh mana pemerintah desa memahami penjelasan dari camat? 

4. Dalam organisasi selalu memiliki tujuan atau cita-cita yang hendak 

dicapai. Dalam proses untuk mencapai visi dan misi pemerintah seberapa 

besar peran camat terhadap pemerintah desa? 

 

C. Pihak Masyarakat 

1. Sebagai seorang masyarakat yang dilayani oleh pemerintah, apa pendapat 

anda terhadap pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan? 

2. Sebagai seorang masyarakat yang dilayani oleh pemerintah, apa pendapat 

anda terhadap pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah desa? 

3. Kapan pelayanan pemerintah desa itu dilaksanakan? 

4. Bagaimana pemerintah desa melayani masyarakat? 
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FOTO DOKUMENTASI 

 

 
Wawancara Bersama Bapak Ajib Selaku Bapak Camat 

 

 

 

 

 
Wawancara Bersama Bapak Sumaryanto 
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Wawancara Bersama Pegawai Camat 
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Wawancara Bersama Kepala Desa dan Sekdes Tegal Rejo 

 

 

 

 
Wawancara Bersama Kades Sidomukti 
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Wawancara Bersama Rudi Hartono Sebagai Masyarakat 
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Wawancara Bersama Yusufta Juliko Sebagai Masyarakat 

 

 
Akses Jalan Menuju Desa Sidomukti 
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BIODATA PENULIS 

 

 

 

Nama    : Moch. Badrut Tamam  

NIM    : S20163003 

Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 20 Januari 1998 

Alamat    : Desa Sumber Jeruk, Kecamatan Kalisat- Jember 

No. HP   : 081234543087 

Jurusan / Prodi  : Hukum Islam / Hukum Tata Negara 

Email    : Tbadrut56@gmail.com  

Riwayat Pendidikan  :  

1. SD   : Tahun 2004-2010 SDN SUMBER JERUK 03 

2. SMP  : Tahun 2011-2013 SMPN 01 KALISAT 

3. SMA  : Tahun 2014-2016 SMK NURIS JEMBER 

 

Pengalaman Organisasi : Sekretaris Bidang PSDM HMPS Hukum Tata  

  Negara IAIN Jember Tahun 2018-2019 

  

 

mailto:ahmadnuris238@gmail.com

	1. COVER.pdf (p.1)
	2. PERSETUJUAN.pdf (p.2)
	3. PENGESAHAN.pdf (p.3)
	4. MOTTO.pdf (p.4)
	5. PERSEMBAHAN.pdf (p.5)
	6. KATA PENGANTAR.pdf (p.6)
	7. ABSTRAK.pdf (p.7)
	8. DAFTAR ISI.pdf (p.8-9)
	9. BAB I.pdf (p.10-25)
	10. BAB II.pdf (p.26-47)
	11. BAB III.pdf (p.48-57)
	12. BAB IV.pdf (p.58-106)
	13. BAB V.pdf (p.107-108)
	14. DAFTAR PUSTAKA.pdf (p.109-113)
	15. KEASLIAN TULISAN.pdf (p.114)
	16. IZIN PENELITIAN.pdf (p.115)
	17. SELESAI PENELITIAN.pdf (p.116)
	18. DAFTAR NAMA INFORMAN.pdf (p.117)
	19. PEDOMAN WAWANCARA.pdf (p.118)
	20. FOTO DOKUMENTASI.pdf (p.119-123)
	21. BIODATA PENULIS.pdf (p.124)
	SKRIPSI FULL TAMAM.pdf (p.125-248)
	1. COVER.pdf (p.1)
	2. PERSETUJUAN.pdf (p.2)
	3. PENGESAHAN.pdf (p.3)
	4. MOTTO.pdf (p.4)
	5. PERSEMBAHAN.pdf (p.5)
	6. KATA PENGANTAR.pdf (p.6)
	7. ABSTRAK.pdf (p.7)
	8. DAFTAR ISI.pdf (p.8-9)
	9. BAB I.pdf (p.10-25)
	10. BAB II.pdf (p.26-47)
	11. BAB III.pdf (p.48-57)
	12. BAB IV.pdf (p.58-106)
	13. BAB V.pdf (p.107-108)
	14. DAFTAR PUSTAKA.pdf (p.109-113)
	15. KEASLIAN TULISAN.pdf (p.114)
	16. IZIN PENELITIAN.pdf (p.115)
	17. SELESAI PENELITIAN.pdf (p.116)
	18. DAFTAR NAMA INFORMAN.pdf (p.117)
	19. PEDOMAN WAWANCARA.pdf (p.118)
	20. FOTO DOKUMENTASI.pdf (p.119-123)
	21. BIODATA PENULIS.pdf (p.124)


